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ABSTRAK 

 

 

Hendra Sanjaya Kusno, Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya. 23 Juli 2018.Pengaruh Kompleksitas Peraturan, Self-Efficacy, 

Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Tax 

PlanningSebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di 

KPP Kota Samarinda). Ketua Komisi Pemimbing: Bambang Hariadi. Anggota Komisi 

Pembimbing: Zaki Baridwan.  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh 

kompleksitas peraturan terhadap perencanaan pajak, pengaruh self-efficacy terhadap 

perencanaan pajak, pengaruh kualitas pelayanan terhadap perencanaan pajak, pengaruh 

perencanaan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, pengaruh tidak langsung 

kompeksitas peraturan terhadap kepatuhan wajib pajak badan melalui perencanaan pajak, 

pengaruh tidak langsung self-efficacy terhadap kepatuhan wajib pajak badan melalui 

perencanaan pajak, dan pengaruh tidak langsung kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib 

pajak badan melalui perencanaan pajak. Hasil penelitian ini dapat memberikan bukti secara 

empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku wajib pajak badan atas penerapan 

perencanaan pajak dan kepatuhan wajib pajak badan secara teoritis sehingga, dapat 

bermanfaat bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan. Populasi dalam penelitian ini 

adalah wajib pajak badan yang terdaftar pada KPP Pratama Kota Samarinda. Teknik sampling 

yang digunakan adalah purposive sampling. Analisis data penelitian ini menggunakan PLS 

(Partial Least Square). Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa (1) kompleksitas 

peraturan, self-efficacy wajib pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap 

perencanaan pajak, (2) perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

(3) kompleksitas peraturan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui 

perencanaan pajak, serta (4) self-efficacy dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak melalui perencanaan pajak.  

 

Kata Kunci: Kompleksitas Peraturan Perpajakan, Self-Efficacy, Kualitas Pelayanan, 

Perencanaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Badan.  
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ABSTRACT 

 

 

 

Kusno, Hendra Sanjaya. Magister Program in Accounting, Faculty of Economics and Business, 

Brawijaya University. The Influence of Regulation Complexity, Self-Efficacy, and Service 

Quality on Taxpayer’s Compliance with Tax Planning as the Intervening Variable (A Study 

on Corporate Taxpayers Listed in the Taxpayers Office of Samarinda City). Head of 

Advisory Commission: Bambang Hariadi, Member of Advisory Commission: Zaki Baridwan. 

 

This study aims to empirically assess and prove the influence of regulation complexity 

on tax planning, the influence of self-efficacy on tax planning, the influence of service quality on 

tax planning, the influence of tax planning on corporate taxpayers’ compliance, the indirect 

influence of regulation complexity on corporate taxpayers’ compliance through tax planning, the 

indirect influence of self-efficacy on corporate taxpayers’ compliance through tax planning, and 

the indirect influence of service quality on corporate taxpayers’ compliance through tax 

planning. This study provides empirical evidences regarding factors that theoretically influence 

the behavior of corporate taxpayers toward tax planning application and corporate taxpayers’ 

compliance, so it is beneficial for academics, practitioners, and policy makers. The population of 

this study is corporate taxpayers listed in the Small Taxpayers Office of Samarinda City, from 

which the sample was selected using purposive sampling technique. The data of this study was 

analyzed using Partial Least Square (PLS) analysis. The results of this study empirically prove 

that (1) regulation complexity, taxpayer’s self-efficacy, and service quality positively influence 

tax planning; (2) tax planning positively influences taxpayers’ compliance; (3) regulation 

complexity does not significantly influence taxpayers’ compliance through tax planning; and (4) 

self-efficacy and service quality positively influence taxpayers’ compliance through tax planning. 

 

Keywords: tax regulation complexity, self-efficacy, service quality, tax planning, corporate 

taxpayers’ compliance 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebuah bangsa membutuhkan dana yang besar untuk dapat menjalankan 

dan menyelenggarakan pemerintahan. Hal yang harus diperhatikan adalah 

sumber dana tersebut, diharapkan bukan berasal dari pihak ketiga atau dari 

eksternal, agar kemandirian bangsa dan negara dalam pembangunan dapat 

diciptakan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menggali seluruh 

potensi yang dimiliki, baik berupa hasil kekayaan alam, ataupun dari iuran 

masyarakat berupa pajak.Sudah lebih dari satu dekade Indonesia 

memprioritaskan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai tumpuan sumber 

dana tersebut. Penduduk dan demografi di Indonesia merupakan modal dasar 

penerimaan pajak. Pada tahun 2016, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 

258,7 juta jiwa, dengan persentase jumlah penduduk yang berusia produktif 

sebesar 48,48% (Badan Pusat Statistik, 2016).  

Jumlah penduduk berusia produktif ini menunjukkan betapa besarnya 

potensi pajak yang dapat dihimpun. Pajak dipungut dari penghasilan yang 

diterima penduduk sebagai subjek pajak yang menciptakan output dan nilai 

tambah dalam perekonomian. Pendapatan dari sektor pajak ini selaras dengan 

tujuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya dengan 

melakukan pembangunan di segala bidang. Peningkatan kesejahteraan 

penduduk akan berbanding lurus dengan peningkatan penghasilan penduduk 

dan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan 
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pajak.Pengaruh simultan tersebut yang membuat anggaran negara yang 

mendasarkan pada penerimaan pajak lebih bersifat jangka panjang dan 

substainable.  

Namun, jumlah penerimaan pajak masih jauh dari target yang telah 

ditentukan. Pada realisasi APBN 2016, penerimaan pajak sebesar Rp1.285,0 

triliun. Angka ini dibawah target yang harus dicapai yaitu sebesar Rp1.539,2 

triliun atau realisasi sebesar 83,5% (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2017). 

Faktor utama dalam merealisasikan jumlah penerimaan pajak tersebut adalah 

kepatuhan wajib pajak. Penduduk usia produktif yang merupakan usia angkatan 

kerja dan seharusnya terdaftar sebagai wajib pajak, mengingat mereka sudah 

mendapatkan penghasilan atas kegiatan yang dilakukan. Dari jumlah penduduk 

usia produktif yang hanya 36,42% saja yang telah terdaftarmenjadi wajib pajak. 

Angka ini menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di 

Indonesia.  

Indikator lainnya yang dapat menggambarkan bagaimana kepatuhan 

perpajakan dalam satu negara adalah Tax Ratio. Tahun 2016, Tax Ratio 

Indonesia merosot jauh dari tahun sebelumnya bahkan tidak mencapai tax ratio 

yang direncanakan, hanya mencapai 10,36% (Shintia, 2017). Persentase 

tersebutmerupakan perbandingan jumlah penerimaan pajak pada satu masa 

dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Selama 5 tahun terakhir, Tax Ratio 2016 

merupakan persentase yang paling rendah dibandingkan tahun sebelumnya. 

Negara-negara ASEAN seperti Filipina, Singapura, Laos, Thailand dan Malaysia 

memiliki Tax Ratio yang lebih tinggi dibanding Indonesia. Angka ini menunjukkan 

kepatuhan perpajakan di negara Indonesiamasih rendah.  
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Brown dan Mazur (2003) mengungkapkan kepatuhan mencakup tiga 

dimensi, yaitu kepatuhan pengisian, kepatuhan pelaporan dan kepatuhan 

pembayaran. Menurut Andreoni et al. (1998) bahwa kepatuhan wajib pajak 

adalah kesediaan dari pembayar pajak dalam mematuhi peraturan atau Undang-

undang (UU) perpajakanagar dapat tercapai keseimbangan perekonomian suatu 

negara. Self Assessment System yang mulai dikembangkan di Indonesia sejak 

tahun 1983, mengakibatkan penerimaan pajak semakin bergantung kepada 

kepatuhan wajib pajak. Sistem yang diterapkan memberikan kepercayaan 

penuhterhadap wajib pajak agar dapat secara aktif menjalankan kewajiban 

perpajakannya. Wajib pajak memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada 

petugas pajak (James dan Alley, 2002). Wajib pajak memiliki tanggung jawab 

mulai dari menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya. Sementara 

petugas pajak bertanggung jawab untuk memastikan kewajiban wajib pajak telah 

dilaksanakan sebagaimana mestinya.  

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai lembaga yang berwenang dan 

memikul tugas serta, tanggung jawab untuk mencapai target penerimaan pajak 

melakukan banyak cara agar kepatuhan wajib pajak semakin meningkat. Salah 

satunya dengan melakukan reformasi perpajakan untuk memungkinkan sistem 

perpajakan mengikuti perkembangan terbaru dalam aktivitas bisnis dan pola 

penghindaran pajak yang semakin canggih (Kariyoto, 2011). Menurut Gunadi 

(2003) dalam Sitanggang (2009), reformasi perpajakan meliputi reformasi 

kebijakan pajak (Tax Policy) berupa reformasi peraturan perpajakan dan 

reformasi pada sistem administrasi perpajakan. Reformasi sistem administrasi 

perpajakan memiliki tujuan memberikan pelayanan, meningkatkan transparansi 

dan akuntabilitas serta, memberikan pengawasan terhadap pelaksanan 
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pemungutan pajak. Sedangkan, reformasi peraturan perpajakan dilakukan untuk 

memberikan keadilan, kesederhanaan dan kemudahan kepada wajib pajak guna 

memenuhi kewajibannya.  

Reformasi pajak di Indonesia diawali pada tahun 1983, yaitu dengan 

diperkenalkannya prinsip Self Assessment dalam menghitung PPh (Pajak 

Penghasilan). Kemudian, diikuti reformasi peraturan perpajakan dengan 

diberlakukannya UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menggantikan PPn (Pajak 

Penjualan). Setelah itu reformasi pajak yang signifikan terjadi lagi pada tahun 

1994 dan 1997 melalui paket komprehensif perubahan. Reformasi tersebut 

adalah dampak logis atau kelanjutan dari hasil evaluasi pelaksanaan reformasi 

perpajakan yang telah dilakukan, terutama terkait dengan pelaksanaan prinsip 

Self Assessment System (Bawazier, 2011).  

Pasca 1997, perubahan demi perubahan dalam peraturan perpajakan 

terus berlangsung. Perubahan pasca 1997 yang terakhir terjadi meliputi UU No. 

36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang merupakan perubahan 

yang keempat dari UU No. 7 Tahun 1983, UU No. 16 Tahun 2009 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai perubahan yang keempat 

dariUU No. 6 Tahun 1983, UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) Barang & Jasa, serta Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) 

yang merupakan perubahan ketiga dari UU No. 6 Tahun 1983, dan pada tahun 

2011 dialihkannya tanggung jawab pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

& Bangunan atau BPHTB dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.  

Setelah tahun 2011, pemerintah juga mengesahkan beberapa kebijakan-

kebijakan baru lainnya guna memperluas basis pajak, seperti Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 untuk PPh Wajib Pajak yang peredaran 
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brutonya masih di bawah Rp4,8 milyar per tahun, sasarannya yaituUMKM atau 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Perubahan-perubahan atas peraturan 

perpajakan dan peraturan perpajakan yang baru dilakukan guna menumbuhkan 

keterbukaan, kepastian hukum terhadap pajak, penyederhanaan prosedur 

administrasi pajak, keadilan, dan menyesuaikan perkembangan sosial ekonomi 

di kalangan masyarakat, serta meningkatkan Self Assessment System dari wajib 

pajak.  

Peraturan perpajakan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum. 

Kemudian, diharapkan dapat mengurangi biaya kepatuhan dan dapat 

menampung pergerakan perekonomian yang berkembang, serta memperluas 

basis perpajakan yang akan meningkatkan penerimaan pajak. Kepatuhan wajib 

pajak dipengaruhi oleh faktor eksternal seperi kompleksitas peraturan 

perpajakan. Namun, peraturan perpajakan yang sering mengalami perubahan 

dan penyempurnaan mengakibatkan kompleksnya peraturan perpajakan. 

Semakin kompleks peraturan perpajakan akan mempengaruhi tingkat kepatuhan 

dari wajib pajak. Sari (2009) mengungkapkan tingkat kompleksitas yang tinggi 

dari peraturan perpajakan menurunkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan 

penggelapan pajak, sehingga kompleksitas tersebut harus dikurangi dengan 

menyederhanakannya.  

Namun, hal tersebut tidak cukup untuk mencegah terjadinya 

penghindaran pajak (Forest dan Sheffrin, 2002). Peraturan perpajakan tidak 

dapat mengatur dan menyelesaikan segala permasalahan dengan sempurna. 

Kompleksitas dalam peraturan perpajakan menimbulkan celah-celah (Loopholes) 

bagi wajib pajak untuk mengintepretasikan kompleksitas dari peraturan 

perpajakan sesuai dengan keinginannya. Hal ini akan mempermudah wajib pajak 
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untuk melakukan perencanaan pajak (Tax Planning). Perencanaan pajak 

merupakan sebuah proses pengendalian beban pajak dengan memanfaatkan 

kompleksitas peraturan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak agar dapat tetap 

memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai wajib pajak yang patuh (Mangoting, 

1999).  

Penelitian mengenai kompleksitas peraturan pajak seperti, Bradley 

(1994), Forest dan Sheffrin (2002), dan Syakura (2014). Penelitian yang 

dilakukan Bradley (1994) menguji beberapa variabel termasuk kompleksitas 

peraturan perpajakan terhadap perencanaan pajak dengan memberikan 

kuesioner kepada 775 tax professional perusahaan yang berada di Amerika 

Utara. Penelitian Forest dan Sheffrin (2002), menguji kompleksitas peraturan 

perpajakan dan ketidakadilan sistem perpajakan terhadap penghindaran pajak di 

Amerika Serikat. Di Indonesia, penelitian terkait kompleksitas peraturan 

perpajakan dilakukan oleh Syakura (2014), yang menguji pengaruh kompleksitas 

peraturan perpajakan dan kondisi keuangan terhadap perencanaan pajak, 

pengaruh kepercayaan kepada otoritas pajak, keadilan sistem pajak, dan 

perencanaan pajak (Tax Planning) terhadap kepatuhan perpajakan. 

Berkaitandengan perencanaan pajak, wajib pajak badan merupakan wajib 

pajak yang lebih sering melakukan perencanaan pajak, dibanding dengan wajib 

pajak orang pribadi. Tentunya, perencanaan pajak ini dilakukan oleh para tax 

professional,baik dari internal wajib pajak badan (rekrutmen karyawan) ataupun 

dari eksternal lainnya. Jasa pihak eksternal ini seperti jasa yang ditawarkan oleh 

konsultan pajak. Hal ini tidak lepas dari kompleksnya sistem maupun peraturan 

perpajakan yang ada dan menggunakan jasa Tax Professional sebagai 

perencana pajak suatu wajib pajak badan. Dalam melakukan perencanaan pajak, 
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mereka memiliki motivasi tertentu yang memberikan dorongan dari dalam diri 

seseorang, sehingga menggerakkan setiap individu untuk melakukan suatu 

aktivitas. Perencanaan pajak dimotivasi oleh keyakinan bahwa praktik 

perencanaan pajak bukanlah suatu bentuk pelanggaran yang dilakukan wajib 

pajak dan kepercayaan individu terhadap kemampuan mereka sendiri untuk 

melakukan perencanaan pajak. Kepercayaan individu terhadap kemampuan diri 

sendiri ini disebut dengan self-efficacy (Bandura, 1977).  

Perencana pajak percaya dengan kemampuan dirinya dan memiliki 

kesadaranatas kewajibannya untuk membayar pajak, tentang adanya sanksi 

perpajakan, maupun resiko-resiko lainnya atas ketidakpatuhan wajib pajak 

namun, tetap dengan mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Hal tersebut 

akan selalu diupayakan oleh wajib pajak badan, karena mereka berpikir bahwa 

dengan membayar pajak, berapapun besarnya tidak akan memberikan manfaat 

langsung kepada perusahaan, karena pembayaran pajak menyebabkan aset 

perusahaan berupa kas menjadi berkurang. Lain halnya, jika laba yang diperoleh 

dapat dimanfaatkan bagi keberlangsungan perusahaanyang secara langsung 

dapat memperikan dampak kepada perusahaan dan para pemegang saham 

(Syakura, 2014).  

Penelitian terkait dengan self-efficacy wajib pajak dilakukan oleh Fallan 

et, al. (1995) yang menguji pengaruh spesialisasi administrasi, kebutuhan 

perencanaan pajak, profesionalisme, dan self-efficacy terhadap perencanaan 

pajak serta, Puspita (2013) yang merupakan pengembangan dari penelitian 

Fallan et,al. (1995). Penelitian tersebut menguji motivasi perencanaan pajak, 

pembelajaran, dan kualitas pelayanan perpajakan. Perbedaan dari kedua 

penelitian ini terletak pada penamaan konstruk, tetapi masih sesuai dengan 
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kerangka pemikiran kepatuhan wajib pajak dan ditambahkan beberapa variabel 

yang berpengaruh langsung. 

Reformasi sistem administrasi perpajakan dimulai pada tahun 2002, DJP 

melakukan perubahan pada fungsional operasional pelayanan kepada wajib 

pajak dengan membentuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) bagi Wajib Pajak 

Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama di seluruh Indonesia (Palupi, 2010). 

Tujuan modernisasi ini adalah perubahan struktur organisasi, dari berdasarkan 

jenis pajak berubah menjadi fungsi. Kemudian, bertujuan untuk penerapan 

sistem adminsistrasi perpajakan yang terpadu sehingga, dapat memonitor proses 

pelayanan. Dengan demikian, pelayanan yang akan dilakukan dapat berjalan 

cepat, transparan dan akuntabilitas. Hasil dari perubahan ini diharapkan dapat 

meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap administrasi perpajakan dan 

kinerja yang baik dari para aparatur pajak, dengan mengedepankan Service 

Excellence bagi wajib pajak. Kemudian, dibarengi dengan pengawasan yang 

intensif dan menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik di seluruh unit-unit 

kerja dalam ruang lingkup DJP.  

Pada tahun 2006, DJP juga telah melakukan modernisasi pada 

administrasi perpajakan dengan memperkenalkan teknologi e-filling dan e-SPT 

yang bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak. 

Perubahan dalam sistem administrasi pajak ini, dikhususkan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan kepada wajib pajak. Aparatur pajak diharapkan memiliki 

keahlian, tanggung jawab, professional, dan berkompeten agar dapat 

memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada wajib pajak. Untuk 

mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak, dibutuhkan kepatuhan sukarela 



9 

 

dari wajib pajak. Pelayanan pajak yang berkualitas akan mendorong partisipasi 

dan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Rahayu, 2003).  

Berkualitas atau tidaknya pelayanan yang diberikan dinilai dari kepuasan 

yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap pelayanan tersebut. Cronin dan Taylor 

(1992) menjelaskan kualitas pelayanan adalah perbandingan antara harapan 

yang diinginkan dan dikehendaki oleh pelanggan dengan penilaian yang 

diberikan terhadap kinerja aktual (Bentuk pelayanan) dari suatu penyedia 

layanan yang terjadi melalui interaksi antar manusia, melalui sebuah proses. 

Harapan dan keinginan masyarakat sebagai wajib pajak harus sesuai dengan 

ukuran yang ditentukan sebelumnya, agar terciptanya rasa puas dari wajib pajak 

(Parasuraman et al., 1985).  

Masalah-masalah yang sering dihadapi wajib pajak ketika ingin 

menjalankan kewajibannya, akan terselesaikan ketika pelayanan yang baik 

tersedia. Seperti mengenai prosedur pelaporan, tata cara pengisian formulir 

pajak, maupun perhitungan kewajiban pajaknya, sehingga wajib pajak tidak 

merasa kesulitan. Bagaimana aparatur pajak dalam memberikan mutu pelayanan 

yang terbaik akan mempengaruhi tindakan dan perilaku wajib pajak itu sendiri. 

Ketika pelayanan yang diberikan rendah, maka wajib pajak cenderung tidak 

memperdulikan manfaat yang sesungguhnya dari pajak. Pada saat wajib pajak 

tidak puas dengan pelayanan, akan cenderung mengabaikan pelaksanaan 

perencanaan pajak yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang ada 

(Puspita, 2013). Namun, ketika pelayanan tersebut berkualitas wajib pajak akan 

yakin dengan otoritas pajak yang ada dan memberikan dorongan dalam 

melakukan kewajibannya.  
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Penelitian terkait dengan kualitas pelayanan peraturan perpajakan cukup 

banyak dilakukan. Penelitian Alabedeet al.(2011) yang dilakukan di Nigeria 

menggunakan beberapa variable seperti kualitas pelayanan, tata kelola 

pemerintahan, perbedaan etnis, struktur sistem perpajakan dan faktor demografis 

untuk menguji pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak. Pramushinta dan 

Siregar (2011), menguji pengaruh pelayanan perpajakan dan sunset policy 

terhadap kepatuhan wajib pajak di Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan 

Sanjaya (2014), menguji pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan dan 

kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak dengan wajib pajak hotel 

sebagai obyek penelitiannya.  

Dalam penelitian ini untuk menjelaskan perilaku dan sikapwajib pajak 

untuk patuh, dapat dikaitkan dengan teori perilaku terencana (Theory of Planned 

Behavior). Dengan menggunakan teori ini dapat menjelaskan perilaku wajib 

pajak untuk patuh ataupun tidak. Teori ini juga dapat mengetahui penyebab wajib 

pajak berperilaku tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, yaitu 

dengan melakukan perencanaan pajak. Teori Perilaku Terencana merupakan 

model yang berdasarkan niat, dikembangkan dan dipelopori oleh Ajzen (1991). 

Teori ini dapat menjelaskan maksud dan tujuan seseorang dalam menampilkan 

dan melakukan suatu perilaku. Niat (Intentions) adalah indikasi seberapa 

kuatindividu bersedia dan ingin mencoba segala upaya dalammenampilkansuatu 

perilaku (Ajzen dan Driver, 1992). Seseorang akan melakukan suatu tindakan 

tertentu apabila ia memandang perbuatan tersebut memberikan hasil yang 

positif, percaya bahwa orang lain ingin agar ia melakukannya, dan yakin bahwa 

ia mampu melakukannya. Niat akan konsisten dengan perilakunya apabila 

lingkungan memberi motivasi dan kesempatan yang cukup.  
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Teori tersebut jika dikaitkan dengan penelitian ini maka, perilaku 

kepatuhan wajib pajak merupakan keyakinan dari wajib pajak dan penilaian 

pribadi wajib pajak mengenai konsekuensi dari perilaku ditampilkan. Wajib pajak 

yang patuh akan meyakini bahwa dengan melakukan kewajibannya akan 

memberikan hasil yang positif, misalnya terbebas dari sanksi perpajakan. Wajib 

pajak yang patuh meyakini bahwa orang-orang di sekitarnya (seperti para 

aparatur pajak maupun pemerintah) menginginkannya untuk melakukan 

kewajiban perpajakan. Penilaian tersebut didapatkan dari bagaimana aparatur 

perpajakan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada wajib pajak.  

Selain itu, keyakinan dari wajib pajak terkait kemampuan yang dimilikinya 

dan motivasi lain dengan adanya faktor-faktor yang mendukung atau 

menghambatnya, akan mempengaruhi tindakan wajib pajak. Semakin banyak 

faktor yang mendukung untuk menjadi wajib pajak yang patuh, semakin yakin 

wajib pajak untuk merealisasikannya. Dengan kata lain, terdapat faktor internal 

maupun eksternal yang dapat memberikan pengaruh terhadap individu dalam 

melakukan suatu perilaku. Perilaku patuh yang ditunjukkan wajib pajak diawali 

dari dalam individu wajib pajak itu sendiri (internal) dan juga dari luar wajib pajak 

(eksternal). Faktor internal tersebut adalah self-efficacy, sedangkan faktor 

eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib adalah kompleksitas peraturan 

perpajakan, dan kualitas pelayanan perpajakan.  

1.2 Motivasi Penelitian  

Penelitian ini didasari oleh motivasi bahwa (1) di Indonesia kepatuhan 

wajib pajak badan masih rendah dan (2) tidak konsistennya hasil penelitian yang 

terdahulu terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan data Direktorat 

Jendral Pajak (DJP) wajib pajak yang terdaftar dalam sistem administrasi DJP 
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baru mencapai angka 30 juta lebih Wajib Pajak (WP) untuk tahun pajak 2015. 

Jumlah tersebut mencakup wajib pajak orang pribadi karyawan sejumlah 22.3 

juta, wajib pajak orang pribadi bukan karyawan sejumlah 5.2 juta, dan wajib 

pajak badan sejumlah 2.4 juta (Arifin, 2016). Untuk tahun pajak 2016, tercatat 

SPT yang telah dilaporkan Wajib Pajak badan hingga berakhirnya masa 

pelaporan SPT per tanggal 30 April 2016, hanya meningkat 1% yaitu sebesar 

549 ribu SPT. Angka itu menyumbang hanya 4,7% dari total SPT yang 

terkumpul. Dengan kata lain, wajib pajak badan yang menyampaikan SPT 

sebesar 22.20% saja. Angka ini menunjukkan betapa rendahnya kepatuhan 

wajib pajak badan di Indonesia.  

Di KPP Pratama Samarinda, jumlah wajib pajak (WP) badan yang 

terdaftar di tahun 2015 sebanyak 10.182 dengan persentase yang 

menyampaikan SPT sebesar 44,79%. Untuk tahun 2016, jumlah wajib pajak 

badan yang terdaftar mencapai 9.661 dengan persentase yang menyampaikan 

SPT sebesar 54,40%. Persentase dari dua tahun tersebut memberikan motivasi 

kepada peneliti untuk menjadikan KPP Pratama Samarinda sebagai objek 

penelitian, karena kepatuhan wajib pajak badan di lokasi tersebut masih terbilang 

rendah.  

Penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak sudah banyak 

dilakukan di Indonesia dan di beberapa negara lain, hasil penelitiannya pun 

berbeda beda. Tidak konsistennya penelitian-penelitian terdahulu tercermin 

dalam penelitian Puspita (2013) yang menguji wajib pajak badan di Kota Malang 

dan Batu, dimana variabel motivasi perencanaan pajak yang merupakan 

pengembangan dari variabel self-efficacy, berpengaruh negatif terhadap 
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perencanaan pajak, sedangkan penelitian Fallan et al..(1995) menjelaskan 

bahwa self-efficacy wajib pajak berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak.  

Selain itu, penelitian yang dilakukan Forest dan Sheffrin (2002), Siahaan 

(2005), menemukan bahwa variabel kompleksitas berpengaruh negatif terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, Bradley (1994), Richardson (2006), dan 

Syakura (2014) menemukan variabel kompleksitas peraturan perpajakan 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan. Tidak konsistennya hasil penelitian juga 

tercermin pada variabel kualitas pelayanan, diantaranya seperti Rahayu (2003) 

dan Hidajat (2004) menemukan bahwa kualitas pelayanan perpajakan 

berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian, penelitian 

Alabede et al..(2011), Pramushinta dan Siregar (2011), serta Sanjaya (2014) 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan mempengaruhi secara positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak (WP).   

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini menguji secara empiris 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan, yaitu 

kompleksitas peraturan perpajakan, self-efficacy dan kualitas pelayanan 

terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang dimediasi oleh perencanaan pajak. 

Hal ini dikarenakan adanya dugaan bahwa terdapat variabel intervening diantara 

variabel kompleksitas peraturan perpajakan, self-efficacy dan kualitas pelayanan 

terhadap kepatuhan wajib pajakbadan. Model ini sebagai satu model 

pengembangan penelitian baru dalam model kepatuhan wajib pajak untuk diuji 

secara empiris.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berlandaskan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan 

masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 



14 

 

1. Apakah kompleksitas peraturan perpajakan berpengaruh terhadap 

perencanaan pajak (Tax Planning)?  

2. Apakah self-efficacy berpengaruh terhadap perencanaan pajak(Tax 

Planning)?  

3. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap perencanaan pajak 

(Tax Planning)? 

4. Apakah perencanaan pajak (Tax Planning) berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak badan?  

5. Apakah kompleksitas peraturan perpajakan berpengaruh tidak langsung 

terhadap kepatuhan wajib pajak badan? 

6. Apakah self-efficacy berpengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan 

wajib pajak badan? 

7. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh tidak langsung terhadap 

kepatuhan wajib pajak badan? 

 
1.4 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan-rumusan masalah yang dikemukakan, berikut 

tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kompleksitas peraturan perpajakan terhadap 

perencanaan pajak (Tax Planning).  

2. Untuk mengetahui pengaruhself-efficacy terhadap perencanaan pajak 

(Tax Planning).  

3. Untuk mengetahui pengaruhkualitas pelayanan terhadap perencanaan 

pajak (Tax Planning).  

4. Untuk mengetahui pengaruh perencanaan pajak (Tax Planning) terhadap 

kepatuhan wajib pajak badan.  
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5. Untuk mengetahui pengaruh kompleksitas peraturan perpajakan terhadap 

kepatuhan wajib pajak badan.  

6. Untuk mengetahui pengaruh self-efficacy terhadap kepatuhan wajib pajak 

badan.  

7. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan 

wajib pajak badan.  

 
1.5 Kontribusi Penelitian 

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi secara teoritis, praktik dan 

kebijakan.  

1.5.1 Kontribusi Teoritis 

1. Penelitian ini merupakan pengembangan model penelitian tentang 

kepatuhanwajib pajak dengan menggunakan asumsi pada model 

penelitian Theory Planned of Behavior(TPB). Dengan menguji variabel 

kompleksitas peraturan pajak, self-efficacy dan kualitas pelayanan 

terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang dimediasi oleh variabel 

perencanaan pajak. Pengembangan model penelitian ini dilakukan 

dengan menggabungkan dan menguji secara bersama variabel-variabel 

tersebut.  

2. Hasil penelitian ini memberikan dan menyajikan bukti empiris bahwa (1) 

kompleksitas peraturan perpajakan, self-efficacy dan kualitas pelayanan 

perpajakanberpengaruh terhadap perencanaan pajak, (2) kompleksitas 

peraturan pajak tidak berpengaruh, secara tidak langsung terhadap 

kepatuhan wajib pajak badan, (3)self-efficacy dan kualitas pelayanan 

perpajakan berpengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, 

serta (4) perencanaan pajak (Tax Planning) berpengaruh terhadap 
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kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat 

memperkuat penelitian terdahulu, melengkapi dan menjadi bahan 

referensi terkait dengan kepatuhan wajib pajak.  

 
1.5.2 Kontribusi Praktik 

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama, maupun aparatur pajak 

lainnya, hasil penelitian ini mampu memberikan masukan dalam upaya 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memperhatikan beberapa 

faktor lainnya seperti kompleksitas peraturan perpajakan dan self-efficacy 

wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan dan perencanaan pajak.  

2. Bagi Wajib Pajak, hasil penelitian ini akan meningkatkan kesadaran wajib 

pajak untuk patuh terhadap peraturan perpajakan yang ada, karena 

menyadari pentingnya pajak bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, 

wajib pajak perlu mengetahui hak dan kewajibannya. Khusus untuk wajib 

pajak badan, hasil penelitian ini akan memberikan gambaran untuk 

menggunakan staf keuangan yang kompeten ataupun menggunakan jasa 

konsultan di bidang perpajakan untuk melakukan perencanaan pajak, 

sehingga tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan.  

1.5.3 Kontribusi Kebijakan 

Hasil penelitian ini dapat menambah masukan bagi Direktorat Jenderal 

Pajak untuk mengambil kebijakan terkait dengan perbaikan pada peraturan dan 

sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Selain itu dapat memberikan 

masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak atas motivasi apa saja yang 

mengakibatkan wajib pajak melakukan perencanaan pajak. Dengan demikian, 

dapat mengetahui kebijakan yang akan diambil untuk meningkatkan kesadaran 
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wajib pajak dalam melakukan perencanaan pajak sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku.  

Kebijakan lain yang dapat diambil oleh pemerintah yaitu, Direktorat 

Jenderal Pajak adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia baik melalui 

pelatihan atau pendidikan, pengembangan serta penggunaan sarana teknologi 

informasi dan komunikasi dengan melakukan perubahan sesuai dengan 

perkembangan jaman dan pemanfaatan teknologi yang terbaru, serta penataan 

organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak untuk menjadi sebuah 

organisasi yang lebih efektif, efisien kredibel dan terpercaya. 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Theory Planned of Behavior  

Teori perilaku terencana atau Theory Planned of Behavior merupakan 

teori yang berasal dari ilmu psikologi sosial. Namun, pengaplikasian teori ini 

berkembang dan merambah ke beberapa bidang kajian lain seperti pemasaran, 

perilaku organisasi dan bahkan di perpajakan (Damayanti, 2015). Menurut Ajzen 

(1991), Theory Planned of Behavior  atau Teori Perilaku Terencana merupakan 

teori psikologi tentang perilaku manusia berbasis niat (Intentions) yang dapat 

menjelaskan tujuan dari individu tersebut melakukan perilaku tertentu. Niat 

sebagai gambaran maupun indikasi dari seberapa keras individu bersedia untuk 

mencoba dan mengupayakan suatu rencana untuk melakukan suatu perilaku 

(Ajzen dan Driver, 1992). 

Kerangka kerja yang disediakan teori ini dapat mempelajari sikap individu 

(Attitude) terhadap perilaku individu (Behavior). Dalam teori ini diungkapkan 

bahwa faktor utama individu melakukan perilaku adalah niat untuk menampilkan 

perilaku tersebut. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa terdapat 3 determinan 

menentukan niat berperilaku (Ajzen, 1991), yaitu:  

1. Sikap atas perilaku dihasilkan dari keyakinan atas perilaku (Behavioral 

Beliefs) yang merupakan keyakinan seseorang tentang hasil dari suatu 

perilaku tersebut. Hasil dari perilaku tersebut dapat berupa hasil yang 

diinginkan atau tidak diinginkan, hasil yang positif maupun negatif. SIkap 

pada seorang individu akan memberikan warna atau corak pada perilaku 
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atau perbuatan seseorang tersebut. Dengan mengetahui sikap seorang 

individu atas perilaku, individu lain akan dapat membaca gambaran 

kemungkinan perilaku yang akan ditampilkan. Hubungan dan kaitannya 

terhadap kepatuhan wajib pajak, sikap dari seorang wajib pajak 

dipengaruhi atas keyakinan wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan 

perpajakan. Wajib pajak yang patuh dalam menjalankan kewajibannya, 

namun juga melaksanakan praktik perencanaan pajak, memiliki 

keyakinan bahwa perilakunya memberikan hasil positif bagi dirinya. Hasil 

positif tersebut seperti terhindar dari sanksi maupun denda, serta, dapat 

mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.  

2. Norma subjektif dihasilkan dari keyakinan normatif (Normative Beliefs) 

yang merupakan keyakinan bahwa perilaku tersebut memang 

dikehendaki oleh orang lain dan individu terdorong untuk melakukannya. 

Orang lain di sekitar individu dapat berupa perorangan ataupun kelompok 

yang berpengaruh dan akan memberikan harapan agar individu 

menampilkan perilaku tertentu. Untuk memahami niat individu, norma-

norma subjektif yang dapat mempengaruhi niat untuk berperilaku atau 

bertindak perlu diukur.Lebih lanjut, norma subjektif merupakan penilaian 

apa yang diyakini oleh seorang individu tentang apa yang seharusnya 

mereka kerjakan menurut pendapat atau anggapan orang lainnya. 

Hubungan dan kaitannya terhadap kepatuhan wajib pajak, sikap patuh 

wajib pajak dipengaruhi oleh keyakinan wajib pajak atas perilaku 

patuhnya sesuai dengan pengaruh di lingkungannya. Wajib pajak yakin 

bahwa, perilaku patuhnya merupakan keinginan orang di sekitarnya 

seperti aparatur pajak. Salah satu indikasinya adalah dengan pelayanan 
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yang baik kepada wajib pajak yang diberikan oleh aparatur pajak. Dengan 

menunjukkan kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan keyakinan 

wajib pajak, bahwa orang di sekitarnya menghendaki wajib pajak 

melakukan kewajiban perpajakannya.  

3. Kontrol perilaku persepsian dihasilkan dari keyakinan kontrol (Control 

Beliefs) yang merupakan keyakinan individu mengenai mudah tidaknya 

perilaku yang akan dilakukan. Keyakinan ini didasarkan akan hal-hal yang 

dapat mendukung ataupun juga dapat menghambat sebuah perilaku, 

serta didasarkan atas keyakinan terhadap kemampuan individu tersebut. 

Hal-hal yang dapat mendukung atau menghambat perilaku berasal dari 

luar individu. Melalui kontrol perilaku persepsian, individu dapat menilai 

apakah perilaku yang akan ditampilkan berada di bawah 

pengendaliannya atau pun tidak, sesuai dengan kemampuan yang 

dimilikinya. Hubungan dan kaitannya terhadap kepatuhan wajib pajak, 

kompleksitas peraturan perpajakan merupakan faktor yang menghambat 

atau mendukung perilaku patuh dari wajib pajak. Keyakinan dari wajib 

pajak atas tingkat kompleksitas peraturan perpajakan akan membuat 

wajib pajak merasa sulit untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Kemudian, keyakinan diri terhadap kemampuan diri sendiri akan semakin 

memotivasi individu dalam menampilkan perilaku. Keyakinan terhadap 

kemampuan ini disebut dengan self-efficacy.  

Dari uraian di atas terkait teori perilaku terencana, dapat disimpulkan 

bahwa individu akan melakukan suatu perbuatan tertentu ketika individu tersebut 

menilai perbuatan tersebut positif, percaya bahwa individu lain menginginkan 

agar perbuatan tersebut dilakukan, dan yakin bahwa individu tersebut dapat 
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melakukannya dengan baik. Interaksi ketiga hal tersebut, akan menentukan 

konsistensi niat dari individu dengan perilakunya. Niat akan konsisten dengan 

perilakunya apabila lingkungan memberi motivasi dan kesempatan yang cukup 

(Ajzen, 2005).  

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dijelaskan bahwa kepatuhan 

wajib pajak menurut teori perilaku terencana dipengaruhi oleh faktor dari dalam 

wajib pajak (Internal) dan dari luar wajib pajak (Eksternal). Faktor internal yang 

mempengaruhi adalah self-efficacy wajib pajak. Kemudian, faktor eksternal yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kompleksitas peraturan perpajakan 

dan kualitas pelayanan. Selain itu, melalui teori perilaku terencana dapat 

menjelaskan mengapa wajib pajak melakukan perilaku tertentu seperti, 

perencanaan pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagai 

wajib pajak.  

2.2 Kepatuhan Wajib Pajak 

Kinerja perpajakan pada suatu negara dapat dinilai dari tingkat kepatuhan 

wajib pajak, yang sudah menjadi isu utama dalam perpajakan. Hal-hal yang 

menyebabkan kepatuhan pajak maupun ketidakpatuhan pajak, serta upaya untuk 

meningkatkan kepatuhan, menjadi agenda penting di berbagai negara. Secara 

terminology, kepatuhan merupakan kata sifat yang mengandung makna taat, 

tunduk, patuh, berdisplin, menurut kepada perintah atau aturan, dan sebagainya. 

Menurut Sitanggang (2009), kepatuhan perpajakan merupakan perilaku untuk 

tidak mengerjakan atau mengerjakan, sebuah aktivitas tertentu sesuai dengan 

kaidah dan peraturan yang berlaku. Andreoni et al. (1998) menyatakan bahwa 

kepatuhan pajak adalah kesediaan pembayar pajak untuk mematuhi undang-
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undang pajak dalam rangka mendapatkan keseimbangan perekonomian suatu 

negara.  

Puspita (2013) berpendapat bahwa kepatuhan perpajakan berkaitan 

dengan norma sosial. Kepatuhan perpajakan merupakan perilaku wajib pajak 

yang menunjukkan nilai, norma dan sikat taat dari wajib pajak itu sendiri. Singh 

dan Bhupalan (2001) mengemukakan tentang kepatuhan wajib pajak dengan 

menggunakan perspektif yang lebih luas, dimana kepatuhan tersebut 

membutuhkan tingkat kejujuran, pengetahuan pajak yang memadai dan 

kemampuan untuk menggunakan pengetahuan, ketepatan waktu, akurasi, dan 

catatan yang memadai dalam menjalankan kewajiban dalam perpajakan. 

MenurutKariyoto (2011), kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Kepatuhan material, wajib pajak secara substantif pada hakikatnya 

memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Wajib pajak yang 

mengisi dengan lengkap, jujur, dan benar atas Surat Pemberitahuan 

Tahunan (SPT) sesuai peraturan dan menyampaikannya ke KPP 

setempat sebelum batas waktu berakhir merupakan wajib pajak yang 

termasuk dalam kepatuhan material. 

b. Kepatuhan formal keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban 

perpajakan secara formal sesuai ketentuan perundangan perpajakan 

yang berlaku. misalnya penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan 

sesuai dengan batas waktu. Wajib pajak disebut telah memenuhi 

ketentuan formal apabila wajib pajak tersebut sudah melaporkan SPT 

PPh Tahunan sebelum batas waktu jatuh tempo, walaupun isinya belum 

tentu memenuhi ketentuan material.  
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Kepatuhan wajib pajak (Tax Compliance) yang diungkapkan oleh 

Mentayani, dkk (2015) mendefiniskan kepatuhan wajib pajak sebagai situasi 

ketika wajib pajak telah mendaftarkan diri, kemudian patuh untuk melaporkan 

kembali SPT, patuh untuk menghitung dan patuh membayar pajak terutangnya, 

dan patuh dalam pembayaran tunggakan pajak. Lebih lanjut, Harinurdin (2009) 

menyatakan bahwa wajib pajak yang patuh merupakan wajib pajak yang telah 

memiliki kesadaran atas pajak, yaitu memahami akan hak dan kewajiban 

perpajakannya serta melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan dengan 

benar. Dengan begitu, meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi 

kepatuhan perpajakannya akan meningkatkan perhitungan pajak, kebenaran 

dalam perhitungan pajak, ketepatan menyetor dan membayar pajak, serta 

mengisi dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak (Syakura, 

2014). 

Kepatuhan wajib pajak badan merupakan kepatuhan tax professional 

dimana mereka bekerja. Menurut Brown dan Mazur (2003) dan IRS (Internal 

Revenue Service), kepatuhan wajib pajak terdiri dari kepatuhan penyerahan SPT 

(Filing Compliance), kepatuhan pembayaran (Payment Compliance), dan 

kepatuhan pelaporan (Reporting Compliance). Di Indonesia, kepatuhan-

kepatuhan tersebut tertuang dalam SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan 

Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai pengganti dari Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK) No.192/PMK.03/2007. Syarat-Syarat Wajib Pajak Patuh 

menurut PMKtersebut yaitu:  

1. Telah melakukan penyampaian SPT dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara 

tepat waktu. 
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2. Tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak, dalam penyampaian SPT Masa yang 

terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari-Nopember, 

pada setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut. 

3. Penyampaian SPT Masa yang terlambat seperti yang dimaksudkan di 

atas, tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa 

pajak berikutnya. 

4. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, terkecuali telah 

wajib pajak telah memperoleh izin agar dapat mengangsur / menunda 

pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun 

sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang 

pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.  

5. Memiliki laporan keuangan yang telah diaudit dengan pendapat wajar 

tanpa pengecualian (WTP) selama 3 tahun berturut-turut dengan 

ketentuan disusun dalam bentuk panjang (Long Form Report). Audit 

tersebut dilakukan oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan 

keuangan pemerintah.Selain itu, dapat menyajikan rekonsiliasi laba rugi 

komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT 

Tahunan. Pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit, 

ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak dalam dalam pembinaan 

lembaga pemerintahan pengawas akuntan publik. 

6. Dalam jangka waktu 5 tahun terakhir, tidak pernah dijatuhi hukuman atas 

tindak pidana di bidang perpajakan, berdasarkan putusan pengadilan 

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. 
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Brooks (1990) dalam Sitanggang (2009), untuk menjelaskan dan 

menganalisis kepatuhan wajib pajak terdapat tiga pendekatan berdasarkan latar 

belakang disiplin ilmu yang digunakan, yaitu:  

1. Pendekatan Ekonomi; kepatuhan perpajakan merupakan perwujudan 

atau gambaran perilaku seseorang sebagai manusia rasional dalam 

membuat keputusan dari evaluasi antara manfaat dan biaya. Dalam 

pendekatan ini tingkat tarif, struktur sanksi, dan kemungkinan terdeteksi 

oleh hukum merupakan faktor-faktor yang menentukan kepatuhan.  

2. Pendekatan Psikologis: kepatuhan perpajakan merupakan sebuah 

perilaku yang dipengaruhi oleh faktor-faktor berdasarkan cara pandang 

seseorang mengenai moralitas penyeludupan pajak atau ketidakpatuhan 

terhadap perpajakan, yang kaitannya dengan nilai-nilai dan ide yang 

dimiliki, persepsi dan sikap atas kemungkinan terdeteksi, besarnya denda 

dan lain-lain. 

3. Pendekatan Sosiologis: kepatuhan perpajakan dilihat dari sebab-sebab 

perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seseorang melalui kerangka 

sistem sosialnya. Lingkungan masyarakat akan memberikan dorongan 

dan tekanan yang membentuk perilaku seseorang. Efektivitas lingkungan 

masyarakat ini sama dengan sistem pemberian hadiah atau sanksi yang 

ditetapkan oleh Pemerintah. Sikap atas pemerintah, pandangan terhadap 

penegakan hukum, pandangan terhadap keadilan dan sistem perpajakan, 

komunikasi dengan kantor pajak dan karakteristik demografi dalam 

pendekatan sosiologismerupakan faktor yang memiliki pengaruh 

terhadaptax avoidance dan tax evasion.  
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Dalam penelitian ini, kepatuhan wajib pajak akan dijelaskan dengan 

menggunakan pendekatan psikologis. Bagaimana seorang individu memandang 

sesuatu akan memberikan motivasi kepada individu dalam menjalankan suatu 

perilaku, yaitu perilaku untuk patuh. Individu yang memiliki kesadaran terhadap 

perpajakan akan lebih patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Perilaku patuh 

wajib pajak tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor perilaku individu dan 

lingkungan sekitar individu tersebut. Beberapa penelitian memberikan bukti 

empiris faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhaap perilaku kepatuhan wajib, 

baik faktor yang berasal dari dalam wajib pajak (Internal) maupun dari luar 

(Eksternal), diantaranya adalah kompleksitas peraturan perpajakan, self-efficacy, 

kualitas pelayanan, perencanaan pajak dan faktor-faktor lainnya.  

2.3 Perencanaan Pajak 

Perencanaan pajak ialah langkah awal yang dilakukan dalam suatu 

manajemen pajak (Suandy, 2011: 6). Secara umum perencanaan pajak 

merupakan proses pengorganisasian usaha wajib pajak dengan memanfaatkan 

celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh wajib pajak, orang pribadi ataupun 

badan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Agar dapat 

membayar pajak dalam jumlah yang minimum. Untuk mencapai perencanaan 

tersebut, wajib pajak harus mengadopsi dan memanfaatkan berbagai instrumen 

yang tercermin dalam undang-undang perpajakan. Undang-undang perpajakan 

memungkinkan perusahaan membayar pajak untuk menerapkan berbagai tarif 

pajak di berbagai kegiatan ekonomi yang berbeda dengan maksud untuk 

memaksimalkan nilai perusahaan. Ketentuan dan peraturan perpajakan dibuat 

oleh manusia tidaklah sempurna, sehingga menimbulkan celah-celah atau yang 

disebut dengan loopholes. Lebih lanjut, loopholes perpajakan adalah sebuah 
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keadaan, peraturan, transaksi atau kejadian yang memungkinkan wajib pajak 

mendapatkan peluang dalam melakukan penghematan pembayaran pajak atau 

terhindar dari kewajiban perpajakan tertentu maupun terhindar dari sanksi 

administratif perpajakan (Farida, 2013).  

Syakura (2014) mengungkapkan, bahwa perencanaan pajak merupakan 

salah satu bentuk penghindaran pajak (Tax Avoidance) dan legal, bukan 

merupakan penggelapan pajak (Tax Evasion). Hal ini dikarenakan perencanaan 

pajak tidak melanggar ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. 

Sedangkan penggelapan pajak (Tax Evasion) merupakan penghindaran pajak 

yang illegal dengan melanggar peraturan yang berlaku dan memiliki resiko yang 

tinggi serta, berpotensi terkena sanksi hukum sesuai dengan yang sudah 

ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Fallan et al. (1995), perencanaan pajak 

merupakan kegiatan legal yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak dan 

bukan mengurangi kewajiban wajib pajak melunasi pajak-pajaknya. Namun, yang 

menjadi perhatian adalah perencanaan pajak yang merupakan salah satu bentuk 

tax avoidance agar diupayakan tidak terperangkap dalam perbuatan yang 

dianggap sebagai perbuatan tax evasion.  

Tax avoidance menunjuk pada rekayasa tax affairs yang masih dalam 

bingkai ketentuan perpajakan sedangkan tax evasion berada diluar bingkai 

peraturan perpajakan (Farida, 2013). Perencanaan pajak dilakukan dengan 

tujuan untuk mengefisiensikan beban pajak, agar dapat mengetahui jumlah pajak 

yang harusnya dibayar. Dengan demikian, efisiensi tercapai karena pembayaran 

yang dilakukan tidak lebih bayar maupun kurang bayar sehingga, tidak 

menimbulkan masalah perpajakan di masa yang selanjutnya. Selama 

perencanaan pajak masih digolongkan dalam tax avoidance, artinya wajib pajak 
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tetap menjalankan kewajibannya dan digolongkan sebagai wajib pajak yang 

patuh. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk melaksanakan perencanaan 

pajak adalah dengan memanfaatkan metode akuntansi yang ada untuk 

mengurangi laba perusahaan dan secara tidak langsung akan mengurangi beban 

pajaknya (Watts dan Zimmerman, 1990), seperti melibatkan pengubahan 

pendapatan dari satu jenis ke jenis lainnya, mengalihkan pendapatan dari satu 

unit wajib pajak ke pajak lainnya, dan mengalihkan pendapatan dari satu periode 

ke periode lainnya (Fallan et al., 1995). Tax professional yang diperkerjakan oleh 

perusahaan atau wajib pajak badan tentunya mengetahui dan memahami 

tentang peraturan perpajakan dengan baik dan mengetahui bagaimana 

pengaruhnya terhadap beban pajak yang akan dapat menghasilkan nilai bagi 

perusahaan. 

Dalam praktiknya terdapat bagian terpenting yang harus dilakukan dalam 

perencanaan pajak, yaitu tindakan dalam penstrukturan yang berkaitan dengan 

konsekuensi pajak (Zain, 2005;70). Namun, sebelum itu peraturan perpajakan 

dikumpulkan dan diteliti untuk diseleksi tindakan penghematan pajak yang 

bagaimana yang akan  ditetapkan (Puspita, 2013). Tindakan dalam 

penstrukturan berkaitan dengan konsekuensi pajak mencakup hal-hal seperti, 

menetapkan sasaran dan tujuan perencanaan pajak, mengidentifikasi faktor 

pendukung dan penghambat tujuan perencanaan pajak dan mengembangkan 

rencana untuk mencapai tujuan perencanaan pajak. Pada tahapan 

pengembangan rencana pengembangan praktik perencanaan pajak, Zain 

(2005;71) menjelaskan empat hal yang harus dilakukan meliputi mengetahui 

jumlah besaran pajak yang harus dibayar, bagaimana cara agar pembayaran 
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tersebut efisien, bagaimana cara melakukan penghindaran pajak tanpa 

melanggar ketentuan peraturan perpajakan, dan bagaimana penggunaan hasil 

dari penghematan pajak tersebut serta akan digunakan untuk keperluan apa.  

Berdasarkan penjelasan di atas, perencanaan pajak adalah tindakan 

yang dilakukan wajib pajak agar dapat seminimal mungkin beban pajak yang 

harus dibayarkan dengan melakukan beberapa upaya, seperti pengendalian 

pada transaksi atau pemilihan metode akuntansi yang menghasilkan beban 

pajak paling kecil dengan memanfaatkan celah-celah (loopholes) dalam undang-

undang dan peraturan perpajakan yang lain. Perencanaan pajak berfungsi untuk 

mengatur aliran kas keluar dan mengendalikan profitabilitas dengan tetap 

melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa melanggar peraturan perpajakan 

yang berlaku.  

Beberapa penelitian membuktikan perencanaan pajak mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Syakura (2014) di Kota 

Samarinda, menggunakan 126 kuesioner yang disebarkan kepada staf pajak 

atau tax professional di dalam perusahaan atau badan yang terdaftar di KPP 

Pratama Kota Samarinda sebagai wajib pajak. Penelitian Puspita (2013) juga 

menguji pengaruh perencanaan pajak (Tax Planning) terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel karyawan akuntansi 

hotel yang berbintang dan tak berbintang di Malang dan Batu. Peneliti 

menggunakan kuesioner sebanyak 140 kuesioner. Hasil kedua penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pajak (Tax Planning)mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak badan meminimalkan jumlah beban pajak 

yang dibayarkan, namun tetap berdasarkanperaturan dan ketentuan 
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perpajakanyang berlaku, sehingga tidak terkena sanksi maupun denda dan 

dapat dianggap menjadi wajib pajak yang patuh.  

Penelitian-penelitian lain juga menguji beberapa faktor yang 

mempengaruhi perencanaan pajak itu sendiri, seperti kompleksitas peraturan 

perpajakan, self-efficacy, dan kualitas pelayanan perpajakan. Faktor-faktor yang 

telah disebutkan juga mempengaruhi secara tidak langsung kepatuhan wajib 

pajak badan. Penjelasan terkait dengan ketiga faktor tersebut akan dijelaskan 

pada bagian selanjutnya.  

2.4 Kompleksitas Peraturan Perpajakan 

Di Indonesia, terdapat cukup banyak undang-undang perpajakan yang 

memiliki kekuatan hukum dan mengharuskan wajib pajak maupun otoritas pajak 

untuk tunduk pada norma-norma hukum yang terkait dengan perbuatan dan 

pelaksanaan perpajakan. Namun, undang-undang perpajakan tersebut belum 

dapat mewakili segala bentuk permasalahan yang ada, sehingga masih 

dibutuhkannya ketentuan dan peraturan lain seperti Peraturan Pemerintah, 

Keputusan Menteri Keuangan hingga Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, yang 

juga memiliki kekuatan hukum. Banyaknya undang-undang maupun peraturan 

perpajakan ini mengakibatkan kompleksitas bagi wajib pajak. Menurut Syakura 

(2014), kompleksitas peraturan perpajakan merupakan kondisi ketika wajib pajak 

memiliki pemahaman yang rendah terhadap isi, pengertian maupun prosedur 

yang diatur dalam peraturan perpajakan. Hal ini terjadi karena pengetahuan dan 

pemahaman wajib pajak yang masih rendah ataupun karena adanya bias dalam 

peraturan perpajakan yang berlaku.  

Siahaan (2005), mengungkapkan kompleksitas (Complexity) memiliki 

hubungan yang kuat dengan tingkat perubahan (Rate of Change). Pada tingkat 
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perubahan mewakili seberapa cepat elemen lingkungan berubah. Kompleksitas 

timbul dari lingkungan yang mengandung ketidakpastian dan ambiguitas yang 

ada di sekitar dunia usaha. Lebih lanjut, ketidakpastian merupakan akibat dari 

kurangnya informasi relevan yang berkaitan dengan pekerjaan, sedangkan 

ambiguitas terjadi karena tidak adanya kejelasan peranan.  

Strader dan Fogliasso (1989), berpendapat bahwa terdapat dua dimensi 

dalam kompleksitas peraturan perpajakan, yaitu (1) kompleksitas kode, dan (2) 

kompleksitas pencatatan dan penyelesaian pengembalian. Dalam 

pembahasannya, kompleksitas kode merupakan kompleksitas terkait angka-

angka ataupun sandi (termasuk berapa pajak yang wajib dibayarkan) untuk 

dilaporkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Dengan kata lain, kompleksitas 

kode ini lebih mengarah kepada kompleksitas perhitungan perpajakan. 

Sedangkan, kompleksitas pencatatan dan penyelesaian pengembalian 

merupakan kompleksitas terkait tata cara pelaporan yang dilakukan wajib pajak 

sebagai salah satu kewajibannya. Pendapat tersebut kemudian dikembangkan 

oleh Martindale et al. (1992) yang menyebutkan tiga dimensi dalam kompleksitas 

peraturan perpajakan. Dimensi tersebut adalah kompleksitas administratif, 

kompleksitas konseptual dan kompleksitas interpretasi.  

Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Syakura (2014) menyebutkan 

dua kompleksitas dalam peraturan perpajakan, yaitu kompleksitas bahasa dan 

kompleksitas administrasi. Penggunaan bahasa yang tidak tepat ataupun bahasa 

yang sulit untuk dipahami dalam undang-undang dan peraturan perpajakan 

lainnya akan menimbulkan multitafsir, sehingga memunculkan celah-celah 

(loopholes) yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melakukan 

perencanaan pajak (Devos, 2012). Hasil penelitian Hite dan Mcgill (1992), serta 
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Blaufus dan Ortlieb (2009) menunjukkan bahwa wajib pajak yang mengalami 

kesulitan dalam memahami peraturan perpajakan karena adanya kompleksitas 

bahasa, kemudian meminta saran kepadai konsultan pajak. Hal ini dilakukan 

untuk dapat mengurangi beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak. 

Meminta saran pada konsultan pajak maupun menggunakan jasa para konsultan 

pajak dalam melakukan perencanaan pajak dilegalkan dan bukan perbuatan 

yang melanggar peraturan perpajakan. Namun, lebih mengarah kepada 

pemanfaatan celah-celah akibat bahasa yang kompleks pada peraturan 

perpajakan.  

Kompleksitas administrasi dalam perpajakan terkait dengan kelengkapan 

instruksi dan kerumitan dalam pengisian formulir pajak (Milliron, 1985). Dalam 

peraturan pajak seperti pada Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU 

KUP) yang mencakup tata cara pengisian formulir ataupun SPT terkadang 

membuat bingung wajib pajak dalam melakukan pengisian. Adanya instruksi 

maupun tata cara pengisian secarakomprehensif dan tidak sulit dipahami akan 

sangat membantu wajib pajak, serta mengurangi kesalahan pengisian yang 

dilakukan. Jika dalam pengisian formulir sebagai salah satu syarat administrasi 

perpajakan dianggap sulit dan terlalu rumit, akan menyebabkan wajib pajak 

enggan untuk mengisinya. Administrasi yang mudah akan meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak, yang berdampak pada penerimaan pajak.  

Peraturan perpajakan yang rumit dan kompleks membutuhkan 

penyederhanaan, sehingga wajib pajak mudah memahami dan mengerti apa 

yang diperintahkan oleh peraturan perpajakan (Sari, 2009). Dengan pemahaman 

dan pengetahuan yang cukup, wajib pajak akan dapat menjalankan seluruh 

kewajibannya dengan benar, termasuk dalam melakukan perencanaan pajak 
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tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku dan tetap menjadi wajib 

pajak yang dapat digolongkan menjadi wajib pajak patuh (Puspita, 2013).  

2.5 Self-Efficacy   

Bandura (1977), pertama kali mengungkapkan self-effiacy sebagai 

perubahan perilaku manusia dari masa ke masa dan merupakan perkembangan 

teori perilaku. Teori sosial kognitif menjadi dasar dari Self-efficacy, karena 

tindakan individu adalah hubungan timbal balik antara individu, lingkungan dan 

perilaku (Triadic Reciprocal Causation). Lebih lanjut, Bandura menjelaskan 

bahwa self-efficacy atau efikasi diriadalah persepsi dari suatu individu terkait 

kemampuannya dalam melakukan suatu tugas di dalam situasi tertentu pada 

suatu level kinerja tertentu. Persepsi individu ini mengarah kepada keyakinan 

dan kepercayaan pada diri sendiri bahwa individu tersebut dapat memiliki tingkat 

keberhasilan yang tinggi dalam melakukan keseluruhan tugas dan tanggung 

jawab yang diberikan. Self-Efficacy dapat menjelaskan dan memperkirakan 

pikiran, emosi dan tindakan seseorang (Eden dan Aviram, 1993).  

Self-efficacy berhubungan dengan keyakinan bahwa, individu memiliki 

kemampuan melakukan tindakan yang diharapkan. Self-efficacy berasal dari 

perubahan yang bertahap pada kognitif yang kompleks, sosial, linguistik, atau 

keahlian fisik melalui pengalaman (Bandura dan Adams, 1977). Masing-masing 

individu akan mempertimbangkan, menggabungkan, dan menilai informasi yang 

berkaitan dengan kemampuan mereka, lalu memutuskan berbagai pilihan dan 

tindakan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Fallan et al.(1995) 

menyatakan bahwa ada hubungan positif antara kepercayaan individu yang 

menunjukkan bahwa individu dapat menguasai tugas tertentu dengan tingkat 

probabilitas penyelesaian tugas tersebut.  
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Self-efficacy berkaitan dengan kekuatan kepercayaan individu terhadap 

kemampuan mereka sendiri untuk mengatasi tugas tertentu. Ditemukan bahwa 

individu atau seseorangdengan memiliki self-efficacy yang tinggi, cenderung 

lebih sering terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan bertahan 

lebih lama dalam upaya mengatasi masalah dengan tingkat keberhasilan yang 

tinggi, dibandingkan dengan individu yang memiliki self-efficacy rendah (Gist, 

1987). Menurut Bandura (1977), terdapat 3 dimensi yang dimiliki self-efficacy, 

yaitu:  

1. Magnitude merupakan penilaian individu terhadap tugas yang akan 

dihadapinya. Pandangan dan penilaian individu terhadap sulit tidaknya 

tugas yang akan dihadapi berbeda satu sama lain. Ketika individu 

meyakini bahwa tugas tersebut tidak terdapat halangan atau 

permasalahan yang berarti, maka tugas tersebut akan mudah dilakukan 

dan individu tersebut akan memiliki self efficacy yang tinggi.  

2. Strenght merupakan keyakinan individu untuk tetap bertahan dalam 

menghadapi kesulitan dan hambatan dalam mencapai tujuannya, 

meskipun tantangan dan rintangan dalam menjalankan tugas tersebut tak 

terhingga. Individu yang memiliki keyakinan yang kuat atau self-efficacy 

yang tinggi akan tekun dalam menjalankan tugasnya dan memiliki 

kemantapan atas kemampuannya dalam menyelesaikan tugasnya. 

3. Generality merupakan penilaian individu terhadap kemampuan dirinya 

sendiri dalam berbagai keadaan dan situasi. Individu akan menilai dirinya 

sendiri, menilai kemampuannya sendiri apakah individu tersebut dapat 

menjalankan berbagai macam tugas, atau hanya tugas-tugas tertentu 

saja. Semakin banyak tugas yang ia yakini dapat diselesaikan, semakin 
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tinggi self efficacy yang dimiliki. Dengan kata lain, keyakinan atas 

kemampuan diri dapat digunakan secara umum pada tugas yang 

berbeda-beda.  

Di dalam wajib pajak badan, perencana pajak atau tax professional 

merupakan elemen atau pihak yang bertanggung jawab atas praktik 

perencanaan pajak dalam suatu wajib pajak badan. Perencana pajak atau tax 

professional harus memiliki self efficacy yang tinggi dalam hal kemampuannya 

untuk melakukan perencanaan pajak. Ketika perencana pajak memiliki self-

efficacy yang tinggi, mereka akan menghindari dan mencegah kegagalan yang 

bisa saja terjadi ketika melakukan perencanaan pajak. Kegagalan hanya akan 

mengakibatkan perencanaan pajak melanggar peraturan yang berlaku dan 

mengarah kepada penggelapan pajak yang mengarah kepada sanksi maupun 

denda.  

Self-efficacy yang tinggi, tentunya berbanding lurus dengan kemampuan 

dan pengetahuan serta keterampilan dari perencana pajak. Mereka harus selalu 

meningkatkan kemampuan, pengetahuan serta keterampilan agar dapa 

memperkuat keyakinan mereka. Dengan begitu perencana pajak akan dapat 

menyelesaikan tugas perencanaan pajak, dapat menghadapi masalah maupun 

tantangan dalam perencanaan pajak, sehingga perencanaan pajak yang 

dilakukan berhasil dan tetap menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai 

peraturan yang berlaku. Dengan demikian, walapun mengurangi beban pajak 

yang harus dibayarkan tapi masih dapat digolongkan menjadi wajib pajak yang 

patuh.  
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2.6 Kualitas Pelayanan Perpajakan 

Menurut Puspita (2013), pelayanan umum merupakan segala bentuk 

kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah (Pusat atau 

Daerah), maupun instansi pemerintah di lingkungan BUMN atau BUMD dalam 

bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat 

maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan 

aparat. Isu kualitas layanan pada awalnya dianggap hanya konsep yang terkait 

dengan sektor swasta. Namun, dengan perluasan prinsip pemasaran ke sektor 

publik, sekarang dapat direalisasikan oleh organisasi yang beroperasi di sektor 

publik. Aparat pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan 

umum dan mempertahankannya sesuai dengan keinginan masyarakat. Selain 

itu, aparat pemerintah hendaknya memiliki strategi dalam menjalankan tugas 

utamanya yaitu, menjamin kualitas pelayanan umum.  

Menurut Parasuraman et al.(1985), konsep dari kualitas layanan 

bergantung pada kualitas pelayanan yang diharapkan dan dirasakan. Konsep 

kualitas layanan  sangat bekaitan erat dengan mutu, tentang memuaskan atau 

tidak memuaskan. Ketika apa yang diharapkan pelanggan atas pelayanan yang 

diberikan terpenuhi atau melebihi harapan, maka pelanggan akan merasa puas. 

Tercapainya kepuasan pelanggan artinya kualitas pelayanan tersebut bermutu. 

Namun, ketika harapan pelanggan lebih tinggi dibandingkan realita yang ada, 

pelanggan akan kecewa dan artinya kualitas pelayanan tersebut tidak bermutu.  

Zeithaml et al.(1990) dalam Hidajat (2004), mengidentifikasi 5 dimensi 

dari kualitas pelayanan yaitu, sebagai berikut:  
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1. Tangibles atau perwujudan adalah penampilan secara fisik dan 

fasilitas pemberi layanan seperti peralatan atau perlengkapan yang 

dapat menunjang pelayanan.  

2. Reliability atau kehandalan adalah kesesuaian antara kenyataan 

pelayanan yang diberikan dengan pelayanan yang telah dijanjikan 

secara akurat.  

3. Responsiveness atau daya tanggap adalahkemampuan dan 

kesadaran dalam membantu pelanggan serta, menyediakan 

pelayanan dengan cepat dan tepat secara antusias.  

4. Assurance, atau jaminan adalah keahlian dan pengetahuan yang 

dibutuhkan untuk dapat memberikan pelayanan dengan sopan 

santun, rasa hormat, perhatian, professional, dan kejujuran dari 

pemberi pelayanan.  

5. Empathy atau empati adalah kemauan pemberi layanan untuk 

melakukan pendekatan, memberi perlindungan, kepedulian, dapat 

mendengar keluhan pelanggan, memberitahu dengan bahasa yang 

mudah dimengerti untuk mengenal pelanggan dan kebutuhannya.  

Sama halnya dengan organisasi sektor publik lainnya, Direktorat Jenderal 

Pajak memberikan perhatian khusus pada kualitas pelayanan perpajakan kepada 

wajib pajak. Dengan adanya reformasi dalam sistem adminsitrasi perpajakan, 

DJP menunjukkan bentuk perhatian khususnya. Menurut Ott (1998), sistem 

administrasi perpajakan di era masyarakat modern harus memberikan layanan 

bermutu kepada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan layanan yang 

berkualitas kepada pembayar pajak dan dalam prosesnya harus dapat menjadi 

lebih baik. Togler et al.(2007) berpendapat bahwa kesadaran pembayar pajak 
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akan meningkat jika pihak otoritas pajak memahami secara mendasar bahwa 

mereka adalah institusi pelayan masyarakat dan menyajikan kualitas pelayanan 

serta, memperlakukan pembayar pajak sebagai mitra.  

Alabede et al. (2011) menjelaskan bahwa penyampaian pelayanan yang 

berkualitas kepada pembayar pajak akan memperkuat kesediaan mereka untuk 

mematuhi peraturan pajak, kebijakan pajak dan berkontribusi terhadap 

pemenuhan pembayaran pajak di semua lini. Pelaksanaan pelayanan 

perpajakan tidak hanya berlandaskan pada pemenuhan dimensi kualitas 

pelayanan saja, namun, bergantung pula pada produktifitas dari administrasi 

perpajakan. Administrasi perpajakan yang berkualitas harus ditunjang dengan 

kebijakan dasar terkait dengan kepegawaian (Zain, 2005:377). Kompetensi, 

keahlian, pengetahuan dan kesadaran aparatur pajak dibutuhkan dalam 

memberikan solusi maupun informasi yang berguna kepada para wajib pajak. 

Dengan memberikan informasi yang dibutuhkan wajib pajak, seperti ketentuan-

ketentuan dalam perundang-undangan pajak, akan memberikan pengetahuan 

yang baru bagi wajib pajak. Saat wajib pajak semakin banyak mengetahui 

peraturan dan ketentuan perpajakan dari penjelasan para aparatur perpajakan 

secara langsung, wajib pajak akan mengetahui apa saja yang boleh dilakukan 

untuk menunjang praktik perencanaan pajak mereka, tanpa melanggar peraturan 

yang berlaku.  

 Kantor pajak di beberapa negara, semakin meningkatkan kesadaran akan 

perlunya pelayanan yang berkualitas kepada wajib pajak seperti yang diterapkan 

oleh Australia, Prancis, Swedia, Inggris dan AS. Beberapa negara tersebut telah 

merekonstruksi pendekatan mereka terhadap wajib pajak dengan memberikan 

pertimbangan lebih pada kebutuhan layanan perpajakan mereka dan 
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memperlakukannya sebagai klien (Kirchler, 2007). Para ahli atau dalam hal ini 

aparatur pemerintahan di kantor pelayanan perpajakan memiliki pengaruh sosial 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh sosial ini, memiliki kekuatan untuk 

mempengaruhi wajib pajak melalui hubungan antara kualitas layanan dan 

kepuasan pelanggan (Alabede et al., 2011).  

Kualitas pelayanan perpajakan juga dapat mempengaruhi secara tidak 

langsung kepatuhan wajib pajak. Penilaian yang tinggi atas pelayanan yang 

dirasakan wajib pajak, akan semakin mendorongnya untuk membayar pajak. 

Pelayanan perpajakan yang ramah, sopan santun, dan membantu wajib pajak 

dalam melaksanakan kewajibannya akan membuat wajib pajak dengan senang 

hati menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara benar, lengkap 

dan tepat waktu. 

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan 

perpajakan merupakan segala jenis kegiatan yang dilakukan dan ditampilkan 

oleh aparatur atau pegawai pemerintahan yang berada di lingkungan Direktorat 

Jenderal Pajak untuk memberikan pelayanan yang berdasarkan kebutuhan dan 

keinginan masyarakat umun maupun wajib pajak secara khusus. Kualitas 

pelayanan perpajakan memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan wajib 

pajak, dimana pelayanan yang diberikan harus berorientasi pada wajib pajak 

sebagai pelanggan. Ketika pelayanan yang diberikan masih belum mendekati 

apa yang diinginkan oleh wajib pajak, maka sebuah Kantor Pelayanan Pajak 

harus memperbaiki kualitas pelayanannya.  

Beberapa penelitian terkait dengan kualitas pelayanan perpajakan seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Alabede et al. (2011). Penelitian ini didasarkan 

atas kebijakan pemerintah Nigeria pada tahun 2004 terkait dengan pelayanan 
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terpadu bagi wajib pajak. Model kepatuhan yang digunakan pada peneltian ini 

merupakan pengembangan dari model kepatuhan yang sebelumnya telah ada 

yaitu, model Ficher. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan 

memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan di sektor publik.  Penelitian yang 

dilakukan oleh Pramushinta dan Siregar (2011), menguji pengaruh kualitas 

pelayanan perpajakan dan sunset policy terhadap kepatuhan wajib pajak, serta 

kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan pajak. Responden dalam penelitian 

ini yaitu, orang pribadi dan terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Daerah 

Istimewa Yogyakarta sebanyak 120 wajib pajak. Hasil penelitian ini memberikan 

buktti adanya pengaruh positif kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Walaupun dilakukan di dua negara berbeda, berlatarbelakang budaya 

berbeda dan tentunya kualitas layanan yang berbeda, kedua penelitian 

memberikan bukti empiris bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 



BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN DAN  

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

Penelitian ini merupakan pengembangan model penelitian tentang 

kepatuhanwajib pajak dengan menggunakan asumsi pada model penelitian 

Theory Planned of Behavior(TPB), untuk menjelaskan perilaku mengapa wajib 

pajak patuh ataupun tidak, dalam menjalankan kewajibannya. Perilaku wajib 

pajak tersebut adalah suatu perilaku kognitif yang dikontrol oleh faktor internal 

dan eksternal dari wajib pajak itu sendiri. Pengambilan keputusan atas sebuah 

perilaku oleh wajib pajak merupakan hasil dari pertimbangan segala akibat dari 

perilaku tertentu, termasuk resiko dan manfaatyang dihasilkan, maupun 

pertimbangan atas saran yang diberikanoleh pihak lain. Dalam menjalankan 

kewajibannya, wajib pajak akan patuh apabila merasa ada manfaat dan hasil 

yang didapatkan dari perilaku patuh yang dilakukannya.  

Praktik perencanaan pajak sebagai salah satu perilaku tertentu dalam 

konteks kepatuhan wajib pajak yang memiliki manfaat dan akan dirasakan oleh 

wajib pajak. Manfaat tersebut adalah beban pajak yang seharusnya dibayar 

kepada negara berkurang, tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. 

Dengan demikian, wajib pajak dapat melakukan investasi laindari berkurangnya 

jumlah pajak yang dibayarkan namun, tetap menjadi wajib pajak yang patuh. 

Perilaku tertentu seperti perencanaan pajak ini dipengaruhi oleh faktor internal 

dan eksternal dari wajib pajak itu sendiri. Self-efficacy wajib pajak merupakan 
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faktor internal yang mempengaruhi perencanaan pajak. Kompleksitas peraturan 

perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan merupakan faktor eksternal yang 

mempengaruhi perencanaan pajak. Selain itu, faktor internal dan eksternal ini 

dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dimediasi oleh perencanaan 

pajak.  

Variabel-variabel penelitian di atas merupakan variabel yang telah diteliti 

sebelumnya oleh peneliti terdahulu. Kompleksitas peraturan perpajakan telah 

dilakukan oleh Bradley (1994), Richardson (2006), dan Syakura (2014) yang 

menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif atas kompleksitas peraturan 

perpajakan terhadap kepatuhan WP. Namun, kedua penelitian tersebut belum 

menguji faktor eksternal lainnya seperti kualitas pelayanan perpajakan. DJP 

sebagai lembaga yang memiliki kewenangan, tugas dan tanggung jawab 

terhadap perpajakan di Indonesia, semakin giat melakukan reformasi sistem 

administrasi perpajakan, yang diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan 

perpajakan. Hal ini dikarenakan, kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan oleh 

aparatur pajak akan menentukan perilaku apa yang akan ditampilkan oleh wajib 

pajak di kemudian hari. Untuk itu, variabel kualitas pelayanan perpajakan perlu 

untuk diteliti lebih lanjut.  

Penelitian terkait dengan kualitas pelayanan perpajakan telah dilakukan 

oleh Alabede et al. (2011), Pramushinta dan Siregar (2011), serta Sanjaya (2014) 

yang menunjukkan bukti empiris atas pengaruh positif kualitas pelayanan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut belum 

mencakup faktor internal dari wajib pajak itu sendiri, yaitu self-efficacy wajib 

pajak badan. Penelitian terkait dengan self-efficacy telah dilakukan oleh Fallan et 

al. (1995), yang menemukan bahwa self-efficacy berpengaruh positif terhadap 
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perencanaan pajak. Dimana perencanaan pajak ini akan mempengaruhi tingkat 

kepatuhan WP badan.   

Puspita (2013) telah meneliti tentang kualitas pelayanan perpajakan, 

motivasi perencanaan pajak, dan pembelajaran terhadap perencanaan pajak dan 

pengaruh perencanaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak serta, 

pengetahuan perpajakan dan persepsi keadilan sistem pajak terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Motivasi perencanaan pajak sendiri merupakan 

pengembangan dari variabel self-efficacy  yang diteliti oleh Fallan et al. (1995). 

Penelitian tersebut mencakup faktor internal maupun eksternal dari wajib pajak 

yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan beberapa variabel yang 

berpengaruh terhadap perencanaan pajak. Namun, penelitian tersebut belum 

mencakup kompleksitas peraturan perpajakan. Faktor eksternal dari wajib pajak 

seperti kompleksitas peraturan perpajakan ini penting dalam menjelaskan wajib 

pajak melakukan perencanaan pajak dan menjadi wajib pajak yang patuh. 

Kompleksitas peraturan perpajakan menjadi suatu pertimbangan utama untuk 

wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.  

Penelitian ini menguji pengaruh kompleksitas peraturan perpajakan, self-

efficacy wajib pajak dan kualitas pelayanan perpajakan, serta menambahkan 

perencanaan pajak sebagai variabel intervening yang memediasi ketiga variabel 

independen tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Model teori perilaku 

terencana menjelaskan bahwa perilaku seorang individu dipengaruhi oleh 

determinan sikap, norma subyektif dan kontrol keprilakuan yang dipersepsikan. 

Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seorang individu dapat dipengaruhi oleh 

faktor internal dan eksternal dalam diri individu tersebut. Teori ini di adaptasi 

dengan menganalogikan bahwa kepatuhan wajib pajak badan yang diwakilkan 
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oleh tax professional sebagai perilaku yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. 

Peneliti mencoba untuk menggunakan model teori perilaku terencana (TPB) 

untuk dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi kepatuhan dan juga untuk 

menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan wajib pajak badan 

untuk melakukan perencanaan pajak.  

Penelitian terkait kepatuhan wajib pajak dengan dilandaskan oleh Theory 

Planned Behavior untuk mengungkapkan faktor internal dan eksternal wajib 

pajak dalam melaksanakan kewajibannya telah dilakukan oleh Syakura (2014). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Syakura (2014), memberikan hasil empiris 

bahwa kepatuhan dari wajib pajak (WP) badan dipengaruhi oleh perencanaan 

pajak, kepercayaan kepada otoritas pajak dan keadilan sistem perpajakan serta 

perencanaan pajak dipengaruhi oleh kompleksitas sistem perpajakan dan kondisi 

keuangan. Hasil penelitian tersebut juga menunjukkan jika pengaruh 

perencanaan pajak (Tax Planning) dominan dan signifikan terhadap kepatuhan 

dibandingkan kepercayaan kepada otoritas pajak dan keadilan sistem 

perpajakan. Perencanaan pajak juga terbukti sebagai variabel mediasi parsial 

pada pengaruh kompleksitas peraturan perpajakan dan kondisi keuangan wajib 

pajak terhadap kepatuhan. Model penelitian dalam studi ini di adaptasi dari 

model Theory of Planned Behavior yang dikembangkan oleh Ajzen (1991) dan 

model penelitian kepatuhan wajib pajak yang dikembangkan oleh Puspita (2013) 

dan Syakura (2014).  

Berikut ini adalah model penelitian yang akan dianalisis di bab 

selanjutnya:  
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Gambar 3.1 Model Penelitian 

 

3.2 Pengembangan Hipotesis 

3.2.1 Hipotesis Pengaruh Kompleksitas Peraturan Perpajakan terhadap 

Perencanaan Pajak (Tax Planning) 

Peraturan perpajakan yang selalu mengalami perubahan dan 

penyempurnaan, membuat wajib pajak tidak memiliki pemahaman yang baik 

mengenai isi, pengertian maupun prosedur yang diatur dalam peraturan 

perpajakan. Hal ini dikarenakan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang 

masih rendah ataupun karena adanya bias dalam peraturan perpajakan yang 

berlaku (Syakura, 2014). Bias yang yang ditimbulkan oleh peraturan perpajakan 

mengakibatkan wajib pajak menggunakannya untuk dapat mengurangi jumlah 

pajak yang wajib dibayarkan. Namun, masih sesuai dengan koridor peraturan 

perpajakan yang berlaku atau disebut dengan perencanaan pajak. Pengurangan-
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pengurangan tersebut dapat berupa pemanfaatan pengecualian pajak, potongan-

potongan pajak, atau pengurangan yang diperkenankan, mengukuhkan diri 

menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga dapat mengkreditkan pajak 

masukan, dan pemilihan bentuk usaha yang tepat (Suandy, 2011: 34).  

Perencanaan pajak yang dilakukan didorong oleh semakin kompleksnya 

peraturan perpajakan yang ada. Semakin kompleks peraturan perpajakan akan 

semakin memberikan celah-celah yang dapat dimanfaatkan dalam praktik 

perencanaan pajak oleh wajib pajak badan. Dengan memanfaatkan celah-celah 

dari kompleksnya peraturan perpajakan tersebut dapat mengurangi beban pajak. 

Sementara itu, adanya risiko audit pajak dan sanksi pajak yang berat 

mempengaruhi wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak (Tax 

Evasion) dan lebih memilih melakukan perencanaan pajak karena tidak ada 

pelanggaran peraturan perpajakan yang dilakukan.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Bradley (1994) menunjukkan 

bahwa semakin kompleks peraturan perpajakan, semakin meningkatkan niat 

wajib pajak dalam melakukan pelaporan keuangan yang menguntungkan bagi 

wajib pajak. Dengan kata lain, semakin kompleks peraturan perpajakan semakin 

mendorong wajib pajak dalam melakukan praktik perencanaan pajak. Penelitian 

Devos (2012) mengungkapkan bahwa kompleksitas peraturan perpajakan 

berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak. Kompleksnya peraturan 

perpajakan mengakibatkan wajib pajak meminta masukan dan saran dari 

konsultan pajak dalam melakukan perencanaan pajak untuk dapat 

meminimalkan resiko pajaknya. Kemudian, Syakura (2014) juga memberikan 

bukti empiris bahwa kompleksitas peraturan perpajakan berpengaruh positif 
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terhadap perencanaan pajak. Peraturan perpajakan yang kompleks memberikan 

kesempatan bagi wajib pajak badan untuk melakukan perencanaan pajak.  

Berdasarkan kajian teori dan bukti empiris tersebut, maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Kompleksitas peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap 

perencanaan pajak (Tax Planning)  

3.2.2 Hipotesis Pengaruh Self-Efficacy Wajib Pajak terhadap Perencanaan 

Pajak (Tax Planning) 

Self-efficacy merupakan keyakinan individu terhadap kemampuan yang 

dimiliki dalam melakukan tindakan yang diharapkan. Self-efficacy berasal dari 

perubahan yang bertahap pada kognitif yang kompleks, sosial, linguistik, atau 

keahlian fisik melalui pengalaman (Bandura dan Adams, 1977). Self-efficacy 

berkaitan dengan kekuatan kepercayaan individu terhadap kemampuan mereka 

sendiri untuk mengatasi tugas tertentu. Dengan tingkat self-efficacy yang tinggi, 

individu lebih sering terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan 

bertahan lebih lama dalam upaya mengatasi masalah dengan tingkat 

keberhasilan yang tinggi, dibandingkan dengan individu yang memiliki self-

efficacy rendah (Gist, 1987). 

Masing-masing individu akan mempertimbangkan, menggabungkan, dan 

menilai informasi yang berkaitan dengan kemampuan mereka, lalu memutuskan 

berbagai pilihan dan tindakan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Fallan  

et al. (1995) menyatakan bahwa ada hubungan positif antara kepercayaan 

individu yang menunjukkan bahwa individu dapat menguasai tugas tertentu 

dengan tingkat probabilitas penyelesaian tugas tersebut. Dalam penelitian yang 

dilakukan Fallan et al. (1995), memberikan bukti empiris bahwa self-efficacy 
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berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak. Farida (2013) mengungkapkan 

bahwa, masing-masing individu dalam melakukan perencanaan pajak akan 

berbeda-beda. Perbedaan ini dikarenakan perbedaan pengetahuan dan 

pengalaman, serta keyakinan dan kepercayaan terhadap diri sendiri apakah 

dapat melakukan dan menjalankan praktik perencanaan pajak (Tax Planning) 

dengan baik atau perencanaan pajak tersebut berubah menjadi penggelapan 

pajak (Tax Evasion). 

Wajib pajak badan dalam melakukan praktik perencanaan pajak atau 

dalam praktiknya wajib pajak badan memperkerjakan perencana pajak (Tax 

Professional) yang harus memiliki self efficacy tinggi dalam hal kemampuannya 

untuk melakukan perencanaan pajak. Ketika perencana pajak memiliki self-

efficacy yang tinggi, mereka akan menghindari dan mencegah kegagalan yang 

bisa saja terjadi ketika melakukan perencanaan pajak. Kegagalan hanya akan 

mengakibatkan perencanaan pajak melanggar peraturan yang berlaku dan 

mengarah kepada penggelapan pajak yang mengarah kepada sanksi maupun 

denda.  

Berdasarkan kajian teori dan bukti empiris tersebut, maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2 : Self-efficacy berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak (Tax 

Planning) 

3.2.3 Hipotesis Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Perencanaan Pajak 

(Tax Planning) 

Konsep kualitas layanan sangat bekaitan erat dengan mutu, tentang 

memuaskan atau tidak memuaskan (Parasuraman et al., 1985). Kualitas 

pelayanan perpajakan merupakan segala jenis kegiatan yang dilakukan oleh 
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aparatur pemerintahan yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak 

untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

masyarakat umum maupun wajib pajak secara khusus. Ketika apa yang 

diharapkan pelanggan atas pelayanan yang diberikan terpenuhi atau melebihi 

harapan, maka pelanggan akan merasa puas. Tercapainya kepuasan pelanggan 

artinya kualitas pelayanan tersebut bermutu. Namun, ketika harapan pelanggan 

lebih tinggi dibandingkan realita yang ada, pelanggan akan kecewa dan artinya 

kualitas pelayanan tersebut tidak bermutu.  

Kualitas pelayanan perpajakan memiliki hubungan yang erat dengan 

kepuasan wajib pajak, dimana pelayanan yang disediakan harus berdasarkan 

pada wajib pajak sebagai pelanggan. Ketika pelayanan yang diberikan masih 

belum mendekati apa yang diinginkan oleh wajib pajak, maka Kantor Pelayanan 

Pajak harus memperbaiki kualitas pelayanannya. Wajib pajak yang merasa 

kualitas pelayanan perpajakan tidak memuaskan, cenderung lalai dan melakukan 

praktik perencanaan pajak tidak sesuai atau melanggar peraturan perpajakan 

yang berlaku. Togler (2007) berpendapat bahwa kesadaran pembayar pajak 

akan meningkat jika pihak otoritas pajak memahami secara mendasar bahwa 

mereka adalah institusi pelayan masyarakat dan menyajikan kualitas pelayanan 

serta, memperlakukan pembayar pajak sebagai mitra.  

Penelitian Alabede et al. (2011), memberikan hasil empiris bahwa kualitas 

pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap perencanaan pajak (Tax Planning). 

Kualitas Pelayanan perpajakan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi wajib 

pajak dalam membayar pajak melalui hubungan antara kualitas pelayanan dan 

kepuasan pelanggan. Puspita (2013) juga mengungkapkan hasil empiris bahwa, 

kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak. 
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Pelayanan perpajakan yang ramah, sopan santun, dan membantu wajib pajak 

dalam melaksanakan kewajibannya akan membuat wajib pajak dengan senang 

hati menghitung danmembayar, serta melaporkan pajaknya secara benar, 

lengkap dan tepat waktu.   

Berdasarkan kajian teori dan bukti empiris tersebut, maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak 

(Tax Planning) 

3.2.4 Hipotesis Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak 

Perencanaan pajak ialah langkah awal yang dilakukan dalam suatu 

manajemen pajak (Suandy, 2011: 6). Perencanaan pajak adalah tindakan yang 

dilakukan wajib pajak agar dapat seminimal mungkin beban pajak yang harus 

dibayarkan dengan melakukan beberapa upaya, seperti pengendalian pada 

transaksi atau pemilihan metode akuntansi yang menghasilkan beban pajak 

paling kecil dengan memanfaatkan celah-celah (loopholes) dalam perundang-

undangan (UU) dan peraturan perpajakan lainnya. Perencanaan pajak berfungsi 

untuk mengatur aliran kas keluar dan mengendalikan profitabilitas dengan tetap 

melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa melanggar peraturan perpajakan 

yang berlaku.  

Wajib pajak badan dalam hal ini perusahaan, melakukan perencanaan 

pajak karena terdapat pilihan untuk membayar jumlah pajak yang besar atau 

mencapai laba yang diinginkan oleh pemangku kepentingan. Salah satu caranya 

adalah dengan meminimalkan beban pajak yang dibayarkan. Praktik 

perencanaan pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor. Beberapa penelitian 
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menunjukkan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi praktik 

perencanaan pajak, yaitu (1) kompleksitas peraturan perpajakan, (2) self-efficacy 

wajib pajak dan (3) kualitas pelayanan perpajakan. Praktik perencanaan pajak 

didorong oleh motivasi bahwa perencanaan pajak dalam pelaksanaannya tidak 

menimbulkan pelanggaran sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. 

Kemudian dimotivasi oleh adanya keyakinan diri dari wajib pajak akan 

kemampuannya dalam melakukan praktik perencanaan pajak yang tetap dalam 

koridor hukum di Indonesia dan didorong dengan kualitas pelayanan perpajakan 

yang dirasakan oleh wajib pajak yang mengisyaratkan bahwa para paratur pajak 

mendukung dan membantu praktik perencanaan pajak sehingga menjadi wajib 

pajak yang patuh.  

Bukti empiris dari penelitian Syakura (2014) menjelaskan bahwa, 

pengaruh perencanaan pajak (Tax Planning) terhadap kepatuhan wajib pajak 

adalah positif. Semakin bertambah tingginya keinginan wajib pajak untuk 

melakukan perencanaan pajak, semakin tinggi pula angka kepatuhan perpajakan 

(WP). Penelitian yang dilakukan Puspita (2013), memberikan bukti empiris 

bahwa, pengaruh perencanaan pajak (Tax Planning) terhadap kepatuhan wajib 

pajak adalah positif. Semakin tinggi pengetahuan, pengalaman dan keyakinan 

wajib pajak tentang perencanaan pajak akan mempengaruhi praktik 

perencanaan pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.  

Berdasarkan kajian teori dan bukti empiris tersebut, maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H4 : Perencanaan pajak (Tax Planning) berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak  
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3.2.5 Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung Kompleksitas Peraturan 

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Perencanaan 

Pajak (Tax Planning) 

Kompleksitas (Complexity) memiliki hubungan yang kuat dengan tingkat 

perubahan (Rate of Change). Pada tingkat perubahan mewakili seberapa cepat 

elemen lingkungan berubah (Siahaan, 2005). Kompleksitas timbul dari 

lingkungan yang mengandung ketidakpastian dan ambiguitas yang ada di sekitar 

dunia usaha. Ketidakpastian sebagai akibat dari kurangnya informasi relevan 

yang berkaitan dengan pekerjaan, sedangkan ambiguitas terjadi karena tidak 

adanya kejelasan peranan. Westat (1980) menyatakan bahwa, kompleksitas 

menciptakan suatu ketidakpastian sehingga, wajib pajak akan berusaha untuk 

menyelesaikannya dengan meningkatkan kepatuhan mereka. 

Strader dan Fogliasso (1989), berpendapat bahwa terdapat dua dimensi 

dalam kompleksitas peraturan perpajakan, yaitu (1) kompleksitas kode, dan (2) 

kompleksitas pencatatan dan penyelesaian pengembalian. Dalam 

pembahasannya, kompleksitas kode merupakan kompleksitas terkait angka-

angka ataupun sandi, termasuk berapa pajak yang wajib dibayarkan untuk 

dilaporkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Dengan kata lain, kompleksitas 

kode ini lebih mengarah kepada kompleksitas perhitungan perpajakan. 

Sedangkan, kompleksitas pencatatan dan penyelesaian pengembalian 

merupakan kompleksitas terkait tata cara pelaporan yang dilakukan wajib pajak 

sebagai salah satu kewajibannya. Dengan kompleksitas kode maupun 

pencatatan dan penyelesaian dirasa cukup sulit dan rumit oleh wajib pajak, maka 

wajib pajak akan lebih merasa malas dan enggan untuk mengisinya. Hal ini tentu 

saja akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tersebut. 
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Di sisi lain, adanya kompleksitas dalam peraturan perpajakan 

dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk melakukan praktik perencanaan pajak dan 

tetap melaksanakan kepatuhan wajib pajak yang ditentukan. Perencanaan pajak 

merupakan cara meminimalkan beban pajak yang wajib dibayarkan dengan tidak 

melanggar peraturan. Otoritas pajak tidak dapat melarang adanya perencanaan 

pajak karena dalam undang-undang pajak di Negara manapun tidak ada 

pelarangan bagi warganya (Wajib Pajak) untuk melakukan perencanaan pajak 

(Tax Planning). Praktik perencanaan pajak itu legal untuk dilakukan asalkan tidak 

berlebihan, wajar dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku 

(Suandy, 2011:7). 

Bukti empiris penelitian Sari (2009), menunjukkan bahwa kompleksitas 

peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan. 

Kompleksitas peraturan perpajakan menimbulkan kesempatan bagi 

ketidakpatuhan wajib pajak. Penelitian Syakura (2014), memberikan bukti empiris 

bahwa kompleksitas peraturan perpajakan mempengaruhi secara positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak melalui perencanaan pajak. Semakin tinggi 

kompleksitas peraturan perpajakan akan berdampak pada semakin tingginya 

kepatuhan wajib pajak, disertai dengan semakin besar niat untuk melakukan 

perencanaan pajak.  

Berdasarkan kajian teori dan bukti empiris tersebut, maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H5 : Kompleksitas peraturan perpajakan berpengaruh tidak langsung 

terhadap kepatuhan wajib pajak melalui perencanaan pajak (Tax Planning) 
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3.2.6 Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung Self-Efficacy Wajib Pajak 

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Perencanaan Pajak (Tax 

Planning) 

Self-effiacy sebagai perubahan perilaku manusia dari waktu ke waktu dan 

merupakan perkembangan teori perilaku (Bandura, 1977). Teori sosial kognitif 

menjadi dasar dari Self-efficacy, karena tindakan individu adalah hubungan 

timbal balik antara individu, lingkungan dan perilaku. Self-efficacy atau efikasi diri 

adalah persepsi dari suatu individu terkait kemampuannya dalam melakukan 

suatu tugas di dalam situasi tertentu dan pada level kinerja tertentu. Persepsi 

individu ini mengarah kepada kepercayaan dan keyakinan diri sendiri, bahwa 

individu tersebut dapat memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dalam 

melakukan keseluruhan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Self-efficacy 

dapat menjelaskan dan memperkirakan pikiran, emosi dan tindakan seseorang 

(Eden dan Aviram, 1993).  

Wajib pajak badan yang melakukan praktik perencanaan pajak melalui 

para perencana pajak, baik dari dalam perusahaan atau menggunakan jasa 

konsultan pajak, memiliki kepercayaan dan persepsi terhadap dirinya sendiri 

untuk dapat melakukan perencanaan pajak dengan benar dan berhasil dalam 

meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkannya. Perencana pajak yang 

memiliki self-efficacy yang tinggi, meyakini bahwa dalam praktik perencanaan 

pajak tidak terdapat halangan atau permasalahan yang berarti. Kemudian, 

perencana pajak juga memiliki ketekunan dalam melakukan praktik perencanaan 

pajak dan memiliki kemantapan atas kemampuannya dalam menyelesaikan 

perencanaan pajak. Selain itu, dengan self-efficacy yang tinggi memiliki 

keyakinan dapat menyelesaiakan tugas-tugas tertentu lainnya dalam 
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perencanaan pajak. Dengan kata lain, keyakinandiri yang tinggi melatarbelakangi 

berhasilnya praktik perencanaan pajak sehingga, kepatuhan wajib pajak pun 

tercipta dari tingkat self-efficacy yang tinggi.  

Penelitian Fallan et al. (1985), mengungkapkan bahwa self-efficacy 

mempengaruhi perencanaan pajak dan secara tidak langsung akan 

mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Farida (2013), memberikan bukti 

empiris bahwa dengan keyakinan individu dapat melaksanakan perencanaan 

pajak yang baik dan tidak mengarah kepada penggelapan pajak (Tax Evasion), 

artinya wajib pajak yang melakukan praktik perencanaan pajak tersebut 

digolongkan sebagai wajib pajak patuh. Dengan kata lain, pengaruh self-efficacy 

terhadap kepatuhan wajib pajak melalui perencanaan pajak adalah positif.  

Berdasarkan kajian teori dan bukti empiris tersebut, maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H6 : Self-efficacy wajib pajak berpengaruh tidak langsung terhadap 

kepatuhan wajib pajak melalui perencanaan pajak (Tax Planning) 

3.2.7 Hipotesis Pengaruh Tidak Langsung Kualitas Pelayanan Terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Perencanaan Pajak (Tax Planning) 

Pelayanan yang berkualitas kepada wajib pajak akan memperkuat 

kesediaan mereka untuk mematuhi peraturan pajak, kebijakan pajak dan 

berkontribusi terhadap pemenuhan pembayaran pajak di semua lini (Alabede et 

al., 2011). Pelaksanaan pelayanan perpajakan tidak hanya berlandaskan pada 

pemenuhan dimensi kualitas pelayanan saja namun, bergantung pula pada 

produktifitas dari administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan yang 

berkualitas harus ditunjang dengan kebijakan dasar terkait dengan kepegawaian 

(Zain, 2005:377). Kompetensi, keahlian, pengetahuan dan kesadaran aparatur 



56 

 

pajak dibutuhkan dalam memberikan solusi maupun informasi yang berguna 

kepada para wajib pajak.  

Dengan memberikan informasi yang dibutuhkan wajib pajak, seperti 

ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan pajak, akan memberikan 

pengetahuan yang baru bagi wajib pajak. Ketika wajib pajak semakin banyak 

mengetahui peraturan dan ketentuan perpajakan dari penjelasan para aparatur 

perpajakan secara langsung, wajib pajak akan mengetahui apa saja yang boleh 

dilakukan untuk menunjang praktik perencanaan pajak mereka, tanpa melanggar 

peraturan yang berlaku. Peningkatan maupun perbaikan pada kualitas pelayanan 

perpajakan akan semakin meyakinkan wajib pajak bahwa, aparat perpajakan 

mendukung perilaku wajib pajak dalam melakukan praktik perencanaan pajak 

sehingga, kepatuhan wajib pajak pun tercipta dari kualitas pelayanan perpajakan 

yang baik.  

Penelitian Pramushinta dan Siregar (2011), menunjukkan bukti empiris 

bahwa, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah 

positif. Kepatuhan dari wajib pajak yang terbentuk dari kualitas pelayanan 

perpajakan merupakan keberhasilan aparatur pajak dalam memberikan 

pemahaman dan pengertian kepada wajib pajak terkait apa saja yang dibutuhkan 

wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Bukti empiris penelitian Puspita 

(2013), menunjukkan pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib 

pajak melalui perencanaan pajak adalah positif. Semakin puas wajib pajak atas 

pelayanan aparatur pajak akan menghasilkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi 

melalui perencanaan pajak.  

Berdasarkan kajian teori dan bukti empiris tersebut, maka dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 
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H7 : Kualitas pelayanan berpengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan wajib 

pajak melalui perencanaan pajak (Tax Planning) 

 

 



BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

 

4.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian ekplanatori yang dilakukan untuk 

menjelaskan fenomena yang terjadi. Penelitian eksplanatori (Explanatory 

Research) merupakan penelitian dengan tujuan untuk memberikan penjelasan 

tentang kedudukan variabel-variabel yang diteliti dan pengaruh antara satu 

variabel dengan variabel lainnya, melalui pengujian hipotesis (Sugiyono, 

2003;13). Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini, melalui metode survei tipe confirmatory research yang didasarkan 

pada pengambilan data melalui kuesioner (Hartono, 2008:45). Tujuan penelitian 

ini adalah menguji kembali model penelitian yang telah dikembangkan 

sebelumnya oleh peneliti lain, yaitu pengaruh positif kompleksitas peraturan 

perpajakan, self-efficacy wajib pajak, kualitas pelayanan pada perencanaan 

pajak dan kepatuhan wajib pajak badan, serta pengaruh positif perencanaan 

pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.  

4.2 Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini ialah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP 

(Kantor Pelayanan Pajak) Pratama Samarinda yang berlokasi di Kecamatan 

Samarinda Ulu. Berdasarkan PMKRI No29/PMK.01/2012, yang terdiri dari wajib 

pajak badan adalah jenis usaha berupa perhotelan, restoran, biro perjalanan 

wisata, jasa kesehatan, konstruksi, real estate, persewaan, perusahaan jasa, 

perdagangan besar atau eceran, perkebunan, pertambangan dan lain-lain. Dari 
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pusat data dan informasi KPP Pratama Samarinda, wajib pajak badan yang 

terdaftar untuk tahun 2017 adalah 4.575 wajib pajak badan. Dari jumlah tersebut, 

klasifikasi usaha dari wajib pajak badan adalah usaha besar, sedang dan kecil. 

Dalam penelitian ini akan difokuskan, pada usaha besar dan menegah saja, 

mengingat wajib pajak dalam klasifikasi tersebut memberikan kontribusi yang 

cukup besar bagi penerimaan pendapatan dari sektor pajak dan lebih memahami 

praktik perencanaan pajak.  

Unit analisis penelitian ini ialah staf pajak atau tax professional, dimana 

mereka melaksanakan kewajiban perpajakan WP badan dan terdaftar di KPP 

Pratama Samarinda. Pemilihan unit analisis ini, dikarenakan staf pajak atau tax 

professional eetersebut merupakan bagian dari wajib pajak badan yang menjadi 

pelaku utama aktivitas perpajakan. Dengan pengetahuan tentang perpajakan, 

unit analisis tersebut dapat merepresentasikan perilaku seseorang atau 

individuyang patuh menjadi wajib pajak dan menjelaskan praktik perencanaan 

pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan.  

Dalam penelitian ini, metode pengambilan sampel (Sampling method) 

yang digunakan adalah metode purposive sampling yang merupakan prosedur 

sampling yang memilih populasiterpilih berdasarkan ciri-ciri atau kriteria khusus 

yang dimiliki sampel dan terkait dengan populasi. Judgement samplingdalam 

penelitian digunakan, dimana melalui sampling ini sampel yang dipilih didasarkan 

oleh penilaian peneliti, bahwa responden yang dipilih merupakan pihak yang 

terbaik untuk menjadi sampel suatu penelitian atau studi (Hartono,2008:68). 

Kriteria-kriteria dan ciri-ciri-ciri sampel dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Badan atau perusahaan yang bergerak di bidang usaha konstruksi, 

pertambangan dan perkebunan dan terdaftar sebagai wajib pajak. Hal ini 
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dikarenakan, wajib pajak badan dari ketiga bidang usaha tersebut 

merupakan mayoritas wajin\b pajak badan yang telah menjadi PKP 

(Pengusaha Kena Pajak). Sesuai dengan Undang-undang PPN dan 

PPnBM, seluruh WP(Orang pribadi atau badan) yang telah memenuhi 

ketentuan sebagai pengusaha yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN) wajib melaporkan usaha yang dimiliki untuk dikukuhkan sebagai 

PKP. Perusahaan harus menjadi PKP jika omzet atau penghasilan bruto 

mencapai lebih dari Rp. 600 juta dalam satu tahun masa pajak.  

2. Wajib pajak (WP) badan yang telah ditetapkan atau dikukuhkan sebagai 

PKP dipilih karena, dinilai memberikan memberikan kontribusi yang cukup 

besar bagi penerimaan pajak di KPP Pratama Samarinda dan dinilai wajib 

pajak badan tersebut telah melakukan perencanaan pajak. Jumlah wajib 

pajak yang telah dikukuhkan menjadi PKP dan merupakan wajib pajak di 

bidang usaha konstruksi sebesar 700 wajib pajak dan pertambangan 

sebesar 107 wajib pajak, serta wajib pajak badan di bidang usaha 

perkebunan sebanyak 60 wajib pajak. Jumlah keseluruhan adalah 

sebesar 867 wajib pajak badan.  

3. Wajib pajak badan yang telah telah ditetapkan atau dikukuhkan sebagai 

PKP dan bersedia menjadi responden untuk mengisi kuesioner penelitian.   

4. Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin (Suliyanto, 2005; 

100). 

n =
�

1 + ���
 . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) 

n =
867

1 + 867 (0,05)�
 

n = 235,918 
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n = 236 (dibulatkan) 

Keterangan: 

n= Jumlah sampel minimal 

N= Jumlah populasi 

e= Persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel 

(5%) 

Jumlah populasi sebesar 867 wajib pajak badan, kemudian dengan 

menggunakan rumus Slovin diperoleh sampel sebanyak 236. Angka tersebut 

merupakan jumlah sampel minimum yang dipergunakan dalam penelitian ini. 

Kuesioner yang nantinya akan diolah harus memenuhi jumlah sampel minimum 

tersebut atau melebihi jumlah sampel yang telah ditentukan.  

4.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian yaitu para 

wajib pajak badan yang sudah terdaftar dan tercatat pada Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Samarinda melalui kuesioner. Data primer yang diperoleh terdiri 

dari karakteristik responden dan pendapat responden mengenai variabel-variabel 

yang telah ditetapkan untuk diteliti dalam penelitian ini yaitu, kompleksitas 

peraturan perpajakan, self-efficacy wajib pajak, kualitas pelayanan, perencanaan 

pajak dan kepatuhan wajib pajak badan. Selain itu, peneliti juga menelaah 

beberapa data dan informasi terkait dengan WP badan yang sudah ditetapkan 

dan dikukuhkan menjadi PKP. Hal tersebutterkait dengan metode sampling yang 

digunakan dalam penelitian ini. Kemudian, peneliti juga mencari dan menelaah 

data yang dapat dijadikan acuan dari sumber-sumber lain seperti buku literatur, 

dan referensi, jurnal, website, artikel, majalah dan sebagianya.  
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4.4 Definisi Operasional Variabel 

Konstruk penelitian dalam studi ini antara lain kompleksitas peraturan 

perpajakan, self-efficacy wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, 

perencanaan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Instrumen dan indikator yang 

digunakan untuk mengukur konstruk kepatuhan wajib pajak badan adalah 

instrument yang pernah digunakan oleh peneliti terdahulu. Pengukuran setiap 

konstruk dengan skala likert 1-7. Berikut adalah definisi operasional tiap-tiap 

konstruk dalam penelitian ini:  

4.4.1 Kompleksitas Peraturan Perpajakan 

Kompleksitas peraturan perpajakan dalam penelitian ini merupakan 

kondisi ketika peraturan perpajakan mengakibatkan wajib pajak mengalami 

kesulitan dan kerumitan dalam memahami isi, makna, maupun pokok-pokok di 

dalam peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Kesulitan ini terjadi karena 

banyaknya peraturan pajak yang ada di Indonesia, baik itu undang-undang 

perpajakan, peraturan perpajakan lain, maupun kebijakan yang diambil 

pemerintah atas pajak. Akibatnya wajib pajak sulit untuk memahaminya dan 

akhirnya wajib pajak tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Kompleksitas 

peraturan perpajakan akan menciptakan ambiguitas atau ketidakjelasan bagi 

wajib pajak dan dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan atas 

tindakan mereka (Bradley, 1994). Namun, dengan kompleksnya peraturan 

perpajakan itu pula, menimbulkan celah-celah yang dapat digunakan dalam 

perencanaan pajak.   

Variabel kompleksitas peraturan perpajakan memiliki beberapa indikator 

berdasarkan penelitian terdahulu, yang diperoleh dari penelitian Siahaan (2005) 

dan Syakura (2014). Indikator-indikator tersebut antara lain:  
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1. Tingkat kerumitan atau kesulitan undang undang dan peraturan pajak 

2. Tingkat kerumitan atau kesulitan persyaratan administrasi pajak 

3. Kelengkapan instruksi formulir administrasi pajak 

4. Frekuensi perubahan peraturan pajak 

Berdasarkan indikator-indikator di atas, maka dapat dikembangkan 

menjadi beberapa item pernyataan seperti berikut ini:  

1. Perlu diadakan penyederhanaan baik dari segi perhitungan maupun 

bahasa dalam Undang-undang dan peraturan pajak yang berlaku 

2. Kosa kata maupun bahasa yang digunakan dalam peraturan perpajakan 

sulit untuk dipahami 

3. Instruksi atau penjelasan yang termuat dalam formulir pajak belum jelas 

dan membingungkan 

4. Banyaknya formulir pajak yang perlu diisi menyulitkan wajib pajak 

5. Seringnya terjadi perubahan pada undang-undang dan peraturan pajak 

menyulitkan wajib pajak untuk memahami dan juga melaksanakannya 

 Setiap indikator dari variabel ini menggunakan skala Likert 1-7. Dengan 

skor paling rendah 1 (Sangat Tidak Setuju), 2 (Tidak Setuju), 3 (Agak Tidak 

Setuju), 4 (Netral), 5 (Agak Setuju), 6 (Setuju) dan skor tertinggi 7 (Sangat Setuju 

Sekali). Semakin tinggi skor angka variabel artinya, semakin tinggi pula tingkat 

kompleksitas yang dirasakan wajib pajak badan terhadap peraturan perpajakan.  

4.4.2 Self-Efficacy  

Self-Efficacy dalam penelitian ini merupakan keyakinan individu wajib 

pajak atas kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan tugas tertentu atau 

kewajiban sesuai dengan yang diharapkan. Melalui perubahan yang bertahap 
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pada seorang individu, self-efficacy akan semakin berkembang sesuai dengan 

perubahan-perubahan yang terjadi. Masing-masing individu akan 

mempertimbangkan, menggabungkan, dan menilai informasi yang berkaitan 

dengan kemampuan mereka, lalu memutuskan berbagai pilihan dan tindakan 

yang sesuai dengan kemampuan mereka. Self-efficacy wajib pajak dalam 

melaksanakan perencanaan pajak dan menjadi wajib pajak yang patuh, meyakini 

bahwa tidak terdapat halangan atau permasalahan yang berarti dalam 

praktiknya. Wajib pajak juga meyakini kemampuannya dalam menghadapi 

kesulitan dan hambatan untuk menyelesaikan tugas atau praktik perencanaan 

pajak. Selain itu, wajib pajak memiliki keyakinan atas kemampuannya dalam 

berbagai keadaan dan situasi di lingkungan perusahaan guna melakukan 

perencanaan pajak sesuai dengan keinginan perusahaan yaitu meminimalkan 

beban pajak perusahaan.  

Variabel self-efficacy wajib pajak memiliki beberapa indikator berdasarkan 

penelitian terdahulu, yang diperoleh dari penelitian Fallan et al. (1995) dan 

Puspita (2013). Indikator-indikator tersebut antara lain:  

1. Tingkat keyakinan atas kemampuan dalam praktik perencanaan pajak.  

2. Tingkat keyakinan atas kemampuan menyelesaikan hambatan atau 

masalah.  

3. Tingkat keyakinan dalam memaksimalkan peraturan perpajakan.  

4. Tingkat resiko ketidakpatuhan wajib pajak.  

Berdasarkan indikator-indikator di atas, maka dapat dikembangkan 

menjadi beberapa item pernyataan seperti berikut ini:  

1. Saya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang handal dalam 

perpajakan 
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2. Saya memahami instrument-instrumen dalam perpajakan.   

3. Saya dapat menyelesaikan hambatan dan masalah yang muncul dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan.  

4. Saya dapat memaksimalkan penggunaan peraturan perpajakan secara 

efektif dalam perpajakan  

5. Saya memahami peraturan perpajakan yang berlaku.  

6. Saya memahami resiko jika tidak menjalankan kewajiban perpajakan dan 

menjadi wajib pajak yang tidak patuh.  

 Setiap indikator dari variabel ini menggunakan skala Likert 1-7. Dengan 

skor paling rendah 1 (Sangat Tidak Setuju), 2 (Tidak Setuju), 3 (Agak Tidak 

Setuju), 4 (Netral), 5 (Agak Setuju), 6 (Setuju) dan skor tertinggi 7 (Sangat Setuju 

Sekali). Semakin tinggi skor angka variabel artinya, semakin tinggi pula tingkat 

self-efficacy yang dirasakan wajib pajak badan terhadap kemampuannya dalam 

bidang perpajakan.  

4.4.3 Kualitas Pelayanan Perpajakan 

Kualitas pelayanan perpajakan merupakan segala jenis kegiatan yang 

dilakukan oleh aparatur pemerintahan yang berada di lingkungan Direktorat 

Jenderal Pajak (Aparatur Pajak) untuk memberikan pelayanan yang sesuai 

dengan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat umum maupun 

wajib pajak secara khusus. Kualitas pelayanan perpajakan memiliki hubungan 

yang erat dengan kepuasan wajib pajak, dimana pelayanan yang diberikan harus 

berorientasi pada wajib pajak sebagai pelanggan. Ketika pelayanan yang 

diberikan masih belum mendekati apa yang diinginkan oleh wajib pajak, maka 

harus diadakan perbaikan agar pelayanan yang diberikan semakin meningkat 

dan semakin baik.  
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Variabel kualitas pelayanan perpajakanmemiliki beberapa indikator 

berdasarkan penelitian terdahulu, yang diperoleh dari penelitian Jatmiko (2006) 

dan Puspita (2013). Indikator-indikator tersebut antara lain:  

1. Mutu pelayanan perpajakan 

2. Prosedur administrasi 

3. Kedisiplinan, kemampuan, perilaku aparatur pajak 

4. Kenyamanan 

5. Kejujuran aparatur pajak 

6. Penyuluhan yang dilakukan aparatur pajak 

Berdasarkan indikator-indikator di atas, maka dapat dikembangkan 

menjadi beberapa item pernyataan seperti berikut ini:  

1. Pelayanan perpajakan sudah baik dan sesuai dengan harapan 

2. Prosedur administrasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mudah 

dilakukan karena adanya bantuan aparatur pajak 

3. Aparatur pajak telah memiliki kedisiplinan, kemampuan dan perilaku yang 

baik dalam melayani wajib pajak 

4. Pelayanan yang ada memberikan kenyamanan dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakan 

5. Aparatur pajak memiliki kejujuran dalam memberikan pelayanan dan 

arahan kepada wajib pajak 

6. Aparatur pajak telah melakukan penyuluhan dan arahan dengan baik  

 Setiap indikator dari variabel ini menggunakan skala Likert 1-7. Dengan 

skor paling rendah 1 (Sangat Tidak Setuju), 2 (Tidak Setuju), 3 (Agak Tidak 

Setuju), 4 (Netral), 5 (Agak Setuju), 6 (Setuju) dan skor tertinggi 7 (Sangat Setuju 
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Sekali). Semakin tinggi skor angka variabel artinya, semakin tinggi pula tingkat 

kualitas pelayanan perpajakan yang dirasakan wajib pajak badan.  

4.4.4 Perencanaan Pajak 

Dalam penelitian ini, perencanaan pajak adalah tindakan legal yang 

dilakukan WP dalam meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan dengan 

melakukan beberapa upaya, seperti pengendalian pada transaksi atau pemilihan 

metode akuntansi yang menghasilkan beban pajak paling kecil dengan 

memanfaatkan celah-celah (loopholes) dalam perundang-undangan(UU) dan 

peraturan perpajakan yang lain. Perencanaan pajak berfungsi untuk mengatur 

aliran kas keluar dan mengendalikan profitabilitas dengan tetap melaksanakan 

kewajiban perpajakan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.  

Variabel perencanaan pajakmemiliki beberapa indikator berdasarkan 

penelitian terdahulu, yang diperoleh dari penelitian Fallan et al. (1995), Syakura 

(2014) dan Puspita (2013). Indikator-indikator tersebut antara lain:  

1. Keyakinan dalam melakukan perencanaan pajak 

2. Motivasi untuk patuh membayar pajak 

3. Adanya celah dalam peraturan perpajakan 

4. Pengendalian kas perusahaan 

5. Minimalisasi beban pajak 

Berdasarkan indikator-indikator di atas, maka dapat dikembangkan 

menjadi beberapa item pernyataan seperti berikut ini:  

1. Usaha wajib pajak (WP) untuk meminimalkan pajak yang dibayarkan 

melalui perencanaan pajak merupakan hal yang wajar dan legal 

2. Perencanaan pajak merupakan salah satu bentuk kepatuhan wajib pajak 

karena tidak melanggar peraturan pajak 
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3. Adanya celah-celah dalam peraturan perpajakan dapat dimanfaatkan 

wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak 

4. Perencanaan pajak dilakukan untuk mengendalikan arus kas perusahaan 

5. Besarnya beban pajak yang dibayar perusahaan harus diminimalkan 

 Setiap indikator dari variabel ini menggunakan skala Likert 1-7. Dengan 

skor paling rendah 1 (Sangat Tidak Setuju), 2 (Tidak Setuju), 3 (Agak Tidak 

Setuju), 4 (Netral), 5 (Agak Setuju), 6 (Setuju) dan skor tertinggi 7 (Sangat Setuju 

Sekali). Semakin tinggi skor angka variabel artinya, semakin tinggi pula tingkat 

perencanaan perpajakan yang dilakukan wajib pajak badan.  

4.4.5 Kepatuhan Wajib Pajak 

Dalam penelitian ini, kepatuhan wajib pajak merupakan kesediaan wajib 

pajak untuk taat dalam memenuhi kewajiban pajaknya dengan berdasarkan 

peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Sistem perpajakan di Indonesia 

adalah self assessment system, yaitu sebuah sistem pemungutan pajak yang 

dimana memberikan kewewenangan, kepercayaan, dan tanggung jawab 

terhadap wajib pajak dalam menghitung, membayar serta melaporkan sendiri 

jumlah pajak yang harus dibayarkan. Wajib pajak yang patuh menggambarkan 

bahwa, wajib pajak telah memahami hak dan kewajiban perpajakan yang 

dimilikinya, serta melaksanakannya dengan benar. Kepatuhan perpajakan 

merupakan suatu kondisi dan keadaan ketika wajib pajak telah memenuhi semua 

kewajibannya dan menerima hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dalam 

pemenuhan kepatuhan perpajakannya diharapkan akan semakin tinggi dan 

meningkat dengan semakin tingginya kebenaran menghitung jumlah pajak, 

ketepatan menyetor, serta mengisi dan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) 

wajib pajak.  



69 

 

Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki beberapa indikator berdasarkan 

penelitian terdahulu, yang diperoleh dari penelitian Sari (2009) dan Syakura 

(2014). Indikator-indikator tersebut antara lain: 

1. Mendaftarkan diri untuk memeproleh NPWP 

2. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT 

3. Kesukarelaan dalam membayar pajak 

4. Penyampaian SPT (Masa dan Tahunan) dengan perhitungan yang 

lengkap dan benar 

Berdasarkan indikator-indikator di atas, maka dapat dikembangkan 

menjadi beberapa item pernyataan seperti berikut ini:  

1. Setiap perusahaan atau badan usaha seharusnya mengurus kepemilikan 

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dengan kesadaran sendiri 

2. Penyampaian SPT yang tepat waktu merupakan cerminan wajib pajak 

yang patuh 

3. Membayar pajak harus dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan 

dari pihak manapun 

4. Penyampaian SPT harus dengan perhitungan yang benar dan 

berdasarkanperaturan-peraturan pajak yang berlaku. 

Setiap indikator dari variabel ini menggunakan skala Likert 1-7. Dengan 

skor paling rendah 1 (Sangat Tidak Setuju), 2 (Tidak Setuju), 3 (Agak Tidak 

Setuju), 4 (Netral), 5 (Agak Setuju), 6 (Setuju) dan skor tertinggi 7 (Sangat Setuju 

Sekali). Semakin tinggi skor angka variabel artinya, semakin tinggi pula tingkat 

kepatuhan wajib pajakdalam melaksanakan kewajibannya.  
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4.5 Metode Analisis 

Metode statistik yang dipergunakan dalampengujian hipotesis penelitian 

ini adalah Partial Least Square atau disingkat PLS dengan menggunakan 

SmartPLS version 3.3.2. Penggunaan PLS ini berdasarkan beberapa 

pertimbangan. Pertama, analisis PLS merupakan teknik statistika multivariate 

yang melakukan perbandingan antara variabel independen berganda dan 

variabel dependen berganfa, artinya PLS dapat menggabungkan metode regresi 

dan analisis faktor dalam suatu teknik statistic. Kedua, PLS dapat digunakan 

dalam memprediksi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 

dan memberikan penjelasan hubungan teoritikal antara dua variabel tesebut. 

Ketiga, PLS dapat dioperasikan pada sampel dengan jumlah kecil, yang tidak 

mensyaratkan data berdistribusi normal, serta dapat menguji model penelitian 

dengan dasar teori yang tidak begitu kuat (Hartono dan Abdillah, 2016; 11-15).  

Hartono dan Abdillah (2016;171-175), menyebutkan terdapat beberapa 

tahapan dalam menjalankan program PLS tersebut, yaitu menggambar diagram 

jalur; menentukan banyaknya variabel laten yang dibangun dengan indikator 

pada masing-masing variabel; melakukan estimasi pada setiap variabel laten 

sebagai total bobot indikator; memperbaharui Inner Relations dan Outer 

Relations; melakukan estimasi regresi sederhana pada tiap indikator terhadap 

proksi variabel laten dan regresi berganda proksi variabel laten terhadap seluruh 

indikatornya; serta melakukan estimasi Case Values untuk setiap observasi 

dengan menggunakan bobot formatif atau proporsional bobot terhadap loading 

dengan mempertimbangkan kendala varian (F) = 1.  
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4.6 Model Spesifikasi 

Model spesifikasi PLS dalam analisis jalur terdiri dari tiga tipe hubungan 

yaitu, inner model, outer model dan weight relation. Spesifikasi hubungan sebab 

akibat (Kausal) antar variabel laten (model structural) ditunjukkan oleh inner 

model. Untuk menunjukkan spesifikasi hubungan antara indikator atau parameter 

yang diestimasi dengan variabel latennya (model pengukuran) dilakukan dengan 

outer model. Sedangkan, weight relation menunjukkan hubungan nilai varian 

antar indikator dengan variabel latennya, sehingga diasumsikan memiliki nilai 

mean = 0 dan varian = 1, untuk menghilangkan konstanta dalam persamaan 

kausalitas (Hartono dan Abdillah, 2016;168). 

4.6.1 Inner Model  

Inner Model atau yang disebut juga model sktruktural menggambarkan 

hubungan kausalitas antar variabel laten yang dibangun berdasarkan pada 

substansi teori. Model persamaan inner model dapat disusun seperti berikut ini:  

 η = β0 + βη + Γξ + ζ 

Simbol η merupakan vektor variabel independen, ξ adalah vector variabel 

dependen dan ζ merupakan vector residual (Unesplained Variance). PLS yang 

didesain untuk model recursive, sehingga hubungan setiap variabel laten disebut 

dengan casual chain system. Adapun bentuk persamaan dar causal chain 

system  dapat disusun sebagai berikut:  

η1 = ΣIβji ηi + Σi γji ξi + ζj 

βji dan γji adalah koefisien jalur yang menghubungkan variabel independen ξ 

dan η dengan variabel dependen sepanjang rentang indeks I dan b, dan ζjadalah 

tingkat kesalahan pengukuran (Inner Residual Error).  
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4.6.2 Outer Model 

Outer modelatau model pengukuran, menggambarkan hubungan diantara 

blok indikator dengan variabel latennya. Persamaan dari outer model untuk 

konstruk refelktif dapat disusun sebagai berikut: 

x = 
Λ
xξ + εx 

y = 
Λ
yη + εy 

Dimana x dan y merupakan indikator untuk variabel independen dan 

variabel dependen ξ dan η, kemudian
Λ
x dan 

Λ
y adalah matrik loading yang 

memberikan gambaran koefisien regresi yang menghubungkan variabel laten 

dan indikatornya. Untuk εx dan εy menggambarkan tingkat kesalahan (Error) 

pengukuran.  

Kemudian, persamaan outer model untuk konstrukformatif dapat disusun 

sebagai berikut:  

ξ= Πξx + δξ 

η= Πηy + δy 

ξ, η, dan x serta, y adalah indikator untuk variabel independen. 

Sedangkan Πx dan Πy adalah koefisien regresi berganda dari variabel laten dan 

blok indikator. Untuk δx dan δy merupakan tingkat kesalahan pengukuran 

(Residual Error).  

4.6.3 Weight Relation 

Nilai dari weight relation menunjukkan hubungan nilai varian antar 

indikator dengan variabel latennya, sehingga diasumsikan memiliki nilai mean = 

o dan varian = 1 untuk menghilangkan konstanta dalam persamaan kausalitas. 

Weight relation dapat disusun dengan persamaan berikut ini:  

ξb = Σkb wkb xkb 
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ηi = Σki wki yki 

 Dimana wkb dan wki ialah bobot dari k yang digunakan dalam 

mengestimasi variabel laten ξb dan ηi. Estimasi variabel laten ialah linear agregat 

yang berasal dari indikator yang nilai bobotnya diperoleh dengan estimasi seperti 

dispesifikasi inner model dan outer model.  

4.7 Evaluasi Model 

PLS sebagai model prediksi tidak mengsumsikan distribusi tertentu untuk 

melakukan estimasi parameter dan memprediksi hubungan kausalitas. Dengan 

demikian, teknik parametric untuk menguji signifikansi parameter tidak 

dibutuhkan dan model evaluasi yang dilakukan untuk prediksi bersifat non-

parametrik. Evaluasi model PLS dilakukan dengan melakukan evaluasi outer 

model (Model Pengukuran) dan inner model (Model Struktural).  

4.7.1 Outer Model (Model Pengukuran) 

Konsep dan model penelitian tidak dapat dilakukan pengujian dalam 

suatu model prediksi hubungan relasonal dan kausal, apabila belum melewati 

tahap purifikasi dalam model pengukuran. Di dalam model pengukuran ini, akan 

menguji validitas konstruk dan reliabilitas instrumen penelitian (Hartono dan 

Abdillah, 2016;58). Uji validitas dilakukan untuk mengukur tingkat keabsahan 

atau kevalidan suatu kuesioner. Ketika pernyataan dalam suatu kuesioner dapat 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur, artinya kuesioner tersebut dikatakan 

valid. Peneliti akan menguji validitas item pernyataan pada setiap konstruk 

melalui pengujian validitas konstruk melalui uji validitas konvergen dan 

diskriminan.  

Selain uji validitas, terdapat uji reliabilitas digunakan dalam mengukur 

konsistensi internal alat ukur. Reliabilitas akan menunjukkan akurasi, konsistensi 



74 

 

dan ketepatan alat ukur untuk melakukan pengukuran (Hartono dan Abdillah, 

2016; 59). Terdapat dua metode dalam pengujian reliabilitas, yaitu Cronbachs’s 

Alpha yang mengukur batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk dan 

Composite Reliability yang mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas dari suatu 

konstruk. Di bawah ini merupakan parameter dan Rule of thumbs dalam model 

pengukuran PLS:  

Tabel 4.1  

Parameter Model Pengukuran (Outer Model)  

Pengujian Parameter Rule of thumbs 

Validitas Konvergen - Average Variance Extracted 

(AVE) 

- FactorLoading 

- Communality 

- Lebih dari 0,5 

 

- Lebih dari 0,7 

- Lebih dari 0,5 

Validitas Diskriminan - Akar AVE & Korelasi Variabel 

Laten 

- Cross Loading 

- Akar AVE > Korelasi 

Variabel Laten 

- Lebih dari 0,7 dalam 

satu variabel 

Reliabilitas - Cronbach’s Alpha 

- Composite Reliability 

- Lebih dari 0,6 

- Lebih dari 0,6 

 

4.7.2 Model Struktural(Inner Model) 

Evaluasi model pada inner model atau yang disebut dengan model 

structural dilakukan dengan menggunakan R2 untuk konstruk variabel dependen, 

nilai koefisien path (t-values) setiap path dalam uji signifikansi antar konstruk 

pada model structural. Nilai R2digunakan dalam mengukur tingkat variasi 
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perubahan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin besar 

nilai R2, artinya semakin baik pula model prediksi dari model yang diajukan. Nilai 

inner model (Koefisien path) menunjukkan tingkat signifikansi yang dihasilkan 

dalam pengujian hipotesis. Nilaitersebut ditunjukkan oleh nilai t-statistics, harus > 

1,96 untuk signifikansi hipotesis Two Tailed sedangkan, nilai t-statistics untuk 

hipotesis yang hanya One Tailed adalah sebesar > 1,64.  

4.8 Model Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis H1 hingga H7 menggunakan analisis PLS yang akan 

dilakukan dengan beberapa langkah (Hartono dan Abdillah, 2016; 118) yaitu:  

1. Menetapkan nilai signifikansi atau nilai kritis alpha sebesar 5%.  

2. Melihat nilai t-statistics yang ditampilkan di output bootstraping pada 

program SmartPLS. Jika nilai t-statistic lebih dari 1,96 (two tailed) 

maka, hipotesis diterima, namun jika nilai t-statistic kurang dari 1,96 

maka hipotesis ditolak. 

3. Melihat nilai koefisien atau original sample pada setiap path untuk 

mengetahui arah pengaruh setiap konstruk 

 

 



BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

5.1 Hasil Pilot Test 

Sebelum menyebarkan kuesioner yang digunakan untuk penelitian, Pilot 

testdilakukan dengan tujuan untuk menguji validitas dan reliabilitas dari 

kuesioner yang telah ditetapkan.Pilot test ini dilakukan di Kota Malang kepada 

staf keuangan atau tax professional pada tanggal 1-14Desember 2017. Dari 85 

kuesioner yang disebarkan, terdapat 7 kuesioner yang tidak dikembalikan dan 5 

kuesioner yang tidak dapat diolah karena tidak diisi dengan lengkap. Sehingga 

kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak  73 kuesioner. Berikut merupakan 

ringkasan pengembalian kuesioner pilot test.  

Tabel 5.1 
Tingkat Pengembalian Kuesioner Pilot Test 

Keterangan Jumlah Persentase 

Kuesioner yang disebarkan 85 100% 

Kusioner yang kembali 78 91,76% 

Kusioner yang tidak kembali 7 8,23% 

Kusioner yang tidak dapat diolah 5 5,88% 

Kusioner yang dapat diolah 73 85,88% 

 

Kemudian kuesioner tersebut diolah dengan SmartPLS 3.3.2 dan 

menunjukkan hasil bahwa seluruh variabel telah memenuhi persyaratan validitas 

dan reliabilitas. Namun, pada variabel kompleksitas peraturan perpajakan dan 

self-efficacy terdapat satu indikator yang tidak valid pada masing-masing 

variabel. Persyaratan validitas dan reliablitas mengacu pada nilai AVE, 

composite reliability, R2, cronbach’s alpha, dan communality pada hasil 
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pengolahan data yang telah dilakukan. Hasil pengolahan data pilot test I adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 5.2 
Hasil Pengolahan Data Pilot Test I 

Variabel AVE Factor 
Loading 

Communality Cross 
Loading 

R 
Square 

Cronbach’s 
alpha 

Composite 
Reliability 

X1 0,550 0,726 0,550 0,741  0,794 0,854 

X2 0,529 0,713 0,529 0,727  0,824 0,866 

X3 0,595 0,770 0,595 0,771  0,864 0,898 

Y1 0,520 0,714 0,520 0,721 0,822 0,770 0,842 

Y2 0,538 0,727 0,538 0,733 0,628 0,706 0,821 

 

 

Dari hasil yang ditunjukkan oleh tabel di atas, kelima variabel dalam 

penelitian ini telah memenuhi persyaratan dari uji validitas konvergen, validitas 

diskriminan dan reliablitas. Pengujian validitas konvergen dengan melihat nilai 

darii AVE, Factor Loading dan Communality. Untuk pengujian validitas 

diskriminan dilakukan dengan memperhatikan nilai dari cross loading yang 

dihasilkan, sedangkan untuk pengujian reliabilitas melihat hasil dari cronbach’s 

alpha dan composite reliability.  

Tabel 5.3 
Hasil Factor Loading (Pilot Test I) 

Variabel Indikator Factor loading 

Kompleksitas Peraturan 

Perpajakan (X1) 

X11 0,489 

X12 0,606 

X13 0,860 

X14 0,817 

X15 0,858 

Self-efficacy (X2) 

X21 0,573 

X22 0,480 

X23 0,805 

X24 0,725 

X25 0,886 

X26 0,809 
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Kualitas Pelayanan 

Perpajakan (X3) 

X31 0,808 

X32 0,739 

X33 0,818 

X34 0,770 

X35 0,755 

X36 0,732 

Perencanaan Pajak(Y1) 

Y11 0,730 

Y12 0,789 

Y13 0,842 

Y14 0,629 

Y15 0,583 

Kepatuhan Wajib Pajak 

(Y2) 

Y21 0,825 

Y22 0,748 

Y23 0,764 

Y24 0,571 

 

Dalam uji validitas konvergen dengan melihat nilai factor loading, memiliki 

syarat masing-masing indikator menghasilkan nilai 0,7. Namun, ketika nilai factor 

loading suatu indikator hanya berkisar antara 0,5 - 0,7, sebaiknya peneliti tidak 

menghapus indikator tersebut selama nilai AVE dan communality variabel masih 

memiliki nilai lebih dari 0,5 (Ghazali dan Latan, 2015). Dari tabel 5.3 dapat dilihat 

pada indikator X11 dari variabel kompleksitas peraturan perpajakan (X1) yang 

menujukkan nilai kurang dari syarat dalam uji validitas konvergen. Begitu pula 

dengan indikator X22 pada variabel self-efficacy yang menghasilkan nilai di 

bawah dari ketentuan dalam uji validitas konvergen. Menurut Hartono dan 

Abdillah (2009:30), bila nilai dari validitas maupun reliabilitas rendah, maka nilai 

tersebut perlu ditingkatkan. Salah satu cara meningkatkannya adalah dengan 

menghapus item-item yang tidak konvergen (tidak mengarah ke hal yang sama) 

di dalam suatu konstruk atau variabel tertentu (Hartono dan Abdillah, 2009:30-

31).  
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Berikut adalah hasil pengolahan data pilot test II yang merupakan 

pengolahan data setelah dua indikator dihapuskan:  

Tabel 5.4 
Hasil Factor Loading (Pilot Test II) 

Variabel Indikator Factor loading 

Kompleksitas 

Peraturan Perpajakan 

(X1) 

X12 0,687 

X13 0,874 

X14 0,826 

X15 0,868 

Self-efficacy (X2) 

X21 0,623 

X23 0,781 

X24 0,754 

X25 0,879 

X26 0,786 

Kualitas Pelayanan 

Perpajakan (X3) 

X31 0,819 

X32 0,719 

X33 0,812 

X34 0,759 

X35 0,776 

X36 0,740 

Perencanaan 

Pajak(Y1) 

Y11 0,800 

Y12 0,664 

Y13 0,589 

Y14 0,774 

Y15 0,641 

Kepatuhan Wajib 

Pajak (Y2) 

Y21 0,886 

Y22 0,866 

Y23 0,566 

Y24 0,821 

 

Dari tabel 5.4 di atas, dapat disimpulkan bahwa setelah dua indikator 

dihapus diperoleh niali seluruh indikator pada masing-masing variabel telah 

memiliki nilai diatas 0,5. Sedangkan, untuk persyaratan uji validitas konvergen, 

validitas diskriminan dan reliablitas juga telah memenuhi rule of thumbs yang 

telah ditentukan. Berikut hasil keseluruhan dari pengolahan data pilot test II:  
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Tabel 5.5 
Hasil Pengolahan Data Pilot Test II 

Variabel AVE Factor 
Loading 

Communality Cross 
Loading 

R 
Square 

Cronbach’s 
alpha 

Composite 
Reliability 

X1 0,668 0,814 0,668 0,817  0,836 0,889 

X2 0,591 0,765 0,591 0,769  0,826 0,877 

X3 0,596 0,771 0,596 0,772  0,864 0,898 

Y1 0,587 0,694 0,587 0,698 0,651 0,745 0,824 

Y2 0,632 0,785 0,632 0,795 0,501 0,793 0,870 

 

5.2 Hasil Penelitian 

5.2.1 Data Demografi Responden 

Dalam penelitian ini, yang menjadi responden adalah staf pajak atau tax 

professional pada perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak badan dan 

sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) di KPP Pratama Kota Samarinda. Peneliti 

memilih secara random dari 867 wajib pajak badan yang sesuai dengan kritertia 

sampel yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu wajib pajak badan dari tiga 

bidang usaha seperti konstruksi, pertambangan, dan perkebunan. Setiap 

perusahaan atau wajib pajak badan akan diwakili oleh staf pajak atau tax 

professional yang bekerja pada perusahaan tersebut, untuk menjawab 

pernyataan-pernyataan yang terdapat di kuesioner penelitian yang 

diberikan.Pengumpulan data dilaksanakan pada tanggal 3-25 Januari 2018.   

Langkah-langkah dalam pengumpulan data di lapangan sama halnya 

ketika peneliti menyebarkan kuesioner untuk pilot test. Peneliti melakukan 

konfirmasi terlebih dahulu dengan menemui langsung HRD (Human Resources 

Development) ataupun manajer perusahaan. Untuk dapat memberikan kuesioner 

kepada staf pajak atau tax professional yang dimiliki perusahaan. Peneliti juga 

melampirkan surat pengantar dari Universitas Brawijaya, dengan tujuan agar 

pihak perusahaan yakin bahwa kuesioner yang diisi hanya untuk kebutuhan 

penelitian dan tidak akan publikasikan data diri perusahaan. Dalam satu 
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perusahaan rata-rata memiliki minimal 2 staf pajak atau tax professional yang 

memiliki tanggung jawab dalam menghitung dan membayarkan pajak 

perusahaan. Dengan demikian, peneliti memberikan dua kuesioner pada setiap 

perusahaan untuk diisi. Kemudian, peneliti juga memberikan batasan waktu 

maksimal 5 hari untuk dapat mengisi kuesioner yang telah diberikan.  

Peneliti telah selesai mengumpulkan keseluruhan kuesioner yang telah 

disebarkan pada tanggal 27 Januari 2018. Jumlah kuesioner yang disebarkan 

sebanyak 270 kuesioner dan kuesioner yang kembali mencapai 255 kusioner. 

Namun, hanya 238 kuesioner yang dapat digunakan, karena sekitar 17 kuesioner 

tidak lengkap ataupun tidak diisi oleh responden. Berikut adalah ringkasan 

distribusi dan pengembalian kueisoner yang telah dilakukan:  

Tabel 5.6 
Tingkat Pengembalian Kuesioner Penelitian 

Keterangan Jumlah Persentase 

Kuisoner yang disebar 270 100,00% 

Kuisoner yang tidak kembali 15 5,55% 

Kuisoner yang kembali 255 94,44% 

Kuisoner yang tidak dapat diolah 17 6,29% 

Kuisoner yang dapat diolah 238 88,14% 

 

Untuk memperoleh gambaran terkait responden dalam penelitian ini, telah 

dilakukan perhitungan frekuensi berdasarkan apa yang telah diisi responden 

pada kuesioner yang telah diberikan. Demografi responden terdiri dari usia 

responden, jenis kelamin, jabatan, pendidikan informal pajak, pendidikan terakhir 

yang ditempuh, dan lama bekerja, serta bidang usaha. Berikut ini adalah 

gambaran mengenai demografi responden dalam penelitian ini:  
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Tabel 5.7 
Demografi Responden 

No. Keterangan Jumlah Persentase 

1 Usia Responden: 
a. Kurang dari 30 Tahun 
b. 30-40 Tahun 
c. Lebih dari 40 Tahun 

 
59 
141 
38 

 
24,79% 
59,24% 
15,96% 

2 Jenis Kelamin: 
a. Laki-laki 
b. Perempuan 

 
163 
75 

 
64,49% 
31,51% 

3 Jabatan: 
a. Staf Pajak 
b. Tax Professional 

 
205 
33 

 
86,13% 
13,86% 

4 Pendidikan Informal Pajak: 
a. Brevet A dan B 
b. Brevet A,B,C 

 
74 
164 

 
31,09% 
68,91% 

5 Pendidikan Terakhir: 
a. Diploma 3 
b. Sarjana 1 (S1) / Sederajat 
c. Pascasarjana (S2) 

 
37 
189 
12 

 
15,54% 
79,41% 
5,04% 

6 Lama Bekerja: 
a. 1-3 Tahun 
b. 2-5 Tahun 
c. Lebih dari 5 Tahun 

 
24 
174 
40 

 
10,08% 
73,10% 
16,80% 

7 Bidang Usaha: 
a. Konstruksi 
b. Pertambangan  
c. Perkebunan 

 
105 
97 
36 

 
44,11% 
40,75% 
15,13% 

 

5.2.2 Deskriptif Jawaban Responden 

Dalam penelitian ini, analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui 

bagaimana responden dalam menaggapi pernyataan-pernyataan yang mewakili  

indikator-indikator variabel dalam penelitian ini. Analisis deskriptif jawaban 

responden dilakukan dengan menghimpun keseluruhan jawaban responden 

berdasarkan skala dan indikator yang telah ditetapkan dan digunakan pada 

kuesioner penelitian. Dalam kuesioner penelitian yang telah disebarkan, terdapat 

7 skala jawaban responden, dari 1 hingga 7. Skor paling rendah 1 (Sangat Tidak 

Setuju), 2 (Tidak Setuju), 3 (Agak Tidak Setuju), 4 (Netral), 5 (Agak Setuju), 6 

(Setuju) dan skor tertinggi 7 (Sangat Setuju Sekali). 
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5.2.2.1 Analisis Deskriptif Konstruk Kompleksitas Peraturan Perpajakan 

(X1) 

Kompleksitas peraturan perpajakan merupakan kesulitan dan kerumitan 

dalam memahami peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Variabel ini 

memiliki empat indikator yang diwakilkan dengan 4 pernyataan. Hasil analisis 

deskriptif variabel kompleksitas peraturan perpajakan yang disajikan pada tabel 

5.8 berikut ini:  

Tabel 5.8 
Deskripsi Jawaban Konstruk X1 

Pernyataan N Min Maks Mean 
Std 

Deviasi 

X11  238 2 7 5,008 1,447 

X12 238 2 7 4,840 1,350 

X13 238 1 7 5,210 1,389 

X14 238 2 7 5,517 1,269 

 

Berdasarkan analisis deskriptif atas jawaban responden terhadap 

konstruk Kompleksitas Peraturan Perpajakan, pernyataan kesullitan / kerumitan 

Undang-undang dan Peraturan Pajak lainnya (X11) menunjukkan nilai mean 

sebesar 5,008 dan standard deviation sebesar 1,447. Dapat ditarik kesimpulan 

bahwa responden  cenderung setuju, artinya responden merasa terdapat 

kesulitan maupun kerumitan kosa kata dan bahasa di dalam Undang-undang dan 

peraturan perpajakan yang telah berlaku.  

Kemudian, dari tabel di atas pada pernyataan kesulitan / kerumitan 

persyaratan administrasi pajak (X12) menunjukkan nilai mean sebesar 4,840 dan 

standard deviation sebesar 1,350. Dapat ditarik kesimpulan bahwa responden 

cenderung setuju, artinya responden merasa terdapat kesulitan maupun 

kerumitan dalam persyaratan administrasi perpajakan guna memenuhi kewajiban 



84 

 

perpajakannya. Pada, pernyataan kelengkapan instruksi formulir administrasi 

pajak (X13), menghasilkan nilai mean sebesar 5,210 dan nilai standard deviation 

1,389. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa responden cenderung setuju, jika 

instruksi atau penjelasan yang termuat pada formulir pajak masih belum jelas 

dan membingungkan.  

Berdasarkan tabel di atas pula, pernyataan frekuensi perubahan 

peraturan perpajakan (X14) menunjukkan nilai mean sebesar 5,517 dan nilai 

standard deviation 1,269. Dapat diartikan bahwa responden setuju, jika 

responden mengalami kesulitan dalam memahami dan melaksanakan apa yang 

tertuang dalam peraturan perpajakan, karena seringnya terjadi atas 

peraturan=peraturan perpajakan tersebut.  

5.2.2.2 Analisis Deskriptif Konstruk Self-Efficacy Wajib Pajak (X2) 

Self-eficacy wajib pajak merupakan keyakinan dari responden atas 

kemampuan yang dimilikinya dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajak, 

maupun perencanaan pajak. Variabel ini memiliki empat indikator yang 

diwakilkan dengan 5 pernyataan. Hasil analisis deskriptif variabel self-efficacy 

wajib pajak yang disajikan pada tabel 5.9 di bawah ini:  

Tabel 5.9 
Deskripsi Jawaban Konstruk X2 

Pernyataan N Min Maks Mean Std Deviasi 

X21  238 1 7 4,345 1,547 

X22 238 2 7 4,761 1,229 

X23 238 2 7 4,580 1,177 

X24 
X25 

238 
238 

2 
3 

7 
7 

5,042 
5,399 

1,137 
1,349 

 

Berdasarkan analisis deskriptif atas jawaban responden terhadap 

konstruk self-efficacy wajib pajak, pernyataan tentang keyakinan atas 
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pengetahuan dan keterampilan dalam perpajakan (X21) menunjukkan nilai mean 

sebesar 4,345 dan standard deviation sebesar 1,547. Dapat ditarik kesimpulan 

bahwa responden  cenderung setuju, artinya responden merasa telah memiliki 

pengetahuan dan keterampilan yang handal guna melakukan kewajiban 

perpajaknnya. .  

Kemudian, dari tabel di atas pada pernyataan dalam menyelesaikan 

paermasalahan maupun hambatan (X22) menunjukkan nilai mean sebesar 4,761 

dan standard deviation sebesar 1,229. Dapat ditarik kesimpulan bahwa 

responden cenderung setuju, artinya responden merasa memecahkan masalah 

dan melewati hambatan ketika melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pada, 

pernyataan mempergunakan peraturan perpajakan secara efektif (X23), 

menghasilkan nilai mean sebesar 4,580 dan nilai standard deviation 1,177. 

Dapat diartikan bahwa responden cenderung setuju, jika instruksi atau 

penjelasan yang termuat pada formulir pajak masih belum jelas dan 

membingungkan.  

Berdasarkan tabel di atas pula, pernyataan bahwa responden memahami 

peraturan pajak yang berlaku (X24) menunjukkan nilai mean sebesar 5,042 dan 

nilai standard deviation 1,137. Dapat diartikan bahwa responden cenderung 

setuju, artinya responden berkeyakinan telah memahami dan menguasai apa 

saja ketentuan, sanksi dan peraturan yang harus ditaati dalam melakukan 

kewajiban perpajakannya. Pernyataan terakhir pada variabel ini adalah 

pemahaman responden atas resiko yang akan ditanggun ketika tidak 

menjalankan kewajiban perpajakan (X25). Nilai mean sebesar 5,399 dan nilai 

standard deviation 1,349, artinya responden setuju dan memiliki pemahaman 
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yang baik atas resiko dari ketidakpatuhan atas peraturan perpajakan yang 

berlaku.  

5.2.2.3 Analisis Deskriptif Konstruk Kualitas Pelayanan Perpajakan (X3) 

Kualitas Pelayanan Perpajakan merupakan penilaian dan kepuasan 

responden terhadap pelayanan perpajakan yang diberikan oleh para aparatur 

pajak. Variabel ini memiliki enam indikator yang diwakilkan dengan 6 pernyataan. 

Hasil analisis deskriptif variabel self-efficacy wajib pajak yang disajikan pada 

tabel 5.10 berikut ini:  

Tabel 5.10 
Deskripsi Jawaban Konstruk X3 

Pernyataan N Min Maks Mean Std Deviasi 

X31  238 1 7 4,975 1,250 

X32 238 2 7 4,752 1,247 

X33 238 2 7 5,239 1,229 

X34 
X35 
X36 

238 
238 
238 

3 
2 
1 

7 
7 
7 

5,055 
5,353 
4,744 

1,058 
1,203 
1,449 

 

Berdasarkan analisis deskriptif atas jawaban responden terhadap 

konstruk kualitas pelayanan perpajakan, pernyataan tentang mutu pelayanan 

perpajakan (X31) menunjukkan nilai mean sebesar 4,975 dan standard deviation 

sebesar 1,250. Dapat ditarik kesimpulan bahwa responden cenderung setuju, 

bahwa mutu pelayanan perpajakan yang sekarang sudah baik dan cukup sesuai 

harapan.  

Kemudian, dari tabel di atas pada pernyataan terkait prosedur 

administrasi (X32) menunjukkan nilai mean sebesar 4,752 dan standard 

deviation sebesar 1,247. Dapat ditarik kesimpulan bahwa responden cenderung 

setuju, artinya responden merasa prosedur administrasi mudah dilakukan, 
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karena adanya bantuan dari aparatur maupun layanan dari aparatur pajak dalam 

membantu responden melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pada, 

pernyataan terkait penilaian responden atas kedisiplinan, kemampuan dan 

perilaku aparatur pajak (X33), menghasilkan nilai mean sebesar 5,239 dan nilai 

standard deviation 1,299. Nilai tersebut menggambarkan responden merasa 

bahwa aparatur pajak sudah memiliki kedisiplinan, kemampuan dan perilaku 

yang baik dalam memberikan pelayanan perpajakan bagi responden.  

Berdasarkan tabel di atas pula, pernyataan mengenai kenyamanan dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan (X34) menunjukkan nilai mean sebesar 

5,055 dan nilai standard deviation 1,058. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa 

responden cenderung setuju, bahwa responden merasa nyaman atas pelayanan 

perpajakan yang diberikan oleh aparatur pajak. Kemudian, pernyataan 

selanjutnya terkait kejujuran aparatur pajak (X35) menunjukkan nilai  mean 

sebesar 5,353 dan nilai standard deviation sebesar 1,203. Nilai tersebut 

menggambarkan bahwa responden setuju jika para aparatur pajak telah memiliki 

kejujuran yang baik dalam memberikan pelayanan kepada responden.  

Pernyataan terakhir pada variabel ini adalah terkait penyuluhan yang 

dilakukan oleh aparatur pajak (X36). Nilai mean yang dihasilkam sebesar 4,744 

dan nilai standard deviation 1,449, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

responden setuju dan merasa bahwa aparatur pajak telah melakukan 

penyuluhan berupa himbauan maupun arahan dengan baik kepada responden.  

5.2.2.4 Analisis Deskriptif Konstruk Perencanaan Pajak (Y1) 

Perencanaan Pajak atau Tax Plan merupakan tindakan legal yang 

dilakukan oleh responden untuk memninimalkan beban pajak tanpa melanggar 

peraturan perpajakan yang berlaku. Variabel ini memiliki lima indikator yang 



88 

 

diwakilkan dengan 5 pernyataan. Hasil analisis deskriptif variabel perencanaan 

pajak yang disajikan pada tabel 5.11 berikut ini:  

Tabel 5.11 
Deskripsi Jawaban Konstruk Y1 

Pernyataan N Min Maks Mean 
Std 

Deviasi 

Y11  238 2 7 5,471 1,032 

Y12 238 2 7 5,164 1,139 

Y13 238 1 7 5,109 1,330 

Y14 
Y15 

238 
238 

2 
2 

7 
7 

5,336 
5,357 

1,063 
1,348 

 

Berdasarkan analisis deskriptif atas jawaban responden terhadap 

konstruk perencanaan pejak, pernyataan tentang keyakinan bahwa perencanaan 

pajak merupakan hal wajar dan legal (Y11) menunjukkan nilai mean sebesar 

5,471 dan standard deviation sebesar 1,032. Dapat ditarik kesimpulan bahwa 

responden  memiliki keyakinan yang cukup bahwa perencanaan pajak yang 

dilakukan adalah hal wajar dan tidak akan mendapatkan sanksi pidana atas 

perbuatannya.  

Kemudian, dari tabel di atas pada pernyataan terkait perencanaan pajak 

merupakan tindakan yang tidak melanggar hukum dan sebagai bentuk 

kepatuhan wajib pajak (Y12) menunjukkan nilai mean sebesar 5,164 dan 

standard deviation sebesar 1,139. Dapat ditarik kesimpulan bahwa responden 

cenderung setuju, bahwa motivasi responden melakukan perencanaan pajak 

karena perencanaan pajak adalah salah satu cara yang baik untuk 

melaksanakan kewajiban perpajakannya dan menjadi wajib pajak yang patuh.  

Pada pernyataan terkait celah-celah dalam peraturan perpajakan yang 

dimanfaatkan responden dalam melakukan perencanaan pajak (Y13), 

menghasilkan nilai mean sebesar 5,109 dan nilai standard deviation 1,330. Nilai 
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tersebut menggambarkan bahwa, responden cenderung setuju perencanaan 

pajak yang dilakukan karena terdapat celah-celah dari peraturan perpajakan 

yang dapat digunakan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan.  

Berdasarkan tabel di atas pula, pernyataan mengenai perencanaan pajak 

dilakukan untuk mengendalikan arus kas (Y14) menunjukkan nilai mean sebesar 

5,336 dan nilai standard deviation 1,063. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa 

responden setuju, bahwa dengan adanya perencanaan pajak yang dilakukan 

dapat memberikan pengendalian arus kas dari sebuah perusahaan. Hal ini 

karena dapat meminimalkan beban pajak, sehingga masih ada kelebihan arus 

kas dari minimnya pembayaran pajak yang dapat digunakan untuk investasi atau 

kegiatan perusahaan guna menambah nilai dari perusahaan itu sendiri. 

Pernyataan terakhir pada variabel ini adalah meminimalkan beban pajak (Y15). 

Nilai mean yang dihasilkam sebesar 5,357 dan nilai standard deviation 1,348, 

sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa responden setuju jika beban pajak 

yang wajib dibayarkan perusahaan harus diminimalkan dengan melakukan 

praktik perencanaan pajak.  

5.2.2.5 Analisis Deskriptif Konstruk Kepatuhan Wajib Pajak (Y2) 

Kepatuhan Wajib Pajakmerupakan kesediaan dari responden dalam 

melakukan kewajiban perpajakannya dengan menghitung pajak, membayar 

pajak, mengisi SPT, dan menyampaikan SPT tapat waktu. Variabel ini memiliki 

empat indikator yang diwakilkan dengan 4 pernyataan. Hasil analisis deskriptif 

variabel perencanaan pajak yang disajikan pada tabel 5.12 berikut ini:  
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Tabel 5.12 
Deskripsi Jawaban Konstruk Y2 

Pernyataan N Min Maks Mean 
Std 

Deviasi 

Y21  238 2 7 5,731 1,132 

Y22 238 2 7 5,895 1,017 

Y23 238 1 7 5,345 1,396 

Y24 238 2 7 5,803 1,283 

 

Berdasarkan analisis deskriptif atas jawaban responden terhadap 

konstruk kepatuhan wajib pejak, kesadaran akan Nomor Pokok Wajib Pajak 

(Y21) menunjukkan nilai mean sebesar 5,731 dan standard deviation sebesar 

1,132. Dapat ditarik kesimpulan bahwa responden setuju jika Nomor Pokok Wajib 

Pajak merupakan kewajiban yang harus diurus dan dimiliki sebagai wajib pajak 

yang patuh.  

Kemudian, dari tabel di atas pada pernyataan terkait penyampaian SPT 

tepat waktu (Y22) menunjukkan nilai mean sebesar 5,895 dan standard deviation 

sebesar 1,017. Dapat ditarik kesimpulan bahwa responden setuju, bahwa SPT 

yang dilaporkkan atau disampaikan baik SPT Tahunan maupun SPT Masa harus 

tepat waktu sebagai cerminan wajib pajak yang patuh. Pada pernyataan terkait 

kesukarelaan dalam membayar pajak (Y23), menghasilkan nilai mean sebesar 

5,345 dan nilai standard deviation 1,396. Nilai tersebut menggambarkan bahwa, 

responden setuju menjadi wajib pajak yang patuh harus didasarkana atas 

kesukarelaan dari wajib pajak tersebut tanpa adanya paksaan.  

Pernyataan terakhir pada variabel ini adalah penyampaiann SPT dengan 

perhitungan yang lengkap dan benar (Y24). Nilai mean yang dihasilkam sebesar 

5,803 dan nilai standard deviation 1,283, sehingga dapat ditarik kesimpulan 

bahwa responden setuju jika apa yang disampaikan melalui SPT oleh wajib pajak 
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harus sesuai dengan kenyataan sesungguhnya dan sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku.  

5.3 Evaluasi Model Penelitian 

Model penelitian pada studi ini terdiri dari lima konstruk yaitu kompleksitas 

peraturan perpajakan, self-efficacy wajib pajak, kualitas pelayanan perpajakan, 

perencanaan pajak, dan kepatuhan wajib pajak badan. Pengujian model 

penelitian dilakukan melalui tiga tahap yaitu (1) pengujian outer model melalui uji 

validitas diskriminan, validitas konvergen dan reliabilitas, (2) pengujian 

innermodel dengan melihat signifikansi variabel independen terhadap variabel 

dependen, dan (3) pengujian efek mediasi variabel intervening terhadap variabel 

dependen.  

Pada tahap awal pengujian PLS (Part Least Square), dilakukan dengan 

melakukan evaluasi outer model dan inner model. Lebih lanjut, outer model atau 

yang sering disebut model pengukuran, dilakukan untuk mengevaluasi validitas 

dan reliabilitas dari suatu konstruk. Uji validitas sendiri melalui dua tahap yaitu, uji 

validitas konvergen dan diskriminan, dengan menggunakan rule of thumbs yang 

telah ditentukan dari parameter AVE, Communality, Outer Loading, Cross 

Loading, Cronbach’s Alpha, dan Composite Reliability. Untuk pengujian Inner 

Model atau model struktural, dilakukan dengan melihat nilai dari parameter R2 

dan melihat t-statistics hipotesis two tails dengan ketentuan >1,96 untuk 

pengujian hipotesis.  

5.3.1 Pengujian Outer Model 

Berikut ini merupakan hasil pengujian algoritma konstruk-konstruk 

penelitian, yang disajikan pada tabel 5.13:  
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Tabel 5.13 
Hasil Pengolahan Data Penelitian 

Konstruk AVE Factor 
Loading 

Communality Cross 
Loading 

R 
Square 

Cronbach’s 
alpha 

Composite 
Reliability 

X1 0,650 0,799 0,650 0,806  0,827 0,879 

X2 0,591 0,763 0,591 0,769  0,825 0,877 

X3 0,586 0,765 0,586 0,766  0,859 0,895 

Y1 0,505 0,709 0,505 0,710 0,665 0,755 0,835 

Y2 0,581 0,756 0,581 0,762 0,556 0,751 0,845 

 

1. Validitas Konvergen 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai AVE dari keseluruhan konstruk 

lebih dari 0,5. Untuk parameter factor loading, hasil yang diperoleh juga 

lebih dari 0,7 dan untuk nilai dari Communality  lebih dari 0,5. Nilai dari 

AVE, Factor loading dan Communalitiy keseluruhan konstruk telah 

memenuhi rule of thumbs yang ditentukan. Dengan kata lain, indikator-

indikator konstruk dalam penelitian ini telah valid.  

2. Validitas Diskriminan 

Berdasarkan tabel 5.13, nilai cross loading yang dihasilkan untuk 

keseluruhan konstruk telah melampaui ketentuan yang telah ditentukan 

sebelumnya, yaitu lebih dari 0,7. Hal ini membuktikan secara empiris 

bahwa setiap konstruk memprediksi indikator pada blok mereka lebih baik 

dibandingkan dengan indikator di blok lainnya. 

3. Reliabilitas 

Dari hasil yang ditunjukkan pada table di atas, nilai cronbach’s alpha dari 

keseluruhan konstruk lebih dari 0,6 dan nilai composite reliability melewati 

rule of thumbs yang telah ditetapkan, yaitu melebihi 0,6. Dengan 

demikian, dapat dikatakan data maupun seluruh indikator pada tiap 

konstruk telah reliabel.  
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4. R Square 

Nilai R Square, dari konstruk perencanaan pajak seperti yang dapat 

ditampilkan pada tabel 5.13 sebesar 0,665 dan nilai R Square dari 

konstruk kepatuhan perpajakan wajib pajak badan adalah 0,556. Nilai-

nilai tersebut menggambarkan bahwa bahwa konstruk perencanaan pajak 

dapat dijelaskan 66,5% melalui konstruk kompleksitas peraturan 

perpajakan, self-efficacy wajib pajak dan kualitas pelayanan perpajakan, 

sedangkan sisanya yaitu 33,5% dijelaskan melalui variabel lain di luar 

model. Konstruk kepatuhan perpajakan wajib pajak badan dapat 

dijelaskan 55,6% melalui konstruk perencanaan pajak, kompleksitas 

peraturan perpajakan, self-efficacy wajib pajak dan kualitas pelayanan 

perpajakan, sedangkan sisanya yaitu 44,4% dijelaskan melalui variabel 

lain di luar model.  

5.3.2 Pengujian Inner Model 

Pada tahap pengujian inner model atau model struktural ini, evaluasi 

model dilakukan dengan melihat nilai dari koefisien parameter jalur hubungan 

antar variabel. Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan antar variabel 

yang ditentukan dan dirancang pada penelitian ini. Nilai koefisien path atau inner 

model menunjukkan tingkat signifikansi dalam pengujian hipotesis. Skor koefisien 

path atau inner model yang ditunjukkan oleh nilai t-statistics, harus > 1,96. Dalam 

penelitian ini, model struktural dievaluasi dengan uji signifikansi yang nilainya 

dilihat dari path coefficients dari hasil yang ditampilkan pada SmartPLS melalui 

teknik bootstrapping.  

Hasil uji hipotesis penelitian dapat dilihat pada tabel 5.14 berikut ini: 
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Tabel 5.14 
Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian  

Hipotesis Original 
Sampel (O) 

Sample 
Mean (M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

Standard 
Error 

(STERR) 

t-
Statistics 

Keputusan 

(H1) X1 -> Y1 0,231 0,232 0,040 0,040 5,797 Diterima 

(H2) X2 -> Y1 0,448 0,448 0,041 0,041 10,897 Diterima 

(H3) X3 -> Y1 0,429 0,429 0,049 0,049 8,830 Diterima  

(H4) Y1 -> Y2 0,493 0,491 0,078 0,078 6,304 Diterima 

(H5) X1 -> Y2  0,067 0,069 0,045 0,045 1,493 Ditolak 

(H6) X2 -> Y2 0,173 0,172 0,071 0,071 2,428 Diterima 

(H7) X3 -> Y2 0,389 0,392 0,051 0,051 7,687 Diterima 

 

Berdasarkan tabel 5.14 di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh 

hipotesis diterima kecuali, pada hipotesis kelima. Hal tersebut dapat dilihat 

berdasarkan nilai t-statisics yang kurang dari 1,96 untuk H5. Pada hipotesis 1, 

menyatakan bahwa kompleksitas peraturan perpajakan berpengaruh positif 

terhadap perencanaan pajak (Tax Planning). Hasil dari pengujian hipotesis yang 

ditunjukkan pada tabel di atas, nilai t-statistic dari hipotesis pertama adalah 5,797 

(>1,96). Dengan koefisien berarah positif dari nilai original sample sebesar 0,231, 

artinya dapat disimpulkan H1 = Diterima. Untuk hipotesis 2, menyatakan bahwa 

self-efficacy wajib pajak berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak (Tax 

Planning), nilai t-statistics sebesar 10,897 (>1,96). Dengan koefisien berarah 

positif dari nilai original sample sebesar 0,448, artinya H2 = Diterima.  

Kemudian, hipotesis 3 menyatakan bahwa kualitas pelayanan perpajakan 

berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak (Tax Planning), nilai t-statistics 

sebesar 8,830 (>1,96). Dengan koefisien berarah positif dari nilai original sample 

sebesar 0,429, artinya hipotesis 3 = Diterima. Untuk hipotesis 4, menyatakan 
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bahwa perencanaan pajak (Tax Planning) berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak, dengan t-statistics sebesar 6,304 (>1,96) dan koefisien 

berarah positif dari nilai original sample sebesar 0,493, artinya H4 = Diterima. 

Pada, hipotesis 5, menyatakan bahwa kompleksitas peraturan perpajakan 

berpengaruh tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak melalui 

perencanaan pajak (Tax Planning), dengan t-statistics sebesar 1,493 (<1,96) dan 

koefisien berarah positif dari nilai original sample sebesar 0,067, artinya H5 = 

DItolak.  

Hipotesis 6, menyatakan bahwa self-efficacy wajib pajak berpengaruh 

tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak melalui perencanaan pajak (Tax 

Planning), dengan t-statistics sebesar 2,428 (>1,96) dan koefisien berarah positif 

dari nilai original sample sebesar 0,173, artinya H6 = Diterima. Pada hipotesis 

terakhir yaitu, hipotesis 7 menyatakan bahwa kualitas pelayanan perpajakan 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui perencanaan pajak 

(Tax Planning), dengan t-statistics sebesar 7,687 (>1,96) dan koefisien berarah 

positif dari nilai original samlpe sebesar 0,389, artinya H7 = Diterima.  

5.4 Diskusi Hasil Pengujian Hipotesis 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 

perilaku dari wajib pajak badan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. Determinan atau faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku wajib pajak badan tersebut untuk patuh, adalah 

kompleksitas peraturan perpajakan, self-efficacy, kualitas pelayanan perpajakan 

dan perencanaan pajak. Berikut ini adalah diskusi dan pembahasan terkait 

degan hasil pengujian hipotesis penelitian yang telah dilakukan: 
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5.4.1 Diskusi Pengaruh Kompleksitas Peraturan Perpajakan terhadap 

Perencanaan Pajak (Tax Planning) 

Kompleksitas peraturan perpajakan dalam penelitian ini merupakan 

kondisi ketika peraturan perpajakan mengakibatkan wajib pajak mengalami 

kesulitan dan kerumitan dalam memahami isi, makna, maupun pokok-pokok di 

dalam peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Peraturan perpajakan yang 

dimaksud adalah, undang-undang perpajakan, peraturan pemerintah, peraturan 

menteri keuangan, surat edaran DJP, dan peraturan perpajakan lainnya sebagai 

hasil dari kebijakan pemerintah dalam rangka menghimpun penerimaan pajak 

yang lebih besar.  

Dari hasil pengujian hipotesis diperoleh bukti empiris, bahwa kompleksitas 

peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak diterima. 

Hal ini menunjukkan bahwa, semakin tinggi kompleksitas yang ada pada 

peraturan perpajakan maka, semakin tinggi pula praktik perencanaan pajak yang 

akan dilakukan wajib pajak badan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

terdahulu yang menunjukkan bahwa kompleksitas peratruan perpajakan 

mempengaruhi perencanaan pajak.  

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Bradley (1994), yang menguji 

kompleksitas peraturan perpajakan, lingkungan perusahaan, tekanan keuangan, 

biaya ketidakpatuhan, resiko penyesuaian audit, kesukarelaan individu dan 

demografi individu terhadap Agressive Tax Reporting yang merupakan salah 

satu bentuk praktik perencanaan pajak. Penelitian tersebut dilakukan di 

Alabama, yang merupakan negara bagian dari Amerika Serikat. Kuesioner 

diberikan kepada 730  tax professional dengan jumlah pengembalian sebesar 

61%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kompleksitas peraturan perpajakan 
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berpengaruh positif terhadap Agressive Tax Reporting, yang merupakan salah 

satu bentuk praktik perencanaan pajak.  

Kedua, penelitian dari Devos (2012) yang menguji pengaruh kompleksitas 

peraturan perpajakan terhadap perencanaan pajak. Dalam penelitian tersebut, 

objek penelitian yang digunakan adalah jenis wajib pajak OP yang bertempat 

tinggal di Australia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kompleksitas 

peraturan perpajakan memberikan peluang dan kesempatan bagi konsultan 

pajak untuk memberikan saran kepada wajib pajak orang pribadi agar dapat 

meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan namun, tetap menjadi wajib 

pajak yang patuh.  

Hasil empiris dari penelitian ini pun menunjukkan bahwa adanya 

kompleksitas peraturan perpajakan yang mencakup ketentuan, sistem 

administrasi, maupun hal lain yang mengatur perpajakan di Indonesia, 

memberikan kesempatan bagi wajib pajak badan dan meningkatkan praktik 

perencanaan pajak. Menurut Devos (2012) semakin kompleks peraturan 

perpajakan, wajib pajak akan meminta saran dan bantuan kepada konsultan 

pajak atau tax professional dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Peran dari konsultan pajak atau tax professional adalah dengan melaksanakan 

praktik perencanaan pajak. Hal ini disebabkan oleh ketidakpahaman wajib pajak 

terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.  

Temuan pada penelitian ini, wajib pajak merasa mengalami kesulitan 

dalam memahami dan melaksanakan apa yang tertuang dalam peraturan 

perpajakan. Penyebabnya adalah bahasa, persyaratan administrasi perpajakan, 

instruksi atau penjelasan yang termuat pada formulir pajak masih belum jelas 

dan membingungkan, serta masih seringnya terjadi perubahan pada peraturan-
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peraturan perpajakan. Namun, dengan adanya ketidakjelasan atau ambiguitas 

yang timbul dari peraturan perpajakan tersebut, dapat dimanfaatkan guna 

melaksanakan perencanaan pajak.  

Dalam kaitannya dengan teori perilaku terencana, praktik perencanaan 

pajak merupakan perilaku tertentu yang dilakukan oleh wajib pajak badan dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Perencanaan pajak ini dilakukan 

dengan motivasi bahwa praktik perencanaan pajak dapat meminimalkan beban 

pajak yang harus dibayarkan (Suandy, 2011: 6). Kemudian, perencanaan pajak 

juga dilakukan karena adanya celah-celah yang dapat dimanfaatkan pada 

peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam teori perilaku terencana celah-celah 

tersebut dapat dikatakan sebagai kesempatan bagi individu dalam menunjukkan 

sebuah perilaku. Kesempatan yang mempermudah suatu perilaku dalam teori 

perilaku terencana berkaitan dengan determinan kontrol perilaku persepsian.  

Sementara itu, adanya risiko audit pajak dan sanksi pajak yang berat 

mempengaruhi wajib pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak (Tax 

Evasion) dan lebih memilih melakukan perencanaan pajak karena tidak 

melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Syakura, 2014). Praktik 

perencanaan pajak dinilai memberikan hasil yang positif dan diinginkan, yang 

merupakan determinan sikap atas perilaku dalam teori perilaku terencana.  

5.4.2 Diskusi Pengaruh Self-Efficacy Wajib Pajak terhadap Perencanaan 

Pajak (Tax Planning) 

Self-Efficacy dalam penelitian ini merupakan keyakinan individu atas 

kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan tugas tertentu atau kewajiban 

sesuai dengan yang diharapkan. Individu yang dimaksud adalah para tax 

professional atau staf pajak dari wajib pajak badan. Dimana tugas yang diberikan 
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adalah untuk melakukan perencanaan pajak. Terdapat tiga dimensi dari self-

efficacy menurut Bandura (1977), yaitu magnitude, strenght, dan generalitiy. 

Penilaian individu terhadap tugas yang akan dihadapinya disebut dengan 

magnitude. Kemudian strenght merupakan keyakinan individu untuk tetap 

bertahan dalam menghadapi kesulitan dan hambatan dalam mencapai 

tujuannya. Sedangkan, generalitiy adalah penilaian individu terhadap 

kemampuan dirinya sendiri dalam berbagai keadaan dan situasi.  

Dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan, memberikan bukti empiris 

bahwa Self-Efficacy berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak. Dengan 

kata lain, semakin tinggi keyakinan dan kepercayaan diri individu terhadap 

kemampuan yang dimiliki, maka akan semakin tinggi praktik perencanaan pajak 

yang dilakukan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang 

memberikan hasil empiris bahwa Self-Efficacyberpengaruh positif terhadap 

perencanaan pajak.  

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Fallan et al. (1995) yang menguji 

self-efficacy, kebutuhan atas perencanaan pajak, professionalisme, dan 

spesialisasi administratif terhadap praktik perencanaan pajak. Penelitian ini 

dilakukan di Kota Trondheim, dengan staf pajak atau tax professional  pada 

perusahaan lokal kecil menengah yang menjadi responden penelitian. Hasil 

penelitian yang diperoleh adalah, self-efficacy berpengaruh positif atas praktik 

perencanaan pajak.  

 Kedua, penelitian yang dilakukan Puspita (2013) menguji motivasi 

perencanaan pajak terhadap perencanaan pajak dan kepatuhan wajib pajak, 

yang merupakan pengembangan variabel self-efficacy dari penelitian Fallan et al. 

(1995). Penelitian tersebut dilakukan di Malang dan Batu, dengan responden 
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penelitian 140 karyawan akuntansi di hotel-hotel berbintang dan tidak berbintang 

yang terdapat di dua kota tersebut. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa 

motivasi penelitian perencanaan pajak, yaitu self-efficacy mempengaruhi 

perencanaan pajak.  

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Farida (2013) di Kota Malang 

dengan teknik penelitian fenomenologi transendental agar dapat mengungkap 

fenomena terkait dengan alasan wajib pajak melakukan praktik perencanaan 

pajak. Penelitian yang berupa penelitian kualitatif ini, menemukan lima alasan 

wajib pajak melakukan perencanaan pajak. Diantaranya adalah diperkenankan 

oleh peraturan perpajakan, tujuan bisnis, dan belum adanya keadilan pajak 

terutama dalam pemungutan pajak. Kedua alasan yang mempengaruhi praktik 

perencanaan pajak dalam penelitian tersebut, didasarkan oleh adanya keyakinan 

dari individu tersebut terkait dengan kemampuan dan keahlian dari wajib pajak 

dalam melaksanalan perencanaan  pajak guna mencapai tujuan yang di inginkan 

oleh masing-masing wajib pajak.  

Hasil empiris dari penelitian ini pun menunjukkan bahwa self-efficacy 

akan meningkatkan niat untuk melakukan perencanaan pajak. Dengan tingkat 

self-efficacy yang tinggi, seseorang atau individu akan lebih sering diberikan 

tugas karena individu dapat bertahan lebih lama dalam tugas yang berat 

(Bandura, 1977). Terutama dalam upaya mengatasi masalah dengan tingkat 

keberhasilan yang tinggi. Menurut Fallan et al. (1995), keyakinan bahwa individu 

memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan mengetahui celah-celah yang 

dapat dimanfaatkan untuk melakukan perencanaan pajak, akan meningkatkan 

keberhasilan dari perencanaan pajak itu sendiri.  
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Temuan pada penelitian ini, perencana pajak memiliki keyakinan 

terhadap keterampilan dan pengetahuan perpajakan yang tinggi, terkait 

peraturan perpajakan dan ketentuan lain, serta memiliki keyakinan yang tinggi 

dalam menyelesaikan masalah atau hambatan pada praktik perencanaan pajak 

yang dilakukannya. Ketika individu memiliki keyakinan yang tinggi atas 

kemampuannya pada hal-hal tersebut akan memotivasi praktik perencanaan 

pajak yang dilakukan. Praktik perencanaan pajak tidak boleh mengarah ke 

penggelapan pajak, untuk itu tax professional atau staf pajak harus memiliki 

pengetahuan dan pengalaman, serta keyakinan dan kepercayaan yang baik 

terhadap kemampuannya. 

Berkaitan dengan teori perilaku terencana, self-efficacy merupakan faktor 

internal dari individu dalam menampilkan suatu perilaku. Individu ini diwakili oleh 

para perencana pajak yang ada di dalam wajib pajak badan, termasuk staf pajak 

dan tax professional. Perencanaan pajak dilakukan sebagai tugas yang harus 

diselesaikan dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Dengan diberikannya 

tugas tersebut kepada perencana pajak, perencana pajak menganggap dan 

menilai orang di sekitar mereka, yaitu atasan ataupun rekan kerja di dalam wajib 

pajak badan, menginginkan mereka melakukan perilaku tersebut. Hal ini 

berkaitan dengan determinan norma subjektif dalam teori perilaku terencana.  

Selanjutnya terkait dengan determinan kontrol perilaku persepsian, ketika 

perencana pajakdalam wajib pajak badan memiliki self-efficacy yang tinggi, 

mereka akan menghindari dan mencegah kegagalan yang bisa saja terjadi ketika 

melakukan perencanaan pajak. Kegagalan hanya akan mengakibatkan 

perencanaan pajak melanggar peraturan yang berlaku dan mengarah kepada 

penggelapan pajak dan berakibat kepada sanksi (Puspita, 2013).Self-efficacy 
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yang tinggi akan memotivasi dan mendorong individu untuk menampilkan 

sebuah perilaku, yaitu perencanaan pajak.  

5.4.3 Diskusi Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Perencanaan Pajak 

(Tax Planning) 

Konsep kualitas layanan sangat bekaitan erat dengan mutu, tentang 

memuaskan atau tidak memuaskan pelanggan (Parasuraman et al., 1985). 

Dalam penelitian ini, kualitas pelayanan perpajakan merupakan segala jenis 

kegiatan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan yang berada di lingkungan 

DJP (Aparatur Pajak) untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan masyarakat umun maupun wajib pajak secara 

khusus.Tercapainya kepuasan wajib pajak, artinya kualitas pelayanan tersebut 

bermutu. Namun, ketika harapan wajib pajak lebih tinggi dibandingkan realita 

yang ada, wajib pajak akan kecewa dan artinya kualitas pelayanan tersebut tidak 

bermutu.  

Hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan, memberikan bukti 

empiris bahwa kualitas pelayanan perpajakanberpengaruh positif terhadap 

perencanaan pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi kualitas pelayanan 

perpajakan yang dilakukan oleh aparatur pajak, maka akan semakin tinggi praktik 

perencanaan pajak yang dilakukan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

terdahulu yang memberikan hasil empiris bahwa kualitas pelayanan 

perpajakanberpengaruh positif terhadap perencanaan pajak dan kepatuhan wajib 

pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang memberikan 

hasil empiris bahwa kualitas pelayanan perpajakanberpengaruh positif terhadap 

perencanaan pajak. 



103 

 

Pertama, penelitian yang dilakukan Puspita (2013) menguji kualitas 

pelayanan perpajakan terhadap perencanaan pajak dan kepatuhan wajib pajak. 

Penelitian tersebut dilakukan di Malang dan Batu, dengan responden penelitian 

140 karyawan akuntansi di hotel-hotel berbintang dan tidak berbintang yang 

terdapat di dua kota tersebut. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa kualitas 

pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak dan 

kepatuhan wajib pajak.  

Kedua, penelitian Pramushinta dan Siregar (2011) yang menguji kualitas 

pelayanan perpajakan dan pelaksanaan sunset policy terhadap kepatuhan wajib 

pajak. Penelitian tersebut dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta Kepuasan 

wajib pajak. Responden dalam penelitian tersebut adalah wajib pajak orang 

pribadi (OP) dan badan yang berjumlah 120 wajib pajak. Hasil penelitian tersebut 

menjelaskan bahwa,  kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak melalui perencanaan pajak. Hasil empiris dari 

penelitian ini pun menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perpajakanakan 

meningkatkan niat untuk melakukan perencanaan pajak.  

Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan oleh aparatur pajak 

mampu mendorong wajib pajak dalam melaporkan jumlah penghasilan, serta 

pajak terutang secara benar dan tepat waktu (Alabede et al., 2011). Menurut 

Puspita (2013), pelayanan yang baik dari aparatur pajak akan memberikan 

bantuan kepada wajib pajak dalam pelaksanaan praktik perencanaan pajak. 

Dengan memberikan informasi dan arahan yang diperlukan, wajib pajak akan 

terbantu dalam praktik perencanaan pajak. Terdapat hubungan yang erat antara 

kualitas pelayanan perpajakan dengan kepuasan wajib pajak, dimana pelayanan 

yang diberikan harus berorientasi pada wajib pajak sebagai pelanggan.  
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Ketika pelayanan yang diberikan masih belum mendekati apa yang 

diinginkan oleh wajib pajak, maka sebuah Kantor Pelayanan Pajak harus 

memperbaiki kualitas pelayanannya. Wajib pajak yang merasa kualitas 

pelayanan perpajakan tidak memuaskan, cenderung lalai dan melakukan praktik 

perencanaan pajak tidak sesuai atau melanggar peraturan perpajakan yang 

berlaku. Untuk itu, pelayanan perpajakan harus selalu ditingkatkan dan 

berorientasi wajib pajak sebagai pelanggan (Torgler, 2007). Kesadaran akan 

pentingnya pajak dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya 

akan semakin tinggi, jika para aparatur pajak memahami apa yang diinginkan 

oleh wajib pajak. 

Temuan pada penelitian ini yaitu, mutu pelayanan perpajakan yang 

dirasakan wajib pajak sudah baik dan pelayanan yang ada memberikan 

kenyamanan kepada wajib pajak. Melalui penyuluhan berupa himbauan maupun 

arahan mempermudah proses administrasi. Wajib pajak merasa bahwa, aparatur 

pajak yang ada telah memiliki kejujuran, kedisiplinan, kemampuan dan perilaku 

yang baik dalam memberikan pelayanan perpajakan. Dengan demikian, 

pelayanan yang diberikan oleh aparatur perpajakan mempermudah praktik 

perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.  

Berkaitan dengan teori perilaku terencana, kualitas pelayanan perpajakan 

termasuk dalam determinan norma subjektif. Kualitas pelayanan perpajakan 

merupakan cerminan seberapa besar pemerintahan menginginkan para wajib 

pajak melakukan perencanaan pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku. 

Menurut Sanjaya (2014), aparatur pajak harus memiliki kompetensi, keahlian, 

pengetahuan dan kesadaran yang dibutuhkan dalam memberikan solusi maupun 

informasi yang berguna bagi para wajib pajak. Informasi-informasi tersebut terkait 
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dengan peraturan perpajakan yang berlaku ataupun prosedur yang seharusnya 

dilakukan oleh wajib pajak. Dengan demikian, perencanaan pajak yang dilakukan 

oleh wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku atau 

mengarah kepada penggelapan pajak (Tax Evasion), serta, dapat melakukan 

kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.  

5.4.4 Diskusi Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Badan 

Dalam penelitian ini, perencanaan pajak adalah tindakan yang tidak 

melanggar hukum dan dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak 

yang harus dibayarkan dengan melakukan beberapa upaya, seperti 

pengendalian pada transaksi atau pemilihan metode akuntansi yang 

menghasilkan beban pajak paling kecil dengan memanfaatkan celah-celah 

(loopholes) dalam undang-undang dan peraturan perpajakan yang lain. Untuk 

mencapai perencanaan tersebut, wajib pajak harus mengadopsi dan 

memanfaatkan berbagai instrumen yang tercermin dalam peraturan perpajakan. 

Praktik perencanaan pajak memungkinkan wajib pajak untuk memaksimalkan 

nilai perusahaan, dengan menerapkan berbagai tarif pajak di berbagai kegiatan 

ekonomi yang berbeda.  

Hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan, memberikan bukti 

empiris bahwa perencanaan pajak (Tax Planning)berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat praktik 

perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak pajak, maka akan semakin 

tinggi praktik kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini karena perencanaan pajak 

bukan termasuk penggelapan pajak dan tidak melanggar hukum atau peraturan 

perpajakan yang belaku. Dengan melakukan praktik perencanaan pajak, wajib 
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pajak tetap melaksanakn kewajiban perpajakannya. Kecuali, praktik 

perencanaan pajak tersebut cenderung agresif dan mengarah kepada 

penggelapan pajak. Pada akhirnya, wajib pajak akan mendapatkan sanksi 

berupa denda maupun hukuman pidana. Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian terdahulu yang memberikan hasil empiris bahwa perencanaan pajak 

(Tax Planning) berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.  

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Setia (2013) dengan menguji 

perencanaan pajak dan sistem self assessment terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Responden dari penelitian tersebut adalah staf pajak yang bekerja di perusahaan 

dan terdaftar sebagai wajib pajak badan di KPP Pratama Cimahi, Bandung. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak.  

Kedua, penelitian yang dilakukan Puspita (2013) menguji perencanaan 

pajak (Tax Planning) terhadap kepatuhan wajib pajak. Kota Malang dan Batu 

menjadi tempat penelitian dengan responden penelitian 140 karyawan akuntansi 

di hotel-hotel berbintang dan tidak berbintang yang terdapat di dua kota tersebut. 

Hasil penelitain tersebut menunjukkan bahwa, perencanaan pajak (Tax Planning) 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.  

Ketiga, penelitian yang dilakukan Syakura (2014) menguji faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktor dalam 

penelitian tersebut adalah perencanaan pajak. Responden dalam penelitian 

tersebut adalaha wajib pajak badan yang berjumlah 50 wajib pajak badan. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pajak (Tax Planning) 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Perencanaan pajak sejak 
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awal wajib pajak badan berdiri agar dapat memaksimalkan celah-celah 

(Loopholes) dari peraturan perpajakan yang berlaku.  

Hasil empiris dari penelitian ini pun menunjukkan bahwa perencanaan 

pajak (Tax Planning)berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak 

badan atau perusahaan memiliki perbedaan kepentingan dengan pemerintah. 

Menurut Puspita (2013), adanya perbedaan kepantingan antara wajib pajak 

dengan pemerintahan mengakibatkan praktik perencanaan pajak dipilih sebagai 

salah satu cara yang dilakukan wajib pajak. Pemerintah menginginkan 

penerimaan dari sektor pajak setiap tahun mengalami peningkatan, namun wajib 

pajak selalu berusaha untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan. 

Praktik perencanaan pajak sebagai usaha yang tidak melanggar peraturan 

perpajakan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan akan memberikan 

kelebihan bagi wajib pajak. Kemudian, kelebihan tersebut dapat digunakan untuk 

investasi dan menambah nilai bagi wajib pajak.  

Selain itu, manajemen perusahaan yang memiliki target laba sesuai 

dengan keingin para pemangku kepentingan. Perencanaan pajak adalah salah 

satu cara yang akan dilakukan agar, target tersebut tercapai. Terlebih lagi, 

perencanaan pajak tidak dilarang oleh peraturan perpajakan maupun 

pemerintah. Sehingga, perencanaan pajak adalah pilihan yang memungkinan 

untuk dapat diambil oleh wajib pajak badan. Menurut Setia (2013), semakin baik 

perencanaan pajak yang dilakukan akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak badan untuk memenuhi kewajibannya. Wajib pajak yang melakukan 

perencanaan pajak telah mengetahui kewajiban perpajakannya sehingga, 

berusaha menjalankan kewajiban tersebut. Namun, meskipun praktik 

perencanaan pajak merupakan suatu tindakan yang tidak dilarang, namun aparat 
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pajak masih harus tetap mengawasi pelaksanaannya sehingga tetap dalam 

koridor peraturan perpajakan yang berlaku (Syakura, 2014).  

Temuan dalam penelitian ini, memberikan motivasi pada wajib pajak 

dalam melakukan perencanaan pajak karena perencanaan pajak merupakan 

salah satu cara yang baik untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dan 

dapat meminimalkan beban pajak yang wajib dibayarkan. Kemudian, praktik 

perencanaan pajak tersebut dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah dari 

peraturan perpajakan, sehingga dapat memberikan pengendalian arus kas wajib 

pajak badan. Hal ini karena dengan meminimalkan beban pajak, ada kelebihan 

arus kas dari minimnya pembayaran pajak yang selanjutnya dapat digunakan 

untuk investasi atau kegiatan perusahaan lainnya guna menambah nilai dari 

wajib pajak badan.  

Praktik perencanaan pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, yaitu (1) 

kompleksitas peraturan perpajakan, (2) self-efficacy wajib pajak dan (3) kualitas 

pelayanan perpajakan. Berdasarkan teori perilaku terencana yang menyebutkan 

individu dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, praktik perencanaan pajak 

didorong oleh motivasi bahwa perencanaan pajak tidak melanggar peraturan 

perpajakan yang berlaku. Kemudian dimotivasi oleh adanya keyakinan diri dari 

wajib pajak akan kemampuannya dalam melakukan praktik perencanaan pajak 

yang tetap dalam koridor hukum di Indonesia dan didorong dengan kualitas 

pelayanan perpajakan yang dirasakan oleh wajib pajak yang mengisyaratkan 

bahwa para paratur pajak mendukung dan membantu praktik perencanaan pajak 

sehingga menjadi wajib pajak yang patuh.  
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5.4.5 Diskusi Pengaruh Kompleksitas Peraturan Perpajakan terhadap 

Kepatuhan Wajib Pajak Badan Melalui Perencanaan Pajak (Tax 

Planning) 

Banyaknya peraturan perpajakan dan seringnya peraturan perpajakan 

mengalami perubahan, mengakibatkan timbulnya bias yang menjadi celah-celah 

untuk dapat dimanfaatkan wajib pajak dalam praktik perencanaan pajak 

(Syakura,2014). Perencanaan pajak yang memanfaatkan celah-celah dan bias 

dari peraturan pajak yang banyak tersebut, tidak dapat dikatakan pelanggaran. 

Hal ini karena perencanaan pajak hanya memanfaatkan celah yang ada, bukan 

melanggar ketentuan yang terdapat di peraturan pajak. Dengan  tidak melanggar 

peraturan perpajakan yang berlaku, artinya wajib pajak menjalankan apa yang 

seharusnya menjadi kewajiban sehingga, menjadi wajib pajak yang patuh.  

Dari hasil pengujian hipotesis diperoleh bukti empiris bahwa, kompleksitas 

peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan 

melalui perencanaan pajak ditolak. Dapat disimpulkan, semakin tinggi 

kompleksitas peraturan perpajakan yang berlaku tidak mempengaruhi kepatuhan 

wajib pajak badan, walaupun praktik perencanaan pajak yang dilakukan tinggi. 

Selain itu, dalam penelitian ini perencanaan pajak merupakan variabel 

intervening di antara kompleksitas peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib 

pajak. Melalui pengujian yang telah dilakukan, perencanaan pajak bersifat 

mediasi sempurna (Complete Mediation). Hasil penelitian ini mendukung 

penelitian terdahulu yang memberikan hasil empiris bahwa kompleksitas 

peraturan perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siahaan (2005) menguji 

kompleksitas peraturan perpajakan di Indonesia terhadap kepatuhan wajib pajak 
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badan. Dalam penelitian tersebut jenis wajib pajak badan yang menjadi objek 

penelitian, namun kuesioner disebarkan kepada tax professional atau staf pajak 

dari wajib pajak badan. Sebanyak 100 tax professional atau staf pajak dari wajib 

pajak badan di Surabaya yang menjadi responden. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa, kompleksitas peraturan perpajakan tidak mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak.  

Kedua, penelitian dari Forest dan Sheffrin (2002) yang menguji pengaruh 

kompleksitas peraturan perpajakan dan ketidakadilan sistem perpajakan 

terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian dilakukan di Amerika serikat, 

sebanyak 1990 perusahaan yang menjadi wajib pajak dan terdaftar di Internal 

Revenue Service (IRS) menjadi objek penelitian. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa, kompleksitas peraturan perpajakan tidak mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak badan di Amerika Serikat.  

Menurut Siahaan (2005), kompleksitas peraturan perpajakan dianggap 

sebagai ketidakpastian dalam lingkungan seorang individu. Namun, 

ketidakpastian dalam lingkungan individu tersebut tidak menyebabkan 

konsekuensi perubahan perilaku individu. Dengan kata lain, tidak secara 

keseluruhan dari kompleksitas peraturan perpajakan memberikan dampak 

perubahan perilaku wajib pajak. Kompleksitas peraturan perpajakan tidak 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan melalui perencanaan pajak, hal ini 

karena kompleksitas memiliki hubungan erat dengan tingkat perubahan yang 

tidak direncanakan sebelumnya. Preffer dan Salancik (1978) mengungkapkan 

bahwa, ketika perubahan yang menimbulkan kompleksitas tersebut dapat 

dikendalikan maupun diatasi, maka kompleksitas tidak akan muncul dalam 

lingkungan tersebut. 
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Forest dan Sheffrin (2002), mengungkapkan kompleks atau tidaknya 

peraturan perpajakan hanya tergantung persepsi individu tersebut. Ketika 

individu tidak tahu dan tidak memiliki pengetahuan terhadap peraturan 

perpajakan yang berlaku, kompleksitas peraturan perpajakan akan timbul. 

Kompleksitas peraturan perpajakan terjadi, karena adanya perubahan dan 

penyempurnaan dari peraturan perpajakan yang berlaku. Ketika perencana 

pajakdari wajib pajak badan memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk 

memahami peraturan perpajakan yang mengalami perubahan, maka 

kompleksitas dari peraturan perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib 

pajak badan.   

Penjelasan di atas, didukung dengan bukti empiris dari penelitian ini. Dari 

tabel 5.7 demografi responden menunjukkan bahwa, persentase responden yang 

memiliki latar belakang pendidikan Sarjana 1 (S1) sebesar 79,41%. Kemudian, 

dari tabel tesebut, persentase responden yang telah mengikuti pendidikan 

informal pajak baik brevet a, b, dan c sebesar 68,91%. Angka tersebut 

mengindikasikan bahwa responden dalam penelitian ini memiliki pengetahuan 

yang baik dilihat dari latar belakang pendidikan formal dan informal terkait 

dengan perpajakan di Indonesia. Dari tabel tersebut, usia responden dari 

penelitian ini didominasi oleh usia angkatan kerja yang berkisaran dari 30-40 

tahun, dengan persentase sebesar 59,24%. Usia tersebut merupakan usia 

angkatan kerja yang sudah cukup pengalaman dan matang dalam pengambilan 

keputusan. 

Selain itu, data responden dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

responden sebesar 73,10% sudah bekerja selama 3-5 tahun, artinya staf pajak 

maupun tax professional yang menjadi responden dalam penelitian ini sudah 
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cukup pengalaman kerja di bidang perpajakan. Pengalaman dan pengetahuan 

tersebut, yang mengakibatkan hilangnya kompleksitas dari peraturan perpajakan 

yang berlaku. Sehingga, kompleksitas peraturan perpajakan tidak mempengaruhi 

perilaku kepatuhan wajib pajak badan, karena telah diatasi oleh staf pajak 

ataupun tax professional yang ada dan bekerja di dalam badan atau perusahaan.  

Temuan pada penelitian ini, kesulitan yang dialami wajib pajak dalam 

memahami dan melaksanakan apa yang tertuang dalam peraturan perpajakan 

tidak mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Kesulitan 

tersebut seperti bahasa yang sulit dipahami, persyaratan administrasi perpajakan 

yang rumit, instruksi atau penjelasan masih belum jelas dan membingungkan, 

serta masih seringnya terjadi perubahan pada peraturan perpajakan. Namun, 

dengan adanya kesulitan ataupun ketidakjelasan dan ambiguitas yang timbul dari 

peraturan perpajakan tersebut, dapat dimanfaatkan guna melaksanakan 

perencanaan pajak. Wajib pajak yang mengalami kesulitan dapat pula 

menggunakan jasa tax professional untuk menjalankan kewajibannya dengan 

melakukan praktik perencanaan pajak (Westat, 1980).  

Dapat disimpulkan bahwa kompleksitas dari peraturan perpajakan, 

menyebabkan perilaku tertentu yaitu, perencanaan pajak namun tidak 

mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak badan. Dalam perilaku wajib 

pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajibannya, permasalahan akibat 

perkembangan jaman dan dunia bisnis tidak dapat diatur secara keseluruhan 

oleh peraturan perpajakan yang ada, sehingga menimbulkan celah-celah yang 

dimanfaatkan wajib pajak. Perencanaan pajak bukanlah perbuatan melanggar 

peraturan perpajakan yang berlaku, namun merupakan sebuah proses 

pengendalian beban pajak dengan memanfaatkan grey area dari peraturan 
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perpajakan yang ada (Syakura, 2014). Kompleksitas peraturan perpajakan dapat 

diatasi dan dihilangkan dengan tingkat pengetahuan dan pengalaman yang baik 

dari staf pajak ataupun tax professional yang, sehingga peraturan perpajakan 

yang kompleks tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak melalui praktik 

perencanaan pajak oleh wajib pajak badan. 

5.4.6 Diskusi Pengaruh Self-Efficacy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

Badan Melalui Perencanaan Pajak (Tax Planning) 

Self-efficacy merupakan keyakinan individu terhadap kemampuan yang 

dimiliki dalam melakukan tindakan yang diharapkan. Self-efficacy berasal dari 

perubahan yang bertahap pada kognitif yang kompleks, sosial, linguistik, atau 

keahlian fisik melalui pengalaman (Bandura dan Adams, 1977). Self-efficacy 

berkaitan dengan kekuatan kepercayaan individu terhadap kemampuan mereka 

sendiri untuk mengatasi tugas tertentu. Dengan tingkat self-efficacy yang tinggi, 

individu lebih sering terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan 

bertahan lebih lama dalam upaya mengatasi masalah dengan tingkat 

keberhasilan yang tinggi, dibandingkan dengan individu yang memiliki self-

efficacy rendah (Gist, 1987). 

Dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan, memberikan bukti empiris 

bahwa, self-efficacy berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak melalui 

perencanaan pajak. Artinya, semakin tinggi self-efficacy akan berpengaruh pada 

semakin tingginya kepatuhan wajib pajak badan, jika praktik perencanaan pajak 

yang dilakukan semakin tinggi pula.Selain itu, dalam penelitian ini perencanaan 

pajak merupakan variabel intervening di antara self-efficacy wajib pajak dan 

kepatuhan wajib pajak. Melalui pengujian yang telah dilakukan, perencanaan 

pajak bersifat mediasi sebagian (Partial Mediation). 
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Pertama, penelitian yang dilakukan Puspita (2013) menguji motivasi 

perencanaan pajak terhadap perencanaan pajak dan kepatuhan wajib pajak, 

yang merupakan pengembangan variabel self-efficacy dari penelitian Fallan et al. 

(1995). Penelitian tersebut dilakukan di Malang dan Batu, dengan responden 

penelitian 140 karyawan akuntansi di hotel-hotel berbintang dan tidak berbintang 

yang terdapat di dua kota tersebut. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa 

motivasi penelitian perencanaan pajak, yaitu self-efficacy mempengaruhi 

kepatuhan wajib pajak badan melalui praktik perencanaan pajak. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Farida (2013) di Kota Malang 

dengan teknik penelitian fenomenologi transendental agar dapat mengungkap 

fenomena terkait dengan alasan wajib pajak melakukan praktik perencanaan 

pajak. Penelitian yang berupa penelitian kualitatif ini, menemukan lima alasan 

wajib pajak melakukan perencanaan pajak. Salah satunyaadalah tujuan bisnis, 

untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan agar dapat 

memaksimalkan laba usaha setelah pajak. Hal ini didasarkan oleh adanya 

keyakinan dari individu tersebut terkait dengan kemampuan dan keahlian dari 

wajib pajak dalam melaksanalan perencanaan pajak tanpa melanggar peraturan 

perpajakan yang berlaku. 

Puspita (2013), menjelaskan bahwa motivasi wajib pajak dalam 

melakukan perencanaan pajak adalah untuk dapat meminimalkan pajak. Dengan 

memiliki tingkat keyakinan atas kemampuan dan keahlian yang tinggi dari staf 

pajak ataupun tax professional, praktik perencanaan pajak yang dilakukan tidak 

melanggar peraturan perpajakan yang ada sehingga, tetap menjadi wajib pajak 

yang patuh. Praktik perencanaan pajak adalah salah satu cara yang terbaik 

untuk diterapkan di perusahaan agar dapat mengendalikan keuntungan dari 
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perusahaan danmemenuhi kewajiban perusahaan kepada stakeholder maupun 

shareholder, serta kewajiban terhadap negara (Fallan et al.,1995). Perencana 

pajak dalam perusahaan diberikan tugas untuk melakukan perencanaan pajak 

tersebut. Dalam melaksanakan tugas tersebut, mereka memiliki kepercayaan 

dan persepsi terhadap dirinya sendiri untuk dapat melakukan perencanaan pajak 

dengan benar dan berhasil dalam meminimalkan beban pajak yang harus 

dibayarkannya.  

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, perencana pajak memiliki self-

efficacy yang tinggi, meyakini bahwa dalam praktik perencanaan pajak tidak 

terdapat halangan atau permasalahan yang berarti karena dapat diatasi dengan 

kemampuan dan ketekunannya. Selain itu, dengan self-efficacy yang tinggi 

memiliki keyakinan dapat menyelesaiakan tugas-tugas tertentu lainnya dalam 

perencanaan pajak. Dengan kata lain, keyakinandiri (Self-Efficacy) yang tinggi 

melatarbelakangi berhasilnya praktik perencanaan pajak sehingga, kepatuhan 

wajib pajak pun tercipta dari tingkat self-efficacy yang tinggi.  

Berkaitan dengan teori perilaku terencana, perencana pajak yang 

mendapatkan tugas untuk perencanaan pajak memiliki kepercayaan dan 

persepsi terhadap dirinya sendiri bahwa dapat melakukan perencanaan pajak 

dengan benar dan berhasil dalam meminimalkan beban pajak yang harus 

dibayarkannya. Perencana pajak yang memiliki self-efficacy yang tinggi, meyakini 

bahwa dalam praktik perencanaan pajak tidak terdapat halangan atau 

permasalahan yang berarti. Perencana pajak juga memiliki ketekunan dalam 

melakukan praktik perencanaan pajak dan memiliki kemantapan atas 

kemampuannya dalam menyelesaikan perencanaan pajak. Selain itu, dengan 

self-efficacy yang tinggi memiliki keyakinan dapat menyelesaiakan tugas-tugas 



116 

 

tertentu lainnya dalam perencanaan pajak. Sehingga, wajib pajak badan tetap 

menjadi wajib pajak yang patuh.  

5.4.7 Diskusi Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Badan Melalui Perencanaan Pajak (Tax Planning) 

Pelayanan yang berkualitas kepada wajib pajak akan memperkuat 

kesediaan mereka untuk mematuhi peraturan pajak, kebijakan pajak dan 

berkontribusi terhadap pemenuhan pembayaran pajak di semua lini (Alabede et 

al., 2011). Pelaksanaan pelayanan perpajakan tidak hanya berlandaskan pada 

pemenuhan dimensi kualitas pelayanan saja namun, bergantung pula pada 

produktifitas dari administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan yang 

berkualitas harus ditunjang dengan kebijakan dasar terkait dengan kepegawaian 

(Zain, 2005:377). Kompetensi, keahlian, pengetahuan dan kesadaran aparatur 

pajak dibutuhkan dalam memberikan solusi maupun informasi yang berguna 

kepada para wajib pajak. 

Hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan, memberikan bukti 

empiris bahwa, kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif kepatuhan 

wajib pajak melalui perencanaan pajak. Artinya, semakin tinggi kualitas 

pelayanan perpajakan akan berpengaruh pada semakin tingginya kepatuhan 

wajib pajak badan, jika praktik perencanaan pajak yang dilakukan semakin tinggi 

pula. Selain itu, dalam penelitian ini perencanaan pajak merupakan variabel 

intervening di antara kualitas pelayanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. 

Melalui pengujian yang telah dilakukan, perencanaan pajak bersifat mediasi 

sebagian (Partial Mediation). Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu 

yang memberikan hasil empiris bahwa Self-Efficacyberpengaruh positif terhadap 
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perencanaan pajak dan kepatuhan wajib pajak yang diwakili oleh para staf pajak 

atau tax professional.  

Pertama, penelitian yang dilakukan Alabede et al. (2011) yang dilakukan 

di Nigeria. Pada penelitian tersebut mengintegrasikan faktor ekonomi, sosial, 

psikologis dan budaya ke dalam satu model komprehensif, yaitu model Fischer. 

Faktor-faktor tersebut untuk menjelaskan keganjilan situasional dan lingkungan di 

Nigeria dan untuk pemahaman yang lebih baik tentang perilaku kepatuhan wajib 

pajak. Responden dalam penelitian tersebut adalah wajib pajak orang pribadi. 

Hasil penelitian tersebut memberikan bukti empiris bahwa, kualitas pelayanan 

berpengaruh positif terhadap kepatuhan.   

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya (2014) yang menguji 

kualitas pelayanan perpajakan, sanksi perpajakan dan kewajiban moral terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut dilakuakn di Denpasar, Bali dan 

sebanyak 100 wajib pajak badan yang memiliki usaha di bidang perhotelan. Hasil 

penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh 

positif terhadap kepatuhan wajib pajak.  

Kualitas dari pelayanan aparatur pajak yang memberikan kepuasan bagi 

wajib pajak akan mengakibatkan wajib pajak dengan senang hati dan sadar 

untuk menjadi wajib pajak yang patuh (Puspita, 2013). Melalui perencanaan 

pajak pula, kualitas pelayanan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. 

Dengan layanan yang diberikan, informasi terkait peraturan perpajakan maupun 

prosedur-prosedur lain, akan membantu wajib pajak dalam melaksanakan 

perencanaan pajak sesuai koridor peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut 

Sanjaya (2014), dengan memberikan pelayanan yang memuaskan akan 

meningkatkan kesadaran tanggung jawab wajib pajak dalam melakukan 
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kewajiban perpajakannya. Dampaknya adalah terjadinya peningkatan 

penerimaan negara di sektor perpajakan, karena kepatuhan semakin meningkat. 

Berkaitan dengan teori perilaku terencana, kualitas pelayanan perpajakan 

yang baik dan berkualitas akan memperkuat kesediaan wajib pajak untuk 

mematuhi peraturan perpajakan. Selain itu, wajib pajak juga akan merasa sadar 

bahwa kewajiban perpajakan yang dilakukan memiliki hasil yang positif. Wajib 

pajak yang merasa puas dengan pelayanan aparatur pajak akan memiliki 

keyakinan bahwa orang di sekitarnya, yaitu aparatur pajak maupun pemerintah 

menginginkan dan mendukung wajib pajak melakukan kewajibannya tersebut 

(Pramushinta dan Siregar, 2011). Hal ini berkaitan dengan determinan sikap atas 

perilaku dan norma subjektif yang ada pada teori perilaku terencana. Wajib pajak 

yang merasa kualitas pelayanan perpajakan tidak memuaskan, cenderung lalai 

dan melakukan praktik perencanaan pajak tidak sesuai atau melanggar 

peraturan perpajakan yang berlaku.Jika hal tersebut terjadi, akan memberikan 

pengaruh yang signifikan kepada tingkat kepatuhan wajib pajak karena, 

perencanaan pajak yang dilakukan mengarah kepada penggelapan pajak (Tax 

Evasion).  

5.5 Implikasi Penelitian 

Implikasi penelitian terbagi menjadi implikasi teoritis, implikasi praktik, dan 

implikasi kebijakan. Dari hasil empiris penelitian ini, implikasi teoritis yang 

disimpulkan yaitu, teori perilaku terencana dapat menjelaskan perilaku 

kepatuhan wajib pajak badan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik 

eksternal maupun internal dari wajib pajak badan. Faktor eksternal dalam 

penelitian ini adalah kompleksitas peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan 

perpajakan, sedangkan faktor internal dalam penelitian ini adalah self-efficacy 
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dari wajib pajak badan. Dengan menggunakan teori ini dapat menjelaskan 

perilaku wajib pajak untuk patuh ataupun tidak. Teori ini juga dapat mengetahui 

penyebab wajib pajak berperilaku tertentu dalammelaksanakan kewajiban 

perpajakannya, yaitu dengan melakukan perencanaan pajak (Tax Planning). 

Hasil penelitian ini, memberikan bukti empiris bahwa (1) kompleksitas 

peraturan pajak, self-efficacy wajib pajak dan kualitas pelayanan aparatur pajak 

berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak, (2) kompleksitas peraturan 

pajak tidak berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap kepatuhan 

wajib pajak, (3) self-efficacy wajib pajak dan kualitas pelayanan perpajakan 

berpengaruh positif, secara tidak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak, serta 

(4) perencanaan pajak (Tax Planning) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak.  

Dari hasil empiris penelitian ini dapat disimpulkan implikasi praktik bagi 

Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama, maupun aparatur pajak lainnya adalah 

untukmelakukan evaluasi tentang faktor kepatuhan wajib pajak badan lebih 

lanjut. Dalam hal ini evaluasi tersebut dapat dilakukan terhadap peraturan 

perpajakan yang ada, terutama terkait dengan bias dari peraturan perpajakan 

maupun batasan-batasan dan koridor dalam praktik perencanaan pajak bagi 

wajib pajak. Temuan pada penelitian ini, wajib pajak merasa mengalami kesulitan 

dalam memahami dan melaksanakan apa yang tertuang dalam peraturan 

perpajakan. Penyebabnya adalah bahasa, persyaratan administrasi perpajakan, 

instruksi atau penjelasan yang termuat pada formulir pajak masih belum jelas 

dan membingungkan, serta masih seringnya terjadi perubahan pada peraturan-

peraturan perpajakan.  
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Selain itu, dapat dilakukan evaluasi terhadap kualitas pelayanan 

perpajakan yang dilakukan oleh aparatur pajak, sehingga dapat meningkatkan 

kesadaran dan kepatuhan wajib pajak badan. Hal ini dirasa penting karena, 

mengingat aparatur pajak berinteraksi langsung dengan wajib pajak. Dalam 

temuan penelitian ini wajib pajak merasakan bantuan yang diberikan oleh 

aparatur pajak yang memiliki kompetensi yang baik sangat bermanfaat bagi 

pemenuhan kewajibannya. Kemudian, implikasi praktik bagi wajib pajak badan 

dalam upayanya melakukan praktik perencanaan pajak, Wajib pajak perlu 

mengetahui hak dan kewajibannya dan akan memberikan gambaran untuk 

menggunakan stafkeuangan ataupun menggunakan jasa konsultan pajak yang 

kompeten dalam melakukan perencanaan pajak agar tidak melanggar peraturan 

yang telah ditetapkan.  

Implikasi kebijakan yang dihasilkan dari bukti empiris penelitian ini adalah 

memberikan informasi dan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk 

mengambil kebijakan terkait dengan perubahan peraturan perpajakan dan sistem 

administrasi perpajakan di Indonesia, karena keduanya memiliki pengaruh yang 

besar bagi kepatuhan wajib pajak. Perubahan-perubahan tersebut diharapkan 

dapat mengarah kepada penyederhanan peraturan perpajakan dan sistem 

administrasi perpajakan. Kebijakan lain sebagai implikasi dari penelitian ini 

adalah Direktorat Jenderal Pajak dapat memberikan perhatian lebih terhadap 

sumber daya manusia yang ada di dalam Direktorat Jenderal Pajak. Peningkatan 

kompetensi dan pengetahuan aparatur pajak sangat dibutuhkan, agar dapat 

menjadi sebuah organisasi yang lebih efektif, efisien kredibel dan terpercaya. 

 

 



BAB VI 

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Penelitian ini melakukan pengujian faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan di Samarinda, dengan 

perencanaan pajak sebagai variabel intervening. Hasil dari penelitian ini 

memberikan dan menunjukkan bukti empiris bahwa,kepatuhan wajib pajak 

dipengaruhi oleh perencanaan pajak (Tax Planning), self-efficacydan kualitas 

pelayanan. Sedangkan, kompleksitas peraturan perpajakan tidak mempengaruhi 

secara signifikan kepatuhan wajib pajak. Kemudian, perencanaan pajak 

dipengaruhi oleh kompleksitas peraturan perpajakan, self-efficacy dan kualitas 

pelayanan.  

Perencanaan pajak juga terbukti memediasi secara sempurna (Complete 

Mediation) pengaruh kompleksitas peraturan perpajakan terhadap kepatuhan 

wajib pajak badan. Perencanaan pajak juga memediasi secara sebagian (Partial 

Mediation) pengaruh self-efficacy dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan 

wajib pajak badan. Perencanaan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak badan, 

dipengaruhi oleh kompleksnya peraturan perpajakan yang berlaku sehingga, 

menimbulkan bias dari peraturan perpajakan dan kemudian dimanfaatkan oleh 

wajib pajak badan untuk melakukan praktik perencanaan pajak. Perencanaan 

pajak juga dipengaruhi oleh seberapa besar keyakinan individu terhadap 

kemampuan diri sendiri (Self-Efficacy) dalam melakukan praktik perencanaan 

pajak agar tidak menjadi sebuah pelanggaran pajak atau penggelapan pajak. 
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Selain itu, dengan tingginya kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan oleh 

aparatur pajak akan mempermudah wajib pajak badan dalam melakukan praktik 

perencanaan pajak.   

Perencanaan pajak(Tax Planning)mempengaruhisecara signifikan 

kepatuhan wajib pajak badan. Perencanaan pajak sebagai usaha yang dilakukan 

oleh wajib pajak agar memiliki pengendalian atas beban pajak dan tetap 

mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Tindakan tersebut merupakan 

tindakan yang sah dan juga tidak melanggar hukum. Dalam praktiknya dapat 

dilakukan dengan memanfaatkan pengecualian pajak, potongan-potongan pajak, 

atau pengurangan pajak yang diperkenankan, pengukuhan diri sebagai 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga dapat mengkreditkan pajak masukan, 

dan pemilihan bentuk usaha yang tepat. Perencanaan pajak (Tax Planning) yang 

dapat dikatakan baik adalah perencanaan pajak yang tidak hanya meminimalkan 

beban pajak saja namun, juga dapat meminimalkan resiko atas pajak dan resiko 

bisnis yang ada dengan memanfaatkan celah-celah atau loopholes dalam 

peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan, demikian praktik 

perencanaan yang baik mempengaruhi seberapa besar kepatuhan wajib pajak 

yang ada. 

Kompleksitas peraturan pajak tidak mempengaruhi secara signifikan 

kepatuhan wajib pajak (WP) melalui perencanaan pajak. Hal tersebut terjadi 

karena kompleksitas memiliki kaitan yang erat dengan tingkat perubahan. Ketika 

perubahan-perubahan atas peraturan perpajakan dapat diatasi, maka 

kompleksitas dari peraturan perpajakan akan hilang.Dengan tingkat pengetahuan 

dan pengalaman yang baik dari staff pajak ataupun tax professional yang dimiliki 
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wajib pajak badan, akan menghilangkan kompleksitas dari peraturan perpajakan 

dan tidak mempengaruhi secara signifikan kepatuhan wajib pajak badan.  

Self-efficacy berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak melalui perencanaan pajak. Perencana pajak yang memiliki self-efficacy 

yang tinggi, meyakini bahwa dalam praktik perencanaan pajak tidak terdapat 

halangan atau permasalahan yang berarti. Perencana pajak juga memiliki 

ketekunan dalam melakukan praktik perencanaan pajak dan memiliki 

kemantapan atas kemampuannya dalam menyelesaikan perencanaan pajak. 

Selain itu, dengan self-efficacy yang tinggi memiliki keyakinan dapat 

menyelesaiakan tugas-tugas tertentu lainnya dalam perencanaan pajak. 

Sehingga, wajib pajak badan tetap menjadi wajib pajak yang patuh.  

Hasil lainnya dari penelitian ini juga memberikan bukti empiris bahwa, 

kualitas pelayanan perpajakan yang baik dan berkualitas akan memperkuat 

kesediaan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Dengan pelayanan 

yang berkualitas, memberikan keyakinan kepada wajib pajak bahwa pemerintah 

melalui aparatur pajak menginginkan wajib pajak untuk melaksanakan 

kewajibannya. Selain itu, wajib pajak juga akan merasa sadar bahwa kewajiban 

perpajakan yang dilakukan memiliki hasil yang positif. Wajib pajak yang merasa 

kualitas pelayanan perpajakan tidak memuaskan, cenderung lalai dan melakukan 

praktik perencanaan pajak tidak sesuai atau melanggar peraturan perpajakan 

yang berlaku.Jika hal tersebut terjadi, akan memberikan pengaruh yang 

signifikan kepada tingkat kepatuhan wajib pajak karena, perencanaan pajak yang 

dilakukan mengarah kepada penggelapan pajak (Tax Evasion). 
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6.2 Keterbatasan dan Saran Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa, penelitian ini masih terdapat keterbatasan-

keterbatasan dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu, diharapkan peneliti 

berikutnya dapat memperbaiki dan meminimalisir keterbatasan tersebut. 

Keterbatasan penelitian ini yaitu, peneliti mengalami kesulitan dalam mengetahui 

secara rinci terkait data wajib pajak badan. Data diri wajib pajak yang merupakan 

kerahasiaan yang sulit untuk didapatkan, sehingga peneliti sulit mengetahui 

apakah responden atau wajib pajak badan, masih dikukuhkan menjadi PKP 

(Pengusaha Kena Pajak) atau tidak.  

Peneliti mengatasi keterbatasan tersebut dengan menanyakan terlebih 

dahulu kepada responden tentang status wajib pajak badan sebelum pengisian 

kuesioner. Diharapkan peneliti selanjutnya dapat memperoleh data wajib pajak 

badan lebih mendalam. Kemudian diharapkan peneliti selanjutnya tidak 

menetapkan kriteria responden yang berstatus PKP saja, namun secara 

keseluruhan wajib pajak badan sehingga, mendapakan hasil yang lebih luas dan 

mendalam.  
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LAMPIRAN 1 

KUESIONER PENELITIAN 

 

Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i  

Penelitian ini mengangkat topik mengenai kepatuhan wajib pajak badan 

dengan mengambil responden berupa staf bagian pajak atau ahli pajak (tax 

professional) wajib pajak badan. Penelitian ini mencoba menganalisis pengaruh 

faktor kompleksitas peraturan perpajakan, self-efficacy wajib pajak badan, kualitas 

pelayanan perpajakan serta perencanaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 

badan. Penelitian ini sifatnya untuk keperluan pendidikan. Dalam penelitian ini, nama 

perusahaan maupun data-data mengenai perusahaan serta jawaban yang telah 

Bapak/Ibu/Saudara/I berikan di kuesioner ini tidak akan dipublikasikan. Kerahasiaan 

data Bapak/Ibu/Saudara/I terjamin sehingga tidak akan diketahui orang lain. Oleh 

karena itu dimohon kejujuran dari Bapak/Ibu/Saudara/i sekalian dalam menjawab 

beberapa pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner ini. 

Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak atas kesedian 

Bapak/Ibu/Saudara/i sekalian karena telah berpartisipasi untuk mengisi kuesioner 

ini. Semoga kontribusi Bapak/Ibu/Saudara/i dapat bermanfaat bagi pengembangan 

pengetahuan khususnya di bidang perpajakan di Indonesia. 

Hormat Saya, 

Peneliti 

 

HENDRA SANJAYA KUSNO 



Seluruh item pertanyaan dalam kuesioner ini dibuat dengan skala Likert 1 

sampai dengan 7. Harap beri tanda silang (X) atau lingkari jawaban yang Bapak/ 

Ibu/ Saudara/i anggap sesuai dengan pendapat anda masing-masing  

Keterangan :   1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 2 = Tidak Setuju (TS) 

3 = Agak Tidak Setuju (ATS  4 = Netral (N) 

5 = Agak Setuju (AS)   6 = Setuju (S) 

7 = Sangat Setuju Sekali (SSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KUESIONER 

1. Kompleksitas Peraturan Perpajakan 

No. Pertanyaan STS TS ATS N AS S SSS 

1 Perlu diadakan penyederhanaan baik 

dari segi perhitungan maupun bahasa 

dalam Undang-undang dan peraturan 

pajak yang berlaku 

       

2 Kosa kata maupun bahasa yang 

digunakan dalam peraturan perpajakan 

sulit untuk dipahami 

       

3 Seringnya terjadi perubahan pada 

undang-undang dan peraturan pajak 

menyulitkan wajib pajak untuk 

memahami dan juga melaksanakannya 

       

4 Instruksi atau penjelasan yang termuat 

dalam formulir pajak belum jelas dan 

membingungkan 

       

5 Banyaknya formulir pajak yang perlu 

diisi menyulitkan wajib pajak 

       

 

2. Self-Efficacy Wajib Pajak 

No. Pertanyaan STS TS ATS N AS S SSS 

1 Saya memiliki pengetahuan dan 

keterampilan yang handal dalam 

perpajakan 

       

2 Saya memahami instrument-instrumen 

dalam perpajakan.   

       

3 Saya dapat menyelesaikan hambatan 

dan masalah yang muncul dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan.  

       



4 Saya dapat memaksimalkan 

penggunaan peraturan perpajakan 

secara efektif dalam perpajakan  

       

5 Saya memahami peraturan perpajakan 

yang berlaku.  

       

6 Saya memahami resiko jika tidak 

menjalankan kewajiban perpajakan dan 

menjadi wajib pajak yang tidak patuh.  

       

 

3. Kualitas Pelayanan Perpajakan 

No. Pertanyaan STS TS ATS N AS S SSS 

1 Pelayanan perpajakan sudah baik dan 

sesuai dengan harapan 

       

2 Prosedur administrasi dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakan 

mudah dilakukan karena adanya 

bantuan aparatur pajak 

       

3 Aparatur pajak telah memiliki 

kedisiplinan, kemampuan dan perilaku 

yang baik dalam melayani wajib pajak 

       

4 Pelayanan yang ada memberikan 

kenyamanan dalam melaksanakan 

kewajiban perpajakan 

       

5 Aparatur pajak memiliki kejujuran 

dalam memberikan pelayanan dan 

arahan kepada wajib pajak 

       

6 Aparatur pajak telah melakukan 

penyuluhan dan arahan dengan baik  

       

 

 

 



 

 

4. Perencanaan Pajak 

No. Pertanyaan STS TS ATS N AS S SSS 

1 Usaha wajib pajak untuk 

meminimalkan pajak yang dibayarkan 

melalui perencanaan pajak 

merupakan hal yang wajar dan legal 

       

2 Perencanaan pajak merupakan salah 

satu bentuk kepatuhan wajib pajak 

karena tidak melanggar peraturan 

pajak 

       

3 Adanya celah-celah dalam peraturan 

perpajakan dapat dimanfaatkan wajib 

pajak untuk melakukan perencanaan 

pajak 

       

4 Perencanaan pajak dilakukan untuk 

mengendalikan arus kas perusahaan 

       

5 Besarnya beban pajak yang dibayar 

perusahaan harus diminimalkan 

       

6 Usaha wajib pajak untuk 

meminimalkan pajak yang dibayarkan 

melalui perencanaan pajak 

merupakan hal yang tidak wajar 

       

 

5. Kepatuhan Wajib Pajak 

No. Pertanyaan STS TS AS N AS S SSS 

1 Setiap perusahaan atau badan usaha 

seharusnya mengurus kepemilikan 

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 

dengan kesadaran sendiri 

       



2 Penyampaian SPT yang tepat waktu 

merupakan cerminan wajib pajak yang 

patuh 

       

3 Membayar pajak harus dilakukan 

secara sukarela tanpa adanya 

paksaan dari pihak manapun 

       

4 Penyampaian SPT harus dengan 

perhitungan yang benar dan sesuai 

dengan peraturan perpajakan yang 

berlaku 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA DOMOGRAFI RESPONDEN 

 

Usia Responden:   a. Kurang dari 30 tahun  c. > 41 Tahun 

b. 30 – 40 tahun 

Jenis Kelamin:   a. Laki-laki     b. Perempuan 

Jabatan:    a. Ahli Pajak (tax professional)  b. Staf Pajak 

Pendidikan Informal Pajak:  a. Brevet A & B    b. Brevet A,B & C 

Pendidikan Terakhir:   a. Diploma 3    b. Sarjana (S1)

    c. PascaSarjana (S2) 

Lama Bekerja:   a. 1-3 tahun     b. 2 – 5 tahun  

    c. > 5 tahun 

Bidang Usaha:   a. Konstruksi   c. Perkebunan 

b. Pertambangan  

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 2 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 3 – OUTER LOADINGS 
PILOT TEST SEBELUM PENGHAPUSAN INDIKATOR 

  
Latent 
Variable 1 

Latent 
Variable 2 

Latent 
Variable 3 

Latent 
Variable 4 

Latent 
Variable 5 

X11 0,489         

X12 0,606         

X13 0,860         

X14 0,817         

X15 0,858         

X21   0,573       

X22   0,480       

X23   0,805       

X24   0,725       

X25   0,886       

X26   0,809       

X31     0,808     

X32     0,739     

X33     0,818     

X34     0,770     

X35     0,755     

X36     0,732     

Y11       0,730   

Y12       0,789   

Y13       0,842   

Y14       0,629   

Y15       0,583   

Y21         0,825 

Y22         0,748 

Y23         0,764 

Y24         0,571 

  

 

 



LAMPIRAN 4 – OUTER LOADINGS 
PILOT TEST SETELAH PENGHAPUSAN INDIKATOR 

  
Latent 
Variable 1 

Latent 
Variable 2 

Latent 
Variable 3 

Latent 
Variable 4 

Latent 
Variable 5 

X12 0,687         

X13 0,874         

X14 0,826         

X15 0,868         

X21   0,623       

X23   0,781       

X24   0,754       

X25   0,879       

X26   0,786       

X31     0,819     

X32     0,719     

X33     0,812     

X34     0,759     

X35     0,776     

X36     0,740     

Y11       0,800   

Y12       0,664   

Y13       0,589   

Y14       0,774   

Y15       0,641   

Y21         0,886 

Y22         0,866 

Y23         0,566 

Y24         0,821 

  

 

 

 
 



LAMPIRAN 4 – Construct Reliability and Validity 
 
PILOT TEST SEBELUM PENGHAPUSAN INDIKATOR 

 

Cronbach's 
Alpha 

rho_A 
Composite 
Reliability 

Average Variance 
Extracted (AVE) 

Latent Variable 1 0,794 0,845 0,854 0,550 

Latent Variable 2 0,824 0,888 0,866 0,529 

Latent Variable 3 0,864 0,874 0,898 0,595 

Latent Variable 4 0,770 0,781 0,842 0,520 

Latent Variable 5 0,706 0,712 0,821 0,538 

 

 

 

 

LAMPIRAN 5 – Construct Reliability and Validity 
 
PILOT TEST SESUDAH PENGHAPUSAN INDIKATOR 

 

Cronbach's 
Alpha 

rho_A 
Composite 
Reliability 

Average Variance 
Extracted (AVE) 

Latent Variable 1 0,836 0,832 0,889 0,668 

Latent Variable 2 0,826 0,877 0,877 0,591 

Latent Variable 3 0,864 0,865 0,898 0,596 

Latent Variable 4 0,745 0,723 0,824 0,587 

Latent Variable 5 0,793 0,756 0,870 0,632 

 

 

 

 



LAMPIRAN 6 – OUTER LOADINGS 
HASIL PENGOLAHAN DATA PENELITIAN 

  
Latent 
Variable 1 

Latent 
Variable 2 

Latent 
Variable 3 

Latent 
Variable 4 

Latent 
Variable 5 

X12 0,610         

X13 0,865         

X14 0,843         

X15 0,875         

X21   0,606       

X23   0,782       

X24   0,739       

X25   0,885       

X26   0,806       

X31     0,806     

X32     0,725     

X33     0,808     

X34     0,757     

X35     0,766     

X36     0,728     

Y11       0,782   

Y12       0,668   

Y13       0,729   

Y14       0,704   

Y15       0,665   

Y21         0,867 

Y22         0,835 

Y23         0,579 

Y24         0,740 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



LAMPIRAN 7 – Construct Reliability and Validity 
 
HASIL PENGOLAHAN DATA PENELITIAN 

  
Cronbach's 
Alpha 

rho_A 
Composite 
Reliability 

Average Variance 
Extracted (AVE) 

Latent Variable 1 0,827 0,893 0,879 0,650 

Latent Variable 2 0,825 0,853 0,877 0,591 

Latent Variable 3 0,859 0,863 0,895 0,586 

Latent Variable 4 0,755 0,761 0,835 0,505 

Latent Variable 5 0,751 0,772 0,845 0,581 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


